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THE CONCEPT OF ZAKAT
FOR THE ENFORCEMENT OF PEOPLE'S ECONOMY
WITHIN THE ISLAMIC ECONOMICS PERSPECTIVES

Abstract

This study is an attempt to investigate the existence of zakat, which
has a very much potentiality to increase the economic condition of especially

the poor people. Furthermore, xplore the concept of zakat
as a way of enforcing the peop 42) provide the description of
Zakat as one of the contributions @ icCteaching that can avoid the
proverty, or other social gap i (3) understand the Islamic
concept of the perspective of life |and lamic society

The study started from id ghts and reality concerning

the economy in Islam, understangi s, of problem, i.e. the concept
of zakat the enforcement of people
research or obtaining information;;relevant)/to the problem discussed. The
data is analyzed by descriptive analysis method, which is merely to describe

and exsplain the problem i ati onom

The finding wmmm& suggested to
be individually conducted, but those activities should also aim to social
welfare, as have been practifilﬁmm phet Muhammad SAW. in
which thw did bussines not me individual ‘profits, but also for social
welfare. It means the m QWE sTd n the Islamic rule
(Syari‘at) of, for instan m/ fa Ao does not apply the
Islamic economy syistem, yet each Moslem should obey the Islamic rules in
doing their business. In Islamic teaching, economy and socialare not
separable since Islamic economy is humanity-based, i.e. to assist the poor
people or people due to economic competition. It is not like capitalism, which
is focusing only on obtaining the profits.

Zakat, Infag and sadaqgoh are e kind of contribution of Islamic society
in order to establish the social prosperity of Islamic community, to reduce the
social gap, proverty, literacy, and to enable the people to overcome the
economic problrms in the community. Those zakat, Infag and Sadaqoh are

also to enforce the economy of the Islamic people, which should be well-
managed and more solid in the future based on Islamic rules (red: Syari‘at).



ABSTRAK

Salah satu pranata keagamaan yang dapat menunjang kegiatan masyarakat
dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi ummat adalah
zakat. Konsepsi Islam tentang zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah tetapi juga
dimensi sosial. Agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu
adanya pengelolaan dana zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang
dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah atan lembaga khusus.

Agar pengelolaan dana zakat dapat, dipertanggungjawabkan secara moral,
maka perlu dilaksanakan pencatatan. Taijuan gpencatatan pengelolaan dana zakat
adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kepada para muzakki dan masyarakat
umum. Pertangpgungjawaban dalam ) bentuk daporan | keuangan, dan harus dapat
dipahami oleh setiap pengguna laporan. |Untuk itu | diperlukan standar akuntansi
pengelolaan dana zakat. Apabila hal<ini telah dilakukan, maka merupakan solusi dan
motifasi bagi masyarakat untuk melaksanakan~kewajiban zakat, sekaligus sebagai
upaya pemberdayaan ekonomi ummat-dalam perspektif ¢konomi Islam.

Langkah-langkah  yang  dilakukan dalam  pennelitian ini  adalah
mengidentifikasikan [pemikiran-pemikiran, [dan’ fealita™ yang\ ada vang kaitannya
dengan ekonomi dalam<1Islam, “memahami® objek “persoalan ‘yaitu kensep zakat untuk
pemberdayaan ekonomi ummat, melakukan research baik yang bersifat kepustakaan
maupun infonmasi yang relefan deangan permasalahan gang di bahas. Kemudian data
yang terakomodir diolah secara deskriftif analisis, sehingga permasalahan-
permasalahan yang dim@nculkan ‘hanya ‘bersifat ‘mengurdikan dan menjelaskan
persoalan yang berhubungan'denganzakat'dan perekonortian.

Zakat, Infaq dan Shadagah adalah merupakan kontribusi ummat Islam dalam
upaya menciptakan kesegjahteraan sosial ekonomi ummat Islam, menghilangkan
kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan serta mampu memberikan solusi dalam
mengatasi berbagai problem kehidupan ummat Islam, sckaligus sebagai upaya untuk
pemberdayaan prospek ekonomi ummat dimasa depan yang lebih solid dan eksis
sesuai ketentuan syari’at Islam.
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Motto:
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"Ambillah zakat dari sebagian harta/mereka, dengan zakat itu
kamu membesihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah

untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman
jiwa mereka, dan Allah|Maha/Mengetigar lagi Mengetahm
(Q.s. At-Taubah| /97103)

BN o BEEMIGE FE bty ST, A Su il
NP PO ey ouu e SR PEOSEN
‘% el %o

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hannyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang
dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang
berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam
perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

(Q.s. At-Taubah /9 : 60)

X1



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal, lengkap dan sempurna dalam scgala aspek
kehidupan manusia, baik mengenai duniawiyah maupun ukhrawiyah. Islam tidak saja
mengajarkan Aqidah, Ibadah, Akhlag;>tetapi'juga\mengajarkan tentang Ekonomi,
Politik, Pendidikan, Sosial Budaya, Hukum, Perindustrian, Pertanian, Teknologi dan
lain-lain.

Salah satu pranata keagamaan yang dapat menunjang kegiatan masyarakat
dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi ummat adalah
zakat. Konsepsi Islam tentang zakat tidak hanya-mencakup dimensi ibadah tetapi juga
dimensi sosial. Agar dana zakat dapat berguna dan berhasil guna, maka perlu adanya
pengelolaan dana zakat secara” professioral dan bertanggungjawab dilakukan oleh
masyarakat bersama pemerintah ataulembaga khusus.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat tersebut, maka telah
dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa organisasi pengelola
zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan serta
dibina oleh pemerintah. Agar pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan
secara moral, maka perlu diléksanakan pencatatan, Tujuan pencatatan pengelolaan

1



dana zakat adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kepada para Muczakki dan
masyarakat umum. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan, harus dapat
dipahami oleh setiap pengguna laporan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi
pengelolaan dana zakat. Apabila hal ini telah dilakukan, maka merupakan solusi dan
motivasi bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat dan
memotivasi organisasi pengelola zakat untuk mengoptimalkan pengelolaan dana
zakat guna meningkatkan kes€jahteraan, oummat, sekaligus sebagai upaya
pemberdayaan ekonomi ummat dafam pefspektif ekonomi Islam.

Perintah zakat didalam | Al-Qurlan sering| dirangkaikan dengan perintah

kewajiban melaksanakan sholat. Sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. 2:43)

(6% 25,030) ST S5t syl e

Artinya: “Dan dirikanlah'sholat=oundikanlah zakat dan ruku'lah berserta
orang-orang yang ruku",

Ayat ini mengisyaratkan bahwa menunaikan zakat sama pentingnya dalam
Islam dengan perintah mendirikan sholat. Apabila sholat lebih banyak berdimensi
ta'abbudi (ibadah) menata hubungan antara seorang hamba dengan Allah Khaliknya,
maka zakat lebih berdimensi 7« ‘aquli, yang mengandung nilai-nilai sosial.

Seiring dengan perkembangan masa dan perkembangan bentuk usaha manusia
dalam memperoleh rizqi dan penghasilan, maka banyak bentuk kegiatan usaha dan

jasa yang mendatangkan uang. Dengan jjtihad melalui Al-Qur’an dan As Sunnah



dengan memperhatikan maksud tersurat, tersirat dan substansinya, maka para ulama
mengembangkan jenis-jenis harta, usaha dan jasa yang wajib dizakatkan sperti
adanya ketentuan tentang zakat profesi.

Menganalisa akan asnaf yang telah ditentukan dalam surat At-Taubah ayat
60, dimana salah satu asnaf yang berhak menerima zakat adalah &milin atau orang
yang bertugas mengelola zakat. Mereka berhak mendapat zakat karena mereka
menjalankan tugas mengumpultkan dan’mendistribusikan zakat. Tugas ini baru dapat
dijalankan secara professional dan-berhasil dengan baik jika didukung oleh sejumlah
faktor. Diantara faktor tersebut adalah prafesionalisme amilin atau pengelola zakat
dalam segala aspek termasuk anfara [ain'berdédikasi dan bekerja purna waktu.
Kesadaran kaum agniya untuk berzakat, aturan-pendukung, undang-undang yang
terkait dengan zakat.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, salah satunya bertujuan
agar pengumpulan zakat dari orang yang berkewajiban semakin optimal dilakukan.
Undang-Undang ini juga bertujuan-dgar pengelolaan /Zikat melalui Badan atau
organisasi yang berwenang berjalan sesuai dengan prinsip syari’ah dan zakat yang
terkumpul dapat dioptimalkan untuk memberdayakan orang-orang yang berhak
menerimanya.

Berdasarkan - undang-undang zakat ini, pengelolaan zakat adalah kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sejalan dengan itu, ada dua organisasi

pengelola zakat yang diakui yaitu Badan Amil Zzakat (BAZ) yaitu organisasi



pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah tingkat pusat, wilayah dan Daerah.
Dan Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan
dikukuhkan oleh pemerintah.

Persoalan penting sebenarnya bukan saja terletak pada organisasi pengelola
zakat, melainkan bagaimana organisasi yang mendapat amanah untuk mengelola it
betul-betul dipercaya muzakki dan orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu
institusi pengetola zakat ini diakuj’keantdngharinya 6leh ummat sehingga intitusi atau
lembaga pengelola zakat perlu menerapkan akuntansi dan manajemen zakat yang
profesional layaknya sebuah organisasi modertyarig bergerak dibidang bisnis.

Selain akuntansi, diperlukafiy manajemen yang baik bagi organisasi pengelola
zakat. Manajemen pada dasamnyd ‘meliputi dua hal penting, yaitu perencanaan dan
inplementasi proses _manajemen, Dalam, kaitannya dengan, organisasi zakat,
manajemen harus mengandung sejumlah prinsip-prinsip.

- Pertama, Prinsip kesadaratrumum ‘dengan diKelolanya zakat oleh organisasi
yang menggunakan manajemen_yang baik) lalumyadkesafaran bagi para muzzaki,
munfiq dan mushaddiq, Kedua, Prinsip Manfaat, dana zakat yang terhimpun
diupayakan semaksimal mungkin memberikan kemaslahatan bagi ummat. Kefiga,
Prinsip koordinasi yang harmonis antar berbagai instansi terkait agar tercipta efisiensi
dan efektifitas yang optimal, termasuk adanya forum zakat dapat diperankan.
Keempar, prinsip keterpaduan, dalam pengelolaan zakat diharapkan adanya
keterpaduan antara organisasi pengeolola zakat dengan instansi terkait, keterpaduan

antara ulama dan umaro. Kelima, Prinsip produktif rasional, organisasi zakat harus



berupaya menyalurkan zakat pada usaha produktif dan rasional untuk pemberdayaan
e¢konomi ummat

Kegiatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan suatu ajaran ekonomi
menurut Islam, bukan hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga di Indonesia. Sebagai
contoh pada awal Juli 1982 di Ujung Pandang diselenggarakan suatu pertemuan
untuk membicarakan sistem Ekonomi Islam. Berbeda dengan dimasa-masa yang
lampau dimana masalah kehidupafi ekonomi)biasanya dilihat oleh para fuqaha (ahli
fikih Islam) dari sudut Islam saja; mak@ dalampertemuan di Ujung Pandang ini
dihadirkan pula beberapa pakar gkonomi.Yang menjadi pembawa makalah H.
Halide, Doktor Ilmu Ekonomi| yang menjadi -Kepala Pusat Pengelolaan Data
Umversitas Hasanuddin Ujung PandangMenurat Halide yang dimaksud Ekonomi
Islam “ialah kumpulan dasar-dasar ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan
As-Sunnah yang ada hubﬁngannya defigan urusan ekonomi. Sebagai suatu sistem
ckonomi Islam menarik untukl dikaji-kaferias (1)/diharapkan dapat memecahkan
masalah-masalah yang melanda dunia.| Timbulnyayberbagai kepincangan dalam
neraca pembayaran negara-negara, resesi dan sebagainya pada akhir-akhir ini,
semakin terasa bahwa teori dan sistem ekonomi yang ada mungkin tidak berdaya lagi

menemukan alternatif penyelesaian (2) Ekonomi Islam sebagai suatu sistem adalah
cabang ilmu pengetahuan yang dijiwai oleh ajaran agaam Islam.'

Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa tergambar betapa pentingnya

! Muhammad Daud AL, Sistem Ekonomi Ilam Zakat don Wakaf, hal. 3



pengelolaan Zakfilt secara profesional, amanah, terkoordinasi, yang salah satunya
terkait dengan adanya akuntasi dan manajemen bagi organisasi pengelola zakat.
Sejalan dengan Undang-Undang Zakat Nomor 38 tahun 1999 bahwa pengelolaan
zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan
terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secar optimal,
karena zakat adalah kontribusi dan asset kekayaan ummat Isiam yang produktif untuk
meningkatkan kesejahteraan ekénomi-lummat Islam dan sekaligus membangun
ekonomi Islam. Untuk itu penulis mencoba membahas dalam bentuk tesis ini dengan
judul “KONSEP ZAKAT UNTUK “PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT

DALAM PERSPEKTIF EKONOMEISLAM™,

B. Perumusar Masalah

Penulisan tesis ini akan membatasi seputar konsep Zakat sebagai upaya
pemberdayaan ekonomi ummat mmielalti” mekanisme” Badan amil Zakat Infaq dan
Shadaqah (BAZIS) atau|Lembaga’ khusus lainnya-mélali-sistem pengelolaan yang
semakin dituntut dari segi pendayagunaan secara transparansi.

Dengan melihat hal tersebut diatas, maka ada beberapa hal yang perlu
diidentifikasi sebagai rumusan masalah dalam tesis ini, antara lain:
1. Apa konsep pemberdayaan ekonomi ummat Islam.
2. Sejayhmana Islam memberikan alternatif pemberdayaan ekonomi ummat dalam

perspektif ekonomi Islam.

3. Sejauhmana Konsep dan Lembaga/organisasi Zaskat (BAZIS) berperan dalam



pengelolaan dan pendistribusian serta pendayagunaan ZAKAT, sesuai dengan
Undang-Undang nomor 38 tahun 1999,
4. Mengajak semua pihak yang berkompeten agar benar-benar turat mengelola dan

mendistribusikan dana zakat sengan prinsip amanah.

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambararn~bahwa zakat adalah salah satu konstribusi ajaran
Islam yang mampu memberikan selusi> guna menghindari kemiskinan,
kesenjangan sosial dan lain-lain

2. Untuk melakukan kajian tentang(pengelolaan’ Badan Amil zakat yang sesuai
dengan konsep Islam tentang perspektif kehidupan ummat Istam, sehingga dana

zakat bisa efektifbagi perekonomian ummat.

D. Tetaah Pustaka

Untuk menulis dan menyusun tesis ini, penulis berikhtiar memahami serta
mendalami masalah-masalah yang ada kaitannya dengan zakat, perekonomian
menurut Islam. Buku-buku atau kitab-kitab karya para ekonom dan para ulama

sebagai referensi penulisan Tesis ini.

E. Kerangka Teori

Melihat tema sentral di atas, penulis terlebih dahulu memahami obyek



persoalan yaitu konsep zakat untuk pemberdayaan ekonomi Ummat dalam perspektif
Ekonomi Islam dan mempelajari serta memahami tentang Undang-Undang Nomor 38
tahun 1999 tentang Zakat. Dalam mencari pemahaman tersebut penelitian ini
menggunakan pendekatan, yaitu mencari literatur-literatur yang menjelaskan tentang
obyek kajian secara utuh (komprehensif).

Untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan ini, Al-Qur’an Al
Karim sebagai sumber utama. Qleh “karena\ itu \penulis melakukan kajian yang
bermula dani menghimpun ayat-ayat AlgQur’an yang membahas satu masalah tertentu
dar berbagai ayat atau surat dan sedapatimungkindiurut sesuai dengan latar belakang

turunnya ayat, kemudian menjelaskan pengertian-menyeluruh dari ayat-ayat tersebut,
guna memperoleh petunjuk Al Qur’an|secarautub) tetntang masalah yang dibahas.’

Untuk memperolely pemahaman secara putuh @Entangrjudal t€8is ini, sudah barang
tentu penulis akan mencari ionformasi dari,data sekunder, termasuk pendapat para
ahli ekonomi, khususnya Ekonomi I[slam. Kemudian untuk mengetahui bagaimana
atau sejauh mana konsep' Zakat-dalam meningkatkan késejahteraan ummat melatui
kegaitan perekonomian dalam perspektif ekonomi Islam, maka penulis
memperbanyak referensi berbagai buku yang berkaitan erat dengan persoalan yang
sedang dibahas. Research perpustakaan yang lebih dikenal dengan rescarch using
uvailable data atau analisis data sekunder, penulis berusaha menemukan dan

memperoleh informasi yang relevan terhadap pemecahan permasalahan serta

? Quraish Shihab, Membumikan al-Our ‘an, 1998, hal. 74



pencapaian tujuan penulisan. Untuk menemukan dan memperoleh informasi yang
relevan terhadap peuiecahan permasalahan, penulis menggunakan metode analisa dan

sumber-sumber yang secara sistematis dapat direduksi.

F. Metode Penelitian
Metode yang penulis pergunakan dalam penyusunan tesis ini, adalah metode

deskriptif dengan teknik-teknik s¢bagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan melalui Jkepustakaan (Library Research) dengan
menelaah literatur yang berhubungan dengan/'masalah yang penulis bahas, dengan
teknik pengumpulan (data, sebagai=berileut: ¢mengumpulkangdata-data yang ada
hubungannya dengan masalah__yang tengah dibahas, mengkaji, menelaah,

menghimpun dan mendalaminya guna menemukan pemecahan masalah yang sedang

dibahas.

2. Pengolaha Data
Data yang terkumpul diolah secara deskrpitif analists, dalam arti
permasalahan-permasalahan yang dimuncutkan hanya bersifat menguraikan dan

menjelaskan persoalan yang berbubungan dengan zakat, perekonomian Islam.

(Winarno, 1981:82)
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3. Teknik Penulisan
Teknik pentulisan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini, berpedoman

pada :

{. Pedoman penulisan tesis program Pasca Sarana (82) MSI UIl, No.
O12/PSMSI/Kpts/X1/1998 Yogyakarta

2. Penuntun membuat tesis, skripsi, disertasi dan makalah karya Nasution, M.A. dan
M Thomas tahun 1988.

3. Transliterasi penulisan ayat-ayat Al-Qur'an datyterjemahan yang diterbitkan oleh
Departemen Agama RI tahun| 1989 TeksvAl-Hadis disalin dari sumber aslinya,

Jika tidak didapati, maka pengambilan dari Kitab Al- Jami As Sogir.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mendapat gambaran yang nyata dalam pembahasan
i, tesis ini tersusun dalam lima“Bab-dan’ masing'masing bab dibagi ke dalam sub
bab yaitu;

BAB |:Pendahuluan, memuat tentang : Latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan Penelitain, Tela’ah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan
Sistematika Pembahasan

BAB Il : Konsep dan ketentuan zakat Pada bab ini akan diuraikan :
pengertian zakaf, syarat dan rukun zakat, benda-benda yang wajib dizakati, wajib
zakat dan yang berhak menerima zakat (Muzakki dam Musthaik Zakat).

BAB Il : Zakat sebagar aktifitas ekonomi. Pada pokok bahasan ini penulis
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mendiskripsikan; pengorganisasian lembaga zakat, Manajemen Zakat, Sistem
Motivasi dan pengawasan zakat dan pendayagunaan dana zakat

BAB 1V : Kajian tentang zakat dalam ekonoi Islam. Pada bahasan ini penulis
akan mendistribusikan dan menganalisa serta mengkaji tentang: pengertian ekonomi
Islam, dasar dan tujuan ekonomi Islam,perbedaan antara zakat dan pajak dan
pemberdayaan ekonomi ummat dalam perspektif ekonomi Islam.

BAB V : Penutup. Pada bab térakhirini meliputi: simpulan, dan saran-saran

penelitian lanjutan, dan Lampiran<dampifan,



BAB 11

KONSEP DAN KETENTUAN ZAKAT

A. Pengertian Zakat
Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas, maka penulis akan merumuskan
pengertian zakat baik secara etimologis ( 4%} } maupun secara terminologis
C Loleat )
Kata zakat, dalam bahasa Arab yang katatkerjanyaradalah kata zaka ( Lfr_’, ¢ {J)
memiliki beberapa arti diantaranya
1. Zaka ( {_) )} dalam arti nama; ( Ll )= | yang artinya tumbuh seperti
dalam kalimat zake az - zar'u @)J\{) ) yang artinya telah tumbuh
palawija. )
2. Zakka ( {) ) dalam arti rahhara ( —te ) vang artinya mensucikan,
seperti dalam kalimat zakka/miAdlah-yang penulisan arabnya ( 4‘:“"‘{_3 )

dan artinya, telah mensucikan kepada Allah:
3. Zaka( {J ) dalam arti saluha 'CL" ) yangartinya baik.’

Jadi secara etimologis zakat memiliki arti membersihkan, memperbaiki,
menumbuhkembangkan, Sedangkan lisan al — ‘Arab menyatakan bahwa arti dasar
dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, baik dan terpuji.

Ditegaskan pula bahwa semuanya digunakan dalam Qur’an dan hadis, sedangkan

' Louis Ma'luf, 4/-munjid fi al-Lughah wa al-Alam, 1987, hal. 284

12
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pendapat yang kuat mengenai pengertian zakat secara etimologis ini, adalah pendapat
yang mengatakan bahwa zakat berarti tumbuh tanpa cacad sedikitpun, maka kata zaka
disini berarti bersih, subur dan mulus. Adapun pengertian zakat secara terminologis
terdapat beberapa pendapat diantaranya pendapat Qalyubi dalam Hasyiyahnya berikut

. yﬁw*})g}puaﬁ'&d'h}\d\"u‘cgé UQJ.MAJLJLP)J)

" ... Adapun secara syaraVudalah harw téptentu yang dikeluarkan dari harta
benda atau badan tertentu dularmbentitk ydng tertentu pula”?

Harta yang dikeluarkan itu disebut zakat/karena menambah banyak, membuat
lebih berarti, dan melindungan kekayaan itu dari kebinasaan. Hal ini dikemukakan
oleh Nawawy ketika mengutip péndapat WahidiZamakhasyari-berpendapat, zakat
seperti halnya shadagah( 4.L.3%_.9 befwazdn fa'a/a (maksudnya dalam ilmu
sorof kedua kata tersebut memiliki, wazeratdutimbatipan yang sama) yaitu ( aJ_d
zakat juga memiliki makna ganda, yang dipakai untuk pengertian benda tertentyu
yaitu sefumlah benda yang di zakatkan dan perbuatan menzakatkan itu. Pengarang A/-

Majmu’ mendefinisikan zakat secara syara’ sebagai berikut :

Sl e opat Yo apop it o 25V el s, 21 3367

? Amiroh wa Qalyubi, t, jilid 111, ha!, 13
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“.. Zakat itu nama dari pengambilan tertentu, dari harta tertentu , menurut
sifat-sifat yang tertentu diberikan kepada golongan yang tertentu (pula) “?

Setelah membahas beberapa pendapat ulama Islam mengenai zakat secara
bahasa dan syara’, sesual studi komporatif, maka penulis mengkaji pendapat
orientalis barat. Joseph Schact seprang ofientalis- Yahudi menulis mengenai zakat
dalam The Encyclopedia of Islam jyang disusum oleh E.J. Brilis sebagai berikut :

... Zakat is one of the prineipal abligationof [slam by this law means a text,

~which is levied on definite formers of property and distributed to eight

categories of persons ... .... Muslim'scholars explain the word from Arabic as

meaning: purity or increase, In'réality it/ wasHorrowed from Jewish usage”.*

artinya :

“... Zakat adalah salah ‘satu™dar rokun [slam,” yang s€cara syara’ berarti
sejumlah harta yang diwajibkan, gang) dikeluarkan dari berbagai jenis
kekayaan dan dibagikan'kepada-delapan ‘golongan manusia. ... Ulama Islam
menafsirkan kata_tersebut dalam bahasa_.Arab, suci dan tumbuh yang
sebenarmya merupakan pinjaman dan bahasa Yahudi®,

B. Sejarah diwajibkannya Zakat
Beberapa catatan tentang kepedulian terhadap kaum lemah.
Zakat diwajibkan oleh Islam kepada para pemeluknya, sebagai perintah

agama yang prinsipil yang akan menguji sejauhmana rasa keimanan seseorang dalam

3 Imam Nawawi, Juz V. hal. 324
Y E.J. Balls, Vol. VIIL, hal 1202
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menjalankan perintah agama. Karena walaupun keimanan merupakan hal yang
bersifat kerohanian (Innerlijke) tetapi keimanan-pun harus memiliki refieksi yang
Jelas di alam kasat mata ini.

Kalau kita telusuri sejarah diwajibkannya zakat, maka kita akan menjumpai
kebudayaan masa lampau yang menggambarkan masyarakat sederhana yang
memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap kaum lemah. Kepedulian dan
keprihatinan terhadap kaum lemah jelas™bukan merupakan satu sikap yang bisa
diklaim hanya ada dalam Islam, bahkan/dikatakan yang ada dalam agama sarnawipun
akan terasa sangat mengada—ada dan berlebihanSetidaknya itulah yang dituangkan
oleh Yusuf Qardhawy denganOmengutip pendapat Dr. Karel Sjobanz yang
mengatakan bahwa sekitar tahun 4,000/ SM telah’ada seorang Hammurabi, seorang
yang untuk pertama kalinya menyusun peraturan tertulis yanggmasih dapat kita baca
sekarang, yang mengatakan bahwa Tuhan mengirimnya ke dunia ini untuk mencegah
orang-orang kaya bertindak sewétiang=Wénang terhadap orang lemah, membimbing
manusia, serta menciptakan Kemakmuran untuk.ummat ndantsia.

Dan beribu-ribu tahun sebelum masehi orang-orang Mesir kuno selalu
merasa menyandang tugas agama sehingga mengatakan, “Orang lapar, ku-beri roti,
orang yang tidak berpakaian kuberi pakaian, kubimbing kedua tangan yang tidak
mampu berjalan ke seberang, dan akan ada ayah bagi anak-anak yatim, suami bagi

janda—janda dan tempat menyclamatkan diri bagi orang—orang yang ditimpa hujan



badai”. *

2, Agama —agama Samawi dan Kaum Lemah

Agama — agama langitlah sesungguhnya yang lebih kuat dan lebih dalam
dampak seruannya danpada buah pikiran filsafat, lebih dalam ciptaannya, dan ajaran
apapun dalam melindungi orang—orang miskin dan lemah. Dan saya tidak mungkin

membayangkan seruan Nabi-Nabi tidak berisi segi kemanusiaan yang oleh Al-

Qur’an dinamakan “Zakat” ini.®

Didalam Al-Qur’an dijelaskan: bahwaOkepada Nabi—-nabi Allah telah
diwajibkan supaya mereka berbuat baik, mendirikan shalat dan menunaikan zakat.
Disebutkan dalam Al-Qur’an berbicara-tentang-Ibrahim, [shak, dan Ya’qub (Q.S.21

73):

Sﬁ\f«\::bs}.al\rﬁbabti\&abﬂ;\\;g-}\ 30rb 306 Kl g,y

(v L) e W

... Kami jadikan mereka pemuka - pemuka, yang memimpin menurut perintah kami,

kami wahyukan kepudu mercka agar melakukan perbuatan baik - baik dun mendirikan

shalat, membayar zakat, dan menyembah kepada kami. *7

Al Qur’an berbicara tentang Isma’il (Q.S. 19:54)

* Yusuf Qardlawi, pent. Salman Harun, 1993, hal. 44
® 1bid, hal. 46
? Departemen Agama R, 1989, hal. 468
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sl el o by 83 Ve, 50915000 Bkl e S0 5 S5,

(082 ppe) Loty s 3B 555 My

“Ceritakaniah tentang Isma'il dalam Kitab Al-Qur’an, sungguh ia berpegang sctia
kepuda janji-janjinya, ia seorang Nabi. la selalu menyuruh keluarganya shalat dun

berzakat dan ia diridoi oleh Tuhan” 3

Di dalalm Al-Qur'an pun Alldh,melukiskan perjanjian-Nya dengan Bani Israil

(Q.5.2:83).
59Ut L A Y b it s Bl 351 3
5 8, sty ally o st 3 8y L

(M3 ) Gy 51 S 3

“ Dan likatlah kettka kami membuat perjanjian ini dengan Bani Israil kalian
tiada akan menyembah yang selain Allah, memperlakukan orang tua kalian

dengan baik, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. “

Dan secara umum Allah menegaskan seruannya kepada seluruh ahli kitab
untuk selaln menyantuni orang miskin dan lemah yang dalam istilah Islamnya disebut

zakat sebagaimana discbutkan dalam Firman-Nya (Q.S5.98:5)

® Ibid, hal. 468
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(0 2 3ardl) ol a2y Wiy ol Ly

“ Kepada mercka diperintahkan hanya menyembah Allah, menjalankan

agama baginya semata, bersungguh-sungguh dalam anutan, mendirikan

shalat dan enunaikan zakat: Itulah agama yang sebenarnya *' 10

Sebagai bahan perbandingan 'dan” untuk_membuktikan bahwa kepedulian
agama samawi terhadap kaum miskin @an kaum'lemah memiliki nilai lebth, maka
penulis simak beberapa pasal dalam!perjany@n lama dan baru sebagai berikut :

. Barang siapa menyumbattelinganya akan tangis orang miskin, maka iapun

kelak akan berteriak, tetapi tiada, yang mendengaar akan suaranya. Dengan,

persembahan yang sembunyi‘orang akan memadamkan murka «*'

“ Juallah hartamu dan bersedekahlah “"?

“ Siapa yang mempunyai dua lembar baju, berikanlah selembar kepada yang
punya, dan siapa yang mempynyai nfakanah, berbuatlah demikian pula «

“Berilah kepada jorang yang meminta kepadamu,jangan menolak kehendak
orang yang hendak meminjam kepadamu“ '*

3. Beberapa pendapat sekitar diwajibkannya zakat.

® Ibid, hal. 23

1 Ibid, hal. 1084

! Al-Kitab, perjnjian lama, 1963, surai amsal pasal. 21
'2 Ibid, pasal 5, ayat 13, 33, 10

"3 Ibid, pasal S, ayat 42,42

* 1bid, halaman. 173



19

Sebagaimana yang telah diketahui, setidaknya dikalangan para ulama, bahwa
zakat diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriyah. Tapi disamping itu ada pendapat yang
mengatakan bahwa zakat diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan. Hal
ini dikemukakan olch Nawawy. Tetapi ada beberapa ulama Hadits yang menyangkal
pendapat Nawawy ini, diantaranya adalah Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Nasa’i, Tbnu
Majah, dan Hakim. Mereka berargumentasi dengan Hadits dari Qais bin Sa’ad bin
Ubadah, kami diperintahkan oleb-Rasululiali untuk berzakat fitrah sebelum zakat
diwajibkan, setelah itu barulah syafi’at zakdtitu tutun.

Menurut Tbnu Hajar hadis itu sanadnya shahih, yang mengandung arti bahwa
bahwa zakat fitrah itu diwajibkan sebelum zakat atau sebelum puasa romadlon
diwajibkan. Dan mereka para ulama( hadis: térfsebiit berpendapat pula bahwa pusa
Ramadan diwajibkan setelah Nabi Hijrah, oleh karena ayat yang menunjukkan bahwa
zakat wajib turun di'Madinah, taripa‘perselisthan-pendapat tentang itu.

Sebagian ulama berpendapab bahwa-zakat \diwajibkan pada tahun 9 Hijriyah,
kettka Rasulullah selesai] melakukan perang Tabuks, dan/sebagian lagi mengatakan

bahwa zakat diwajibkan paa tahun 8 Hijriyah setelah peristiwa “furuh Makkah".®

Ibnu Atsir menegaskan dalam biografinya (Riwayat hidup Muhammad yang
dibukukan oleh Ibnu Atsir sempat bercerita bahwa zakat diwajibkan ﬁada tahun 9
Hijriyah. Pendapat ini dikuatkan oleh sebagian ulama dengan peristiwa besar

Tsa’labah bin Halib, dimana setelah ayat zakat turun Nabi mengirim seorang “Amil.

3 Temail al-Kahlani, Subulu as Salam, 1984, cet. I
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Menurut Atsir hal ini adalah jizyah atau semacam itu, sedangkan jizyah ttu baru
diwajibkan tahun ke 9, yang berarti zakat diwajibkan pada tahun kesembilan itu.
Tetapi Fath-Barry menegaskan bahwa hadits itu lemah dan tidak bisa dijadikan
pegangan, bahwa dalam Takhriyj al-Kasysyaf dikatakan bahwa hadits itu sangat
lemah.

Sebagaimana diketahui, bahwa shalat lima waktu adalah sebagai rukun Islam
yang diwajibkan kepada kaum puslimin/di Makkah pada malam peristiwa Isra’
Mi’raj. Kemudian baru puasa diwajibkén di, Madipah pada tahun 2 H, bersamaan
dengan zakat fitrah yang merupakan sarana.pensucian dosa dari perbuatan tidak baik
bagi yang berpuasa, dan sarana pemberian bantuan kepada orang-orang miskin pada
saat lebaran, setelah itu barulah diwajibkan'|zakat kekayaan, yaitu zakat yang sudah
tertentu nisab dan kadarnya, tetapi kita tidak menemukan dalil yang pasti tahun
berapa penegasan ittrdatang. Dari hadits yang bérasal dan Dimah bin Tsa’labah yang
datang menemui Rasulullah Sawspada-tahurr$. H ‘dapat dipandang kuat bahwa zakat

sudah diwajibkan,

C. Syarat Wajib Zakat.

Dalam kontek ajaran Islam, segala bentuk ibadah dipandang sah (legal)
apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sclain perkataan zakat, Al-Qur'an juga mempergunakan istilah Shadagah
untuk pebuatan-perbuatan yang berkenaan dengan zakat harta kekayaan yang dimiliki

seseorang walau tujuannya sama, namun kedua istilah itu berbeda dipandang dari segi
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hukum. Oleh karena itu, orang mempergunakan istilah sadagah (sedekah) wajib

untuk zakat dan sadagah (sedekah). Sunnah untuk sedekah biasa setiap sedekah

hendaklah dikeluarkan dengan perasaan ikhlas tanpa motivasi atau niat untuk dipuji

atau memberi malu penerima dan atau memberi malu penerimanya. Tidak akan

memperoleh pahala dari Allah. Oleh karena itu syarat sahnya ibadah harus dengan

motivasi ikhlas.

1.

Adapun syarat sahnya Zakat adalah/sebagai berikut :

Pemilikan yang pasti, sempurna (milkudtém). Artinya harta itu sepenuhnya berada
dalam kekuasaan yang punyajbaikikekuasaan pemanfa’atan maupun kekuasaan
menikmati hastlnya.

Berkembang, Artinya harta. berkembang ‘baik secara alami berdasarkan
sunnatullah maupun bertambah karena.ikhtiar atau usaha manusia itu sendiri.

Bersih dart hutang, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari
hutang, baik hutang kepada’ Altah-(Nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama
manusia.

Mencapai Nisab, artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan
zakatnya.

Mencapai Haul, artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat,
biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.

Disamping syarat sahnya zakat bagi harta itu sendiri, juga bagi si pemilik

harta ditentukan pula dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1.

Islam
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2. Merdeka
3. 100 % milik sendiri, sampai nishabnya dan telah dimiliki selama satu tahun.

d. Digembalakan dirumput tanpa beli.

Melihat ketentuan syarat sahnya zakat di atas, maka jelaslah bahwa harta
kekayaan itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila harta tersebut benar-benar mitik
sendiri, bukan barang pinjaman atau gadaian atau dapat menghutang, harta itu pula
berkembang atau dikembangkan fhelalui berbagaitusaha-usaha produktif, mencapat
waktu satu nisab atau mencapat satu tdhun (Haul) yaitu dalam putaran dua belas

bulan atau setiap kali sesudah menuai (panen):.

D. Benda — benda Yang Wajib Dizakati.

Ketentuan tentang obyek harta atau benda-benda yang wajib dizakati adalah
sebagai ketetapan Sydra® sesuai al-Qur’an dan"Hadits Nabi, yaitu sebagai berikut :
Emas, perak, Barang simpanan, hasil-bumi; binatadg\ternak, barang dagangan, hasil
usaha, hasil jasa (honoraritm) yang berjumlah~besar, hafta, rikaz, harta ma’din dan
hasil laut.

1. Emas, Perak dan Simpanan.

Dasar hukum wajib zakat emas, perak dan simpanan ini adalah (Q.S.9:34-35)
OB NSESE N T WO PP e BP0 PSS RYTE WP

8 Lation oo )y oy penlon L g5 oo LU il o2
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(Fore i) o588 o8 Uiy i
Artinya :

Dan  orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepadu mereka,
(bahwa mereka akan mendapat siksa pedih) pada hari dipanaskan emas dan
perak it dalam neraka jahanam, lulu dibakar dengannya dahi mereka,
lambung dan pinggang mercka, (lalu dikatakan kepada mereka), inilah harta

bendumu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang

(akibat dari) apa yang kamu simpan it ™'

Emas simpanan dikenakan-zakat'baik berupa mata uang atau batangan asal
dalam simpanan telah cukup satu; tahur (haew/) -dan jumlahnya cukup satu nishab
(yaitu 20 dinar atau kurang lebih 94 gram emas) zakatnya 2 % persen. Perak
simpanan juga dikenakan zakat, baik berupa|matd uang atau batangan yang dalam
simpanan telah cukup satu tahun (haui) dan jumlahnya cukup senishab (yaitu 200
dirham, atau kurang=lebih 672 gram)emas dan perak simpdanyang masing-masing
kurang dari senisab tidak perlul dikiimpulkan agarmenjadi senishab yang kemudian
dikeluarkan zakatnya. Misdliya sgs€orang ‘yamrg-mempunyai\simpanan 10 dinar emas
(setengah nishab) dan 100 dirham perak setengah nishab tidak dikenakan zakat pada

kedua-duanya.

2. Harta dagangan.
Yaitu setiap pemutaran uvang atau modal dengan tujuan mencari keuntungan,

sepertt mendirikan pabrik, mendirikan rumah untuk diperjualbelikan atau kontrakan,
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membuka perusahaan taksi dan lain-lain adalah termasuk fijarah atau perdagangan

yang dikenakan zakat. Hal ini berdasarkan kaidah Usul :

ISR S IR KT

Artinya :

“ Berdagang (bertijarah) adalah menmumtut uang dengan tukar-menukar atau
. , : wl?

Jjual beli dengan maksud mencari keuntungan .

Allah menegaskan dalam fifman-Nya (Q.5:2:267)
(W 2 5,301) g2 V1o S oW 2. ST U o g2 el M\

Artinya :* Hui orang-orang -yang-beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu| yang baikbaik dan sebagian dari apa yang
kamu keluarkan dari bumi untuk kantu. *

Hadits Nabi Saw :

e 3 i ol b5 Fokpads bl oo 315

Artinya :** Sesungguhnya Nabi Saw. Memerintahkan kami agar mengeluarkan
shadaqgah atau zakat dari apa saja yang kami sediakan untuk dijual. '

' Departemen Agama RI, hal. 283
17 Abdul Hamid Hakim, Juz |11, hal. 237
'8 Depag RI, ibid, hal. 67
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Demikian pula sahabat dan ulama mewajibkan zakat tjjarah :
S Py I el mdl o omom sy g ol o WLl ol e
Lyl ey,

Artinya :* Ulama-uluma besar dari para sahabat, Tabi’in dan ahli Sfiqih

memilih hukum wajib zakat harta dagangan ™. o

Syarat wajib zakat tijard/iadalah jumlahnilainya ada senisab emas (20 dinar)
dan harus sudah berjalan setahum; Jadi zakay tijarah harus dilakukan setiap setahun
sekali. Cara pelaksanaannya adalah setelah tijarah berjalan satu tahun, vang kontan
yang ada dan segala macam barang.dapangan_ditaksir, kemudian jumlah didapat
dikeluarkan zakatnya 2 Y2 % (dua’setengan persen). Dari hasil zakat dagangan ini,
jika semua dagarigah muSlim bérzakat akan térkuiipul/sejdmlah zakat yang besar
sekali.

3. Hasil Bumi.

Zakat hasil bumt tanpa Syarat Aaul, scbab setiap kali panen harus dikeluarkan
zakatnya. Sedangkan panen hasil bumi ada yang sekali setahun, ada yang dua kali,
ada yang tiga kali bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen jika hasilnya
mencukupi senisab, maka dikeluarkan zakatnya, dan jika hasil tidak cukup senishab,
maka tidak perlu hasil panen itu dikumpulkan dengan hasil panen yang lain guna

mengejar nisab.
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Dasar hukum zakat hasil bumi adalah Firman Allah Swt. (Q.5.2:267).

u\y\%&r\ap‘,oww&r—i\\wy}fjg\u.ﬂ‘éb)aj\})
(YW 15,200) « a5yl yah ynid

Artinya " Dan sebagiun dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk
kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan
daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan

dengan memicingkan mald terhadapnya. Bun ketahuilah bahwa Allah maha

kaya lugi Maha Terpuji. T

Dalam ayat lain ditegaskanl (Q.S/6:147).

(\i\ r\_._.:ﬁ\) . 03\_‘,3_9-(_,_.:4\;_9-\)_‘;\)

Artinya :* Ran turiaikanlah haknya dihari memettihasilnya !

Adapun nishab hasil bumi adalah/lima/wesag atau ausug (satu ausug sama
denan 60 Sho' dan satu She' sama(dengan, 3 Ye-liter), atad 5 x 60 x 3,50 liter = 1050
liter. Sedangkan kadar hasil bumi adalah jika pengairannya atas jerih payah
sipenanam, maka zakatnya 5 % (lima persen). Akan tetapi jika pengairannya dengan
air hujan, air sungai, air irigasi (teknis) yang kesemuanya itu si penanam tidak

berusaha apa-apa, maka zakatnya 10 % (sepuluh persen). Memang zakat hasil bumi

' Pedoman zakat 9 seri, 1989, hal. 149
® Depag R, ibid, hal. 67
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ini adalah paling berat dari sekian macam zakat.
Tentang macam hasil bumi yang dikenakan zakat ada yang berpendapat hanya

4 macam yang disebut dalam hadits di bawah ini :

sy ade &bl oo Bl dyn Sllagis | 2 Blans oo ol 783 1 ol 55
o Vo0 e Y13 Sy 360 Y 3l e 16 g 3l el ke st e

il g gty il
Artinya " Dari Abu Buydidak_menceéritakan, bahwa Rasulullah mengutus
Abu Musa dan Mu'adz ke Yamanguna@’mengajar orang-orang disana tentang

soal-soul agama mereka, Rasulullah menyuruh mereka jangan mengambil

shodaqoh atau cakat (hdsil bumi) kecwali 4 macam ini, ialah gandum

(hinthot), Sya’ir, kurmu daranggur kéring {zabib) %

Adanya haditsyitu benar dangtujuannyapun benas, karena-ditujukan ke Daerah
Yaman. Pada saat itu disana hasil bumi yang hanya 4 (empat) macam itulah yang
layak dipungut zakatnya. lika hadis itu akan diterapkan di seluruh dunia, pada zaman
ini, jelaslah di Indonesia tidak aken add hasH ‘bumiyrsebab Keempat macam barang itu
tidak ditanam di Indonesta. Sebaliknya yang ada di Indonesia adalah bentuk makanan
yang tidak termasuk dalam Hadits itu, seperti padi, jagung, sagu, kentang, ubi
singkong dan lain-lain. Diabad modern sekarang ini, zaman orang bertanam padi,

Jagung, kopi, tebu, lada, cengkeh dan lain ~ lain, hendaknya tidak hanya berorientasi

1 Ybid, hal. 212
22 pedoman Zakat, Op.Cit. hal. 142
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setiap ada tambahan 40, zakatnya seekor sapi “Musinnah” (jadi jika ada
120 ;:kor sapi dapat dianggap 30 kali empat atau 40 x 3.
¢. Kerbau
Zakat kerbau persis sama dengan zakat sapi. Sedangkan unta di Indonesia
tidak ada untakalauupun ada di Indonesia maka zakatnya sama dengan
kerbau dan sapi.
Tentang sapi, kerbau da” kambing) adalah binatang ternak yang banyak
sangkut pautnya déngan hukum Islam, ialahwzakat;; Aqigah, Qurban dan Dam (dalam
beribadah Haji). Kuda dan Ayam secara resmi” (sebagai binatang ternak) tidak

dikenakan zakatnya, kecuali jika @ijadiKan hartadagangan atau usaha peternakan,

maka dikenakan zakat tijaroh (zakat-harta dagangan (commoditas).

5. Zakat Koperasi (Syirkerhy)

Sejumlah orang mengumpulkan modal meskipun masing— masing tidak sama
besarnya, untuk usaha misalnya mendirikan pabrik atau berdagang, jika harta usaha
itu cukup senishab dan telah beqalan setahun, harus dikeluarkan zakatnya. Zakat ini
adalah zakat Syirkahfkoperasi. Oleh karena itu janganlah diperhitungkan besar

kecilnya modal masing — masing anggota.

Sayyid Sabiq menyatakan :

et Jle s g5 3 535 of ) asaaty JSHIS Rl s,
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B s U Al Seus sty JLS ol 2Vl

Artinyu

“Menurut pendapat uluma Syafi’iyah, bahwa setiap bagian dari modal yang
dicampur itu mempengaruhi dalam hal zakat, sehingga modal dua orang atau
beberapa orang itu seperti modal seorang. Yang kemudian hal itu dapat

mempengaruhi ada tidaknya zakat. e

Jika sekarang modal itu dipecah — pecah tidak wajib zakat, karena masing —
masing belum ada senisab, akan tetapi karena modal itu dikumpulkan menjadi satu

dan jumlah itu cukup senisab, maka-kesemuanya itu dikenakan zakat, sebesar 2 ¥z %.

- 6. Zakat Rikaz
Rikaz ialah benda kuno yang ditemukan:-/Apabila kita menemukan harta
terpendam seperti emaspdany perak,pmaka=wajib- dikeluarkan zakatnya 1/5 (20 %).
Zakat rikaz tidak disayratkan harus dimiliki lebih dulu selama satu tahun. Selain itu
menurut Imam Maliki, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad serta pengikut mereka
bahwa nisab tidak menjadi ‘syarat.“Hanya Imami~Syafi'i yang berpendapat harus

sampai risabnya.
ML IRRY ] Jolcas g3y b a3 ¥ g3 a2 e I3

5335 o 48 Y IS e ALa MU Ra o e oy 593 18

? Sayyid Sabiq, jilid 1, hal. 371
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et e s o S IS e AL

Artinya

“Kata Imam Malik : Persoalan yang tidak ada perbedaan pendapat di
kalangan Malikiah dan saya mendengar para ahli ilmu mengatakan bahwa
rikaz itu ialah barang terpendam yang ditemukan dari pendaman zaman kuno
yang diperoleh tanpa pengeluuran uang, tidak dengan biaya dan tidak
dengan tenaga beral, ifulahs\Rikaz\ Adapun yang ditemukan dengan

pembayaran uang dan dengan kerja kerasdan berat itupun kadang - kadang
1) 24

dapat dan kadang — kadung tidak dapat, maka itu bukan Rikaz".

Tentang Rikaz ini apapufr ujudnya dan'berapapn nilai harganya bagi si

penemu biasanya mendapat hadiah-atau(penghargaan dari pemerintah.

7. Zakat Ma 'din (Hasil Tambang)

© Hasil tambang emas atdty perak{apabila/\telah sampai nisabnya wajib
dikeluarkan zakatnya pada Waktu/penambangan(di lakukan tanpa harus dimiliki
setahun. Hal ini sama dengan ketentuan zakat hasil tanaman yang mengenyangkan.
Harta Mu 'din yang berupa besi, baja, tembaga, kuningan , timah, minyak, batu bara
dan lain ~ lain di Indonesia diknasai oleh negara. Adapun yang berupa batu — batuan,
emas dan perak, oleh pemerintah, masyarakat masih diperbolehkan menambangnya.

Ma’din inilah yang dikenakan zakat, ialah 2 % %. Adapun nisabnya seharga nisab

** 1oc Cit, hal. 148
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emas ialah 94 gram emas, dan zakat Ma ‘din ini tidak mempergunakan syarat haul.

8. Barang - barang Komersial dan Industri
Zakat yang dikenakan adalah 2 Y % dari semua barang komersial dan
industri. Setia pedagang dan industrialis diwajibkan membayar zakat 2 2 % dari

seluruh nilai total barangnya ke badan zakat.

9. Zakat Hastl Laut

Barang-barang atau bendarbeénda yang dihasitkan darn laut seperti ikan,
mutiara dan lain-lain adalah dikeésakan zakat jika jumlah harga hasil bumi senisab.
Hal ini pendapat yang dikemukakan oleh Tmam|Ahmad dan Abu Yusuf dan Mazhab
Hanafi.

Menurut Undang-Undang Zakat nomor : 38 tahun 1999 bahwa harta

kekayaan yang dikenai zakat adalal’: *

1. Emas, Perak'dan uang

2. Perdagangan dan perusahaan

3. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
4, Hasil pertambangan

5. Hasil peternakan

6. Hasil pendapatan dan jasa

** Undanf-undang nomor 38 tahun 1999, hal. 8
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7. Rika:.

Selain dari delapan macam harta kekayaan yang wajib di zakati, ada pula
macam zakat lain yang hukumnya sama wajibnya dengan zakat mal, yaitu zakat
fitrah.

Zakat Fithrah atau zakarun nafsi (zakat jiwa) sebanyak 3,5 liter beras atau
makanan yang dikonsumsi sehari—hari, dan diserahkan kepada petugas BAZ atau
langsung discrahkan kepada para mdstahignya,

"Hadist Nabi SAW :
FYRY L"\“auﬂu\gj\‘de’b"JO")u\SK')‘f_ua M Sy g2

ki Gl Siralle g Ly B e and pelolo

Artinya :
“Rusulullah mewajibkany sakatfitrah di bularyRamadhan sebanyak satu Sho'
(3,1 liter) tamar atau gundum-derhedap tidp\—tiap muslim merdeka atau

hamba. Laki — lakiutayn perempuan (HRBukhari -~ Muslim) 26

Zakat fitrah im pada dasarnya merupakan salah satu kewajiban setiap muslim,
laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, yang tujuannya adalah untuk
memberikan konsumsi para faqir dan miskin, agar pada hari raya idul fitri itu tidak
ada kaum muslimin (faqir ~ miskin) yang kelaparan. Oleh karena zakat fitrah harus

diserahkan atau dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Id, manakala zakat fitrah

%6 Imam Al-Bukhari, juz 111, hal. 273
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diserahkan sebelum sholat ‘Id, maka ia termasuk zakat fitrah. Tetapi manakala zakat

fitrah itu diserahkan sesudah sholat * 1d, maka termasuk sedagoh biasa.

Zakat fitrah juga pada dasarnya dapat diinvestasikan sama dengan zakat mal

lainnya, dengan syarat—syarat sebagai berikut :

1.

Kebutuhan primer orang-orang faqqir miskin di seluruh Indonesia pada hari raya
Idul Fitni telah dicukupi seperlunya dari sebagian pengumpulan zakat fitrah

Yang dinvestasikan ialah sisa setelah diambil puna keperluan nomor (1) diatas.
Modal dan keuntungan perusahaan’ yang didirikan dari hasil zakat fitrah
dipergunakan untuk asnaf yang ada‘dan'$yr’ar Islam..

Pengumpulan dan pembagian Zakat fitrah serta menginvestasika.nnyé diatur dan
dilakukan oleh Pemerintah (BAZIS)

Pemerintah (lembaga berkompeten) bertanggung jawab dan menjamin terhadap

keselamatan modal‘dan kelebihan'yang dipetoleh dari‘zakat fitrah.”?’

- Untuk memudahkan parawwajib-zakat atad badan pengelola zakat dalam

menghitung kadar zakat, jenis| hartd, nisabydarrhaulwvaktu) maka penulis lengkapi

dengan tabel sebagai berikut

7 Op. Cit, hal. 190
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Nisab Zakat yang harus dibayar Umur

5-9 1 ekor kambing 2 tahun lebih
10-14 2 ekor kambing 2 tahun lebih
15-19 3 ekor kambing 2 tahun lebih
20-24 4 ekor kambing 2 tahun lebih
2535 ! ekor anak unta 1 tahun lebih
36 -45 1 ekor anak-unta 2 tahun lebih
46 — 60 1 ekor’anak-unta 3 tahun lebih
61-75 1 ekor anak unta 4 tahun lebih
76-9Q 2 ekor anaknta 2 tabun lebih
9] - 120 2 ekor anakunta 3 tahun lebih
121 3 ekor dnak unta 2 tahun lebih

Mulai dari 121 ckor, setiap 40, ekor umnta zakatnya satu ekor anak unta

berumur 2 tahun lebih, kemudian dihitung setiap 50 ekor unta zakatnya seekor anak

unta berumur 3 tahun.

2. Nisab Sapi dan Kerbau

70 2 ekor anak sapi/2 ekor kerbau

Nisab Zakat yang harus dibayar Umur
30-39 1 ekor anak sapi/seekor kerbau 2 tahun lebih
40 - 59 I ekor anak sapi/seekor kerbau 2 tahun lebih
60 — 69 2 ekor anak sapi/2 ekor kerbau 1 tahun lebih

2 tahun lebi
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Selanjutnya setiap 30 ekor sapi/kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau.

Kemudian setiap 40 ekor sapi/kerbau zakatnya I ekor anak sapi/kerbau.

3.Nisab Kambing (Biri- biri

Nisab Zakat yang harus dibayar Umur
40-120 I ekor kambingbetina 2 tahun lebih
121200 2 ekor kambinig betina 2 tahun lebih
201-399 3 ekor kambing betina 2 tahun lebih

400 4 ekorkambing betina 2 tahun lebih

Selanjutnya setiap 100 ekor kambing/biri~biri, zakat yang harus dibayar 1
ekor kambing/biri-biri biasa umur 2 tahun lebih.

2. Nisab Emas/Perak

Nisab emas 20 mitsqal (93,6 gram), zakatnya 1/40 (2,5%) sama dengan 0,5
misqal. Nisab perak 200 dirham (624 gram) zakatnya 1/40 2,5 %) sama dengan 5
dirham (15,6 gram) .

Tabel selanjutnya (untuk seluruh kekayaan) yang harus di zakati/oleh para

muzakki, yang penulis petik dari Buku Panduan Menunaikan Zakat Infaq dan
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Jenis Harta Nisab Haul/waktu Kadar Ket
1.Binatang ternak | Sapi‘kerban setiap 20 | Setiap 1 th 1 ekor Dapat
(kerbau, kambing, | ekor/biri — bid 30 dinilai
sapi, biri — biri, dan | s/d 120 ekor dengan
scgala macam ternak | kelebihan setiap 100, uang
yang diusahakan
untuk mendapat
penghasilan
2. Hasil Pertanian Senilai 750 kg-gabali |!Setiap Kali panen | 5 % Jika
airnya
susah
10 % Jika
airnya
mudah
3.Emas,perak  yang | 94 gr mas/872 gr | Setiap tahun 25% Dapat
disimpan atau | perak dinilai
sebagai perhiasan dengan
uang,
4 Hasil usaha | Senilai 94 “pr” emas | Setiap tahun 2,5% Dapat
perdagangan/industri | murni dinilai
dengan
uang
5.Penghasilantetap, Senilai 94 gr emas | Setiap tahun 2,5% Dapat
Jjasa, profesi murni dinilai
dengan
uang
6.Harta Rikaz | Senilai 94 gr emas | Pada saat | 20 % Dapat
(barangtemuan/tamb | murni ditemukan dinilai
ang) dengan
uang
7. Harta kekayaan lain | Senilai 94 Setiap tahun 25% Dapat
baik yang bergerak dinilai

maupun _yang tidak

dengan
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bergerak uang

8. Infag Shadaqoh Mereka vyang tidak - - -
dapat mengeluarkan
zakat harta karena
tidak memenuhi
syarat tersebut,
dianjurkan untuk
mengeluarkan
infag/shadagoh  dari
rizqi yang
diperolehnya secara
sukarela.

E. Tujuan Zakat

Sebagaimana uraian terdahulu bahwaszakat adalah satu diantara lima pilar
yang menegakkan bangunan Islam; Zakat juga fisi lain mengandung hubungan
manusia dengan pencipta-Nya, yang masuk Kategori ibadah Maliyah yang memiliki
nuansa mu ‘amalah yang tercermin dari terjadinya proses untuk membantu kehidupan
sesamta dalam komunitasnya, dengan menafkahkan sebagian harta bendanya untuk
dialokasikan kepada yang berhak' (Matstahik).

Aspek lain bahwa zaKat mengandungunsir distributif\alokatif dan juga aspek

stabilitisasi sebagai halnya kebijakan fiskal yang di Indonesia tercermin pada APBN
yang merupakan bagian dari kebijakan makro ekonomi.™® Oleh karena itu zakat

mempunyai beberapa tujuan dan hikmah yang essensial, antara lain :
L. Untuk mempersempit kesenjangan ekonomi didalam masyarakat hingga ke batas

yang seminimal mungkin.

** Edy Suandi Hamid, 1. 2000, hal. 1
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Menjadikan perbedaan ekonomi diantaranya masyarakat secara adil dan seksama,

sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya (dengan mengekploitasi anggota

masyarakat yang miskin) dan yang miskin menjadi miskin.
Sebagai wujud tasyakur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat-Nya.”>?

Selain itu zakat pun bertujuan untuk menghilangkan sifat — sifat kikir, syirik,

dengki dan lain — lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali, bahwa

tujuan zakat adalah™ :

1.

=~

Mengangkat derajat fakir migkin/dan membantunya keluar dari kesulitan hidup
serta penderitan.

Membantu memecahkan permasaldhan yang-dihadapi oleh para Ghorimin, {bnu
Sabil dan Mustahiq lainnya.

Membentangkan dafiy membing=tali=persaudaraan /Sesarmay ummat Islam dan
manusia pada umumnya.

Menghilangkan sifat)kikicdan atau loba bagi- pemilik harta.

Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari harta, bagi orang-
ofang miskin.

Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu
masyarakat.

Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada

¥ Faziur Rahman, jilid 111, t. 1996, hl. 249
30 Muhammad Daud Ali, Qp.Cit, hal. 40
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mereka yang mempunyai harta.
8. Membidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan
hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai “keadilan sosial”31
Melihat kenyataan yang ada bahwa zakat memiliki tujuan yang amat
menyentuh kehidupan ummat terutama bagi golongan fugoro dan masakin (dhu 'afa),
sekalilgus merupakan upaya menghitlangkan/sifat — sifat kikir dan loba bagi pemilik

harta. Firrnan Allah SWT:

i 5 o Lyl 2 Sl Lo s 1 Yy
(YA~ ohes )

Artinya :

“Sekali - kali janganiah orang —6rangyang bakhil dengar hartayang Allah berikan
kepada mereka dari karunia-Nyaemenyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi
mereka. Sebenarnya kebakhilan itu Buruk bagi-merekz\". (Ali-Imran (3) : 180)

Dalam surat at-taubat ayat 103, ‘Allah menegaskan
ri@&kpa\r&uy,@ﬁ{;,ﬁguﬁwréww;

Artinya :

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu
membersiikan dan mensucikan mereka dan mendo’'alah untuk mereka.
Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman mereka. Dan Allah Maha



4]
mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q. S. 9 : 103).”’

Lebih spesifik lagi bahwa kekayaan itu tidak boleh beredar dikalangan
konglomerat saja, tetapi juga harta itu hendaknya beredar merata dikalangan

sgsamanya.

Firman Allah (Q.8.59 : 7)
o RPN PR P FN A [ U TP T N S P A P IR
u@\,m;;ady}\rﬁw\,,[.(wgmwn};;gv?ﬁﬁ;uw

v, Bl as I35 Lol

Artinyu :

“Apa sqja harta rampasan (Fai’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya
yang, berasal dari penduduk kotaOkotaymaka adalah untueAllah, untuk Rasul,
kaum kerabat,_anak-unak/yatim,. \supaya’herta ifu-jangan hanya beredar
diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul
kepadamu, maka terimalgh~dia. Dun, apa/yang dilarang begimu maka
tinggatkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat

keras hukumnya. ((NS.3977) 2

Didalam aplikasinya yang lebih luas, ayat Al-Qur’an tesebut memberikan
penjelasan bahwa menumpulkan harta ditangan segelintir orang saja adalah tidak
wajar, tidak adil dan tidak berprikemanusiaan, sehingga tidak dapat ditolerir. Ini

bukan berarti bahwa orang-orang kaya harus dirampok hartanya, tetapi apa yang

3 Departemen Agama RI, hal. 297.
*2 Ibid, halaman. 916
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dianjurkan dalam ayat itu adalah ketimpangan ekonomi di kalangan masyarakat
(Tahu perbedaan kelompok dalam masyarakat) tidak boleh berkembang hingga
melampaui batas kewajaran dan keadilan sehingga hanya segelintir orang hidup
bergelimpang dalam kemewahan yang berlebih-lebihan ditengah masyarakat yang
banyak mungkin tetapi hidup dalam kemiskiran dan kelaparan.

Suatu masyarakat yang memberikan toleransi dan mendukung ekonomi
diantara anggotanya tidak pantas disebuf-masyarakat\muslim. Didalam kenyataannya,
dimana sebagian kecil masyarakatnyagmenikmafti harta bergelimang dan penuh
kemewahan yang melampaui batas, sedangkanrberjata orang hidup dalam kemiskinan
dan kelaparan, tidak akan mampu bertahan lama. Dengan demikian, suatu masyarakat
yang membiarkan ketimpangan, - ckonomi: ~berkembang dan membiarkan
masyarakatnya yang miskin _hidup dan mati dalam kegelapan dan kesusahan adalah
terkutuk untuk selama-lamanya. Masyarakat semacam itu akan hancur suatu saat
bilamana terjadi pertentangan pard“penguasa dalam masyarakat itu.

-Hal ini menggambarkan_perbedaan ‘poKok antara/islam dengan kapitalisme.
Dibawah sistem kapitalisme, akumulasi dan penumpukan harta tertumpuk. Uang
yang dipinjamkan dengan mengenakan bunga untuk mengembangkan harta orang lain
yang nantinya akan menjadikan uang tertumpuk ditangan segelintir orang. Sebaliknya
Islam, menyebarkan kekayaan didalam masyarakat melalui infaq, sedekah dan
hukum-hukum warisan yang tidak memberikan kesempatan terkonsentrasinya harta.
Pada tingkat tertentu dapat dibuka diseluruh zakat, dan dari dana yang terkumpul

dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin didalam
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masyarakat. Dengan demikian tampaknya zakat merupakan cara yang efektif untuk
menjembatani jurang antara kalangan miskin. Zakat membantu mempersempit
perbedaan ekonomi antar masyarakat sedemikian efektifnya sehingga tak seorang pun
didalam masyarakat akan membiarkan miskin dan kekurangan.

Memandang kepada aspek sosial, ekonomi, politik,dan nilai-nilai normal,
Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan yang menyolok diantara pengikutnya.
Oleh karena itu, islam telah mengenakan suatu sumbangan wajib bentuk zakat
diantara ummatnya yang kaya di dalam masyarakatuntuk membantu yang miskin dan
kekurangan diantara mereka. Diasamping,itugfujuan zakat untuk mensucikan jiwa
seseorang, juga untuk menghindafi ketidakadilan dan penumpukan harta yang
berlebithan diantara kelompok-kélompok-yang berbeda dan individu didalam

masyarakat.

F. Wajib zakat dan yang berhak ‘menerima Zakat (Muzakki dan Mustahiq
Zakat), |

Orang yang diwajibkan berzakat ialah orang Islam yang memiliki kekayaan
yang cukup nisab. Yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika
kurang dari itu kekayaan belum dikenakan zakat. Adapun saat haul ialah waktu wajib
mengéluarkan zakat yang telah memenuhi nisabnya (dimiliki cukup dalam waktu
setahun). Misalnya sebagian kekayaan yang diwajibkan zakat bila telah dimiliki
cukup setahun (haul), seperti : Emas, Perak, simpanan, barang dagangan, terbak sapi,

kerbau, kambing dan unta serta ada kekayaan yang diwajibkan zakat tidak dengan
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syarat haul, artinya kekayaan itu diwajibkan zakatnya tanpa menunggu jangka waktu
pemilikan setahun, ialah segala macam hasil bumi begitu dibasilkan dan dimiliki
(panen) disitulah dikeluarkan zakatnya.
Perlu dikemukakan bahwa ada ketentuan lain tentang hal ini agar lebih
memperjelas persoalan ketentuan zakat ialah :
- 1. Kekayaan anak dibawah umur dan orang gila.
Anak dibawah umur, yapg belum: baligh semestinya mukalaf, bagaimana
hukumya seandainya anak itu giemiliki“kekayaan yang telah mencukupi
syarat-syarat wajib zakat-. 7\Menurut pendapat para ulama kekayaan ttu
harus dizakati dan walinyalah yang harus-melaksanakan pembayaran zakat
itu. Orang yang sakit gila.(majnun)//daldm hal kekayaan dan zakatnya,
sama dengan anak dibawah umur.

Sayyid Sabig/menyatakdn dalem kitabnya Fighussunali

Alaih 5 L 830l 5 2l e s

Artinya
“ Wajib bagi wali anak di bawah umur dan orang gila membayarkan zakat
kekayaan dua orang itu jika telah cukup senisab »33

Pendapat Sayyid Sabiq tersebut didasarkan kepada Hadist Nabi :

¥ Sayyid Sabiq, Op.Cit. hal, 335
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Artinya :

“ Rosulullah bersabda : barang siapa yang mewalikan anak yatim yang
mempunyai  kekayaan, hendaklah kekayaan itu dipergunakan untuk
berdagang dan janganlah kekayaan itu di tinggalkan sehingga kekayaan itu

ll3
terkena zakat ™

2. Kekayaan di zakati setelah;di kurang biaya pengelolaan.
Kekayaan apapun yang. dimiliki orang| diwajibkan zakamya setelah
kekayaan itu dipergunakan untuk\ kebutuhan yang betul — betul perlu
(primer) sehari — harinya,’/seperti \nmkan, pakaian, tempat tinggal,
kendaraany dams alat\bekerja= kemudian | masihaadaClebihnya. Jika itu
keperluan yang primer itu.tidak cukup, maka ia tidak berkewajiban zakat.
Namun janganlah sekali — sekali orang yang menyalahgunakan ketentuan

ini untuk menghindart-zakat:

3. Mempunyai kekayaan tapi berhutang (punya hutang)
Orang yang mempunyai kekayaan cukup nisab, akan tetapi ia mempunyai
hutang, baik hutang itu kepada sesama manusia maupun kepada Allah

SWT seperti Haji nadzar, wasiat, maka hutang itu harus dilunasi dahulu,

* pedoman Zakat, Loc.Cit, hal. 118
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kemudian sisanya jika masih ada senisab harus dikeluarkan zakatnya,

Siysas o bty oy 2y a B3 o 3018

(S5 2B 3 Y 338596 el ot ol L ol S
- SLall b ade g3 Mells b

Artinya :

“Barang siapu yang memiliki kekayeanyang wajib di zakati sedangkan ia
mempunyai hulang, maka hatus dikeluarkan sebanyak jumlah hutang,
kemudian sisanya dikeludrkan_zakat jika) masih cukup senisab, jika tidak
cukup maka tidak wajitl; zakat lags] kérena orang itu dalam keadaan
demikian termasuk orang fakir.|Soal hutang sama saja kepada Allah atau
kepada manusia "’

Dasarnya adalah Hadist Nabi :
AN

Artinya :
Tiduk ada shoddgoh atan zakat kedudliddri okangkaya ™

Dan firman Allah swt :
. .ﬁjb_zsg\sjsjr‘:\_pidw;s-j

Artinya
“Zakat itu diambil dari orang — orang yang kaya dan dikembalikan kepada

* Thid, hal. 336
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orang — orang fakir

4. Meningpal sebelum membayar zakat
Orang yang berkewajiban membayar zakat, tetapi ia meninggal dunia
sebelum kewajiban itu dilaksanakan, maka kekayaan yang ditinggalkan
tidak boleh di bagi sebagai warisan kepada ahli waris sebelum zakat itu

dikeluarkan, karena zakat itu-adalah hutang kepada Allah. Firman Allah

SWT (Q.S. 4:12):

(VY s Ll .O_:a_,\\.p_u_..a:p) gy

Artinya :
“(Pelaksanaan’ pembayaran "harta warisan' itu ) sesudah dipenuhi wasiat,

yang ia buat atau (dan) seSudah-dibayar hutdngnya. "’

5. Kompensasi hutang dengan Zakat
Seorang fakir atau miskin mempunyai pinjaman vang kepada seorang kaya,
kemudian pada suatu waktu orang kaya itu mengeluarkan zakat uangnya
dan uang pinjaman yang ada pada fakir atau miskin itu dijadikan sebagai

zakat yang diberikan kepadanya, maka yang demikian itu hukumnya

3¢ Depag R, Ibid, hal. 117
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ikhtilaf, ada yang melarang dan ada yang membolehkan.

“Imam Nawawi berkata dalam kitab majmu’ : jika orang fakir atau miskin

mempunyai  pinjaman, kemudian yang meminjamkan hendak

menjadikannya sebagai zakatnya dan ia berkata kepada orang yang
mempunyai pinjaman : pinjaman ity saya jadikan zakat saya. Terhadap
persoalan ini ada dua pendapat :

a. Tidak boleh, dan pendapat ini yang dianggapnya lebih kuat, karena
pinjaman itu masih dalam tanggungan dan tidak akan menjadi bebas
kecuali dengan adanya timbang terima. Ini pendapat Ahmad bin Abu
Hanifah .

b. Boleh, dan ini pendapat Hasan Basri dan Atha, karena yang pinjam
sekiranya menyerahkan |hutangnya dan kemudian diambil kembali

maka hal itu boleh saja maka.demikian|itu bila tanpa timbang terima™®

Alokasi atau pendistribusian zakat'setelah digariskan dalam Al — Qur’an

(Q.S.9:60)

D s peeas il bty 38y ol 2B L

S A BN S SR sy
(R :2\_9‘3\]

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang - orang fakir, orang—
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya
untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan
Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan
yang diwajibkan Allah ; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana..(At-Taubah : 60).

*7 1bid, hal.

** Sayyid Sabiq, Fighus-sunnoh, jilid I, hal. 407
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Ayat diatas menegaskan sasaran zakat, yang semuanya ada delapan asnaf,
yaitu :
1. Fakir, yaitu orang yang mempunyai harta dan tidak memiliki pekerjaan.
Fakir, menurut Yusuf Qardlawi adalah :
“Mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi
keperluannya : sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok
lainnya, baik itu diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

Misalnya memerlukan sepuluh dirham perhari, tetapi yang ada hannya empat, tiga
atau dua ditham™”

Pengertian diatas menunjukkaniWbahwa orang fakir itu keadaannya sangat
menyedihkan. Karena disamping=mereka |tidak/’'punya harta juga tidak punya
pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan yang layak untuk memenuhi
kebutﬁhannya. Atau bahkan sama sekali tidak punya pekerjaan mungkin karena
mereka tidak punya keahlian untuk bekerja yang.lébih baik-atanskarena halangan tain,

seperti keadaan umur yang sudah teasehingga tidak nlemungkinkan mencari nafkah.

2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi.
Yusuf Qadlawi juga mengatakan bahwa yang dinamakan miskin ialah :
“Mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi

keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi yang ada hanya 7
atau 8, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab. ““°

maksudnya, jika si miskin memerlukan sepuluh dirham setiap hari, tetapi yang

* Yusuf Qardlawi, Op.Cit. hal. 513
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dapat dipenuhi hanya tujuh atau delapan dirham, walaupun tujuh atau delapan
dirham tersebut sudah mencapat satu nisab. Pengertian ini menunjukkan bahwa
keadaan orang miskin lebih baik daripada orang — orang fakir karena mereka
masih mempunyai harta atau usaha, walaupun harta atau hasil usahanya belum
mencukupi kebutuhannya, Namun menurut Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa

fakir adalah orang yang mempunyai harta yang dapat memenuhi kebutuhannya,

711l

sedangkan orang yang miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa—-apa.

mereka beralasan dengan pemahamartayat al-qur’an :
(¢ 105\ L;S.“Q.;,TL.LL',&:_AHO;,

artinyee :

“Maka barang sigpayang tidak kuas+twaiiblalratasnya) memberi makan 60 orang
miskin. (Q.S. 58 :4)s

Maksudnya ayat tersebut adalahy bahwa.makandn itu diberikan kepada orang

miskin hal ini menuhjukkar, “ordfip misKin.ita.Jebihmembutuhkan makanan
daripada orang fakir.”*
Pengertiannya, keadaan orang fakir lebih daripada orang miskin, Dengan

demikian pengertian ini merupakan kebalikan dari fakir dan miskin. Menurut Yusuf

Qadlawi.

0 Ivid, hal. 514
“' Abdutlah Muhammad Abdul Rhman, , 1991, hat. 111

*2 Ibrahim Usman al-Sya’laani, tt. Hal 76
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Melihat dua pendapat yang kontroversi diatas, menulis cenderung kepada
pengertian dari pendapat Yusuf Qadlawi yaitu keadaan orang miskin lebih baik dari
keadaan orang fakir, karena Al-qur’an pun menunjukkan bahwa orang miskin itu

masih mempunyai harta dan pekerjaan sebagaimana pendapat dipahami dari ayat :
CAETS-) SN R VIR S SN V31T PO L0

Artinya :

" Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja

dilawt™ (Q.S. 18 : 79).

Ayat tersebut, menunjukan pengertian bahwa orang miskin itu masih
mempunyai harta yaitu harta berupa-pefadhy dan-mempunyai pekerjaan atau usaha
yaitu sebagai nelayan kecil. Sedangkan orang fakir keadaannya tidaklah demikian,
karena sebagaimana|dapat\dipahami dari jalasan-yang dikemukakan dalam kitab Al-
Majmu, bahwa didalam surat Af-Taubah ayat\103, kdta Fuqoro disebut lebih dahulu

dari pada kata miskin. Kebiasaan orang arab_tidak-akan berbicara kecuali dimulai

dengan masalah yang lebih penting, dengan demikian ayat itu menunjukan bahwa
orang fakir lebih diutamakan untuk dipenuhi kebutuhannya dari pada orang miskin.*

Masalah ini dapat dimaklumi, karena orang fakir tersebut tidak mempunyai harta
walaupun pekerjaan.

Kemudian, walaupun dua pendapat diatas berlawanan namun dapat ditarik

* Zakariyya Muhyi, tt. Juz 5.
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kesimpulan, bahwsa antara pengertian fakir dan miskin mempunyai segi kesamaan,
Yakni sama-sama yang belum mempu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri,
sehingga perlu bantuan dari pihak lain. atan lebih relevansinya dengan pembahasan
ini, keduanya sama-sama masih status sebagai mustahiq. Namun didalam
memberikan zakat, menurut hemat penulis disesuaikan dengan kondisi masing-
masing yaitu bagi fakir dan miskin digabungkan menjadi satu kelompok, yakni fakir
dan miskin.
3. Amil, ialah orang yang melaksanakén segala;urusan zakat, mulai dari yang
mengumpulkan zakat, memungutjymenyimpah, mengadministrasikan, sampai
yang membagikan dan mendistribusikan kepada yang berhak.

Amil juga berbentuk “Lembaga-dtau 'badan-yang mengurusi zakat. Tentu saja
badan ini mempergunakan pribadi untuk melaksanakan tugasaya:**

Penerima dana zakat (amil) ini adalah para pengumpul zakat yang ditujukan oleh
Kepala Negara (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. kata
pegumpul (collecttor) merupakan " semua— pegawdl, ‘seperti pengumpulan,
penyimpanan, pendistribusi dan administrasi dana zakat.

“Pelaksana zakat bukanlah merupakan pesoalan peribadi antara muzakki (wajib
Zakat) dengan Mustahiq (yang berhak menerima zakat), akan tetapi persoalan
pemerintahan dan ketatanegaraan, karena zakat adalah menyangkut bagaimana

Negara atau pemerintah berusaha dalam melaksanakan tugasnya untuk

4 BAZIS DKI Jakarta, 1987, hal. 74
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mewujudkan kesejahteraan umum, masyarakat adil-makmur yang merata
material dan spiritual. Menafsirkan surat at-taubah ayat 103, menyatakan bahwa
orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. Apabila ia
menyampaikan zakatnya sendiri kepada orang miskin, maka tidak dianggap
cukup, yakni ttdak bisa melepaskan dari hak pungutan zakat oleh kepala negara.

Para penguasa boleh mempergunakan kekerasan terhadap mereka yang enggan

membayar zakatnya.*

4, Mu’alaf. yaitu mereka yang perlu dijinakan hatinya, karena mereka baru masuk
islam agar tetap teguh berpegangs pada’keislamannya, maka mereka harus diberi
zakat.
didalam buku EsensiAl:Qur’anrdijelaskan bakwamerekalitu terbagi menjadi
tiiga kelompok yaitu :

a. Oposan yang ngotot terhadap islam yang menindas orang-orang islam
yang lemah, atau orang-orafig yang menenipatkan dirinya penentang islam
biasanya disantuni dan dibujuk demi melunakannya.

b. Orang-orang yang secara paksa mengalami anggota keluarga atau
sukunya dari memeluk islam, dibujuk untuk menghentikan perbuatannya.

¢. Para pemeluk baru islam diberi bantuan kevangan untuk mengatasi

kesulitan keuvangannya agar dapat hidup dilingkungannya yang baru,

* Sayyid sabiq, Op.Cit. hal. 107
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diantara sesama orang islam dengan setaraf.*

5. Riqgab, yaitu budak yang ingin memerdekakan diri dengan membayar uang

tebusan. Atau Rigab ialah budak yang sedang berusaha membebaskan dirinya
dari tujuannya. Perkembangan pengertian budak ialah golongan atau bangsa yang
sedang membebaskan diri dari eksploitasi pihak lain.
Meskipun dana zakat untuk keperluan ini telah lama dihapus, dana ini boleh
diadakan kembali (asalkan tujuannya tidak bert¢ntangan dengan Al-Qur’an dan
sunnah) dengan membantu pengrajin dan peagusaha kecil untuk membangun
industri kecil mereka sendin daripada, membiarkan mereka terus bekerja sebagai
buruh, Ini bukan saja membantd mereka‘sendiri, tetapi juga memberi tambahan
yang besar terhadap kekayaan negara.

6. Gharimin, adalah orangrorang/yang meémptnyai-thutang Karena bukan untuk
kepentingan maksiat dan diagtidak bisa membayarhutang tersebut *’

Fazlur Rahman dalam,bukunya Dektrin Ekenomi islam, menyatakan : “ Untuk
tujuan ini penghutang digolongkan kedalam dua kategori :

a. Orang-orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika
mereka tidak kaya dan tidak memiliki harta yang melebihi nisab, hutang
zakat.

b. Orang-orang yang berhutang untuk membantu orang lai. Hutang orang yang
seperti int baik mereka itu kaya atau miskin, maka hutangnya akan dibayar

% Abu A’la al Mududi, pent. Ahmad Muslira, 1984, hal 98

“? Sayyid Sabig, Op. Cit, hal.99
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dari dana zakat.*®

7. Sabilillah, adalah untuk kepentingan Agama Islam.
Untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara ahli tafsir ada
yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan
umum sepertt mendirikan sekolah, rumah-rumah sakit dan lamn-lain.

8 Ibnu Sabil, yaitu Musafir (orang yang sedang bepergian) kehabisan bekal.

“Perjalanan tersebut bukan perjalan ma’siat dan mengalami kesengsaraan dalam

perjatan.*” menurut pendapat lain, drang tersebat tetap menerima zakat walaupun

dirumahnya termasuk orang kaya,” sehingga menurut hemat penulis orang yang

mencart 1lmu dan kehabisan “bekal/dapat dibantu melalui jalur asnah ini,
walaupun di rumahnya termasuk orang berkecukupan (berada).

Kedelapan kelempok pengeluaram memptnyai cakdpan'yang sangat luas, serta
meliputi hampir semua bentuk| keselamatan=(jaminan) sosial dalam masyarakat.
Tetapi perlu diingat bahwa“golongan yang, berhak“untuk/menerima bantuan dana
zakat ini benar—benar berhak apabila mereka telah mencoba untuk memperoleh
pencarian hidup tetapi gagal memperolehnya. Sebaliknya Islam mendorong kepada
Ummatnya untuk bekerja keras guna memperoleh pendapat sendiri sekaligus
menyarankan kepada pemerintah negara Islam untuk menyediakan lapangan

pekerjaan bagi setiap warganya.

“8 Fazlur Rahman, Op.Cit. hal. 303
% Ibid, hal. 289
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Berdasarkan uraian diatas, bahwa zakat pada dasarnya, untuk menjebatani
kelas yang tinggi timgkat kemakmurannya dengan kelas yang rendah tingkat
kemakmurannya supaya terjalin pola hubungan yang saling menguntungkan, dan agar
mereka bisa hidup rukun saling menghormati dan mencintai, terhindar dari rasa iri
hati rendah dint dan kebencian yang terpendam secara takut yang dapat meluap
sewaktu—waktu dalam bentuk pemberontakan atau kejahatan massal yang dilakukan
kelas bawah terhadap kelas atas yang d-dlim

Kesenjangan sosial itu sendiri lahif karena realitas manusia secara alami yang
berbeda dalam karaktenistik individualnya, seliingga terjadilah satu gerak dinamis
dalam hidupnya, dimana orang mefiliki karakteristik| yang kuat dan kondusif dengan
jalan hidupnya, pada akhirnya did“akan|bangkrut sebagai orang kuat yang sukses
dalam hidupnya. Scmentara_itu mereka yang memiliki karakteris.tik yang lemah,
maka mereka akan masuk pada kelompok orang biasa saja atau bahkan gaga yang
perlu disantuni oleh orang yang=kuat—demi"* kelangsungan hidup mercka yang
memberikan banyak manfaat] terhadap’ kelompok .otangfyang kuat. Karen itulah
barangkali Allah memerintahkan hamba- Nya untuk mengambil zakat dari kelompok
yang kuat, untuk kemudian diserahkan kepada kelompok orang yang berhak

menerimanya (mustahiqquz zakah ) delapan asnaf seperti diuraikan diatas.

S Op.Cit, hal. 91
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"ZAKAT SEBAGAI AKTIVITAS EKONOMI

A. Pengorganisasian Lembaga Zakat

Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi yang bergerak dibidang
pengelolaan dana zakat, infag dan sodaqoh. Sedangkan definisi pengelolaan zakat
menurut Undang-undang: nomor 38 talkun 1999 tantang pengelolaan zakat adalah

kegiatan perencanaan, pengorgaisasiang’ pelakanaan dan pengawasan terhadap
pengumpulan, pendistribusian dan| pendayagunaan zakat >

Keberadaan organisasi pengelola’zakat di” Indonesia diatur oleh beberapa
peraturan perundang-undangan, yaifu - Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999 dan
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan mrasyarakat dstam dan@rusan Haji nomor :
D/291- Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat, Dalam peraturan dan
perundang-undangan ¢ atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat ,
yaitu ;

1. Badan Amil Zakat. Adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk olach
pemerintah.

Lembaga Amil Zakat. adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk
oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.?

? Hertanto Widodo, et all, hal. 6
7 Ibid Hal. 7
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" Badan Amil Zakat memihki tingkatan sebagai berikut :

. Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.

Daerah Propinsi, dibentuk oleh Gubernur, atas usul Kepala Kantor Wilayah

Departemen Agama Propinsi

. Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
Kecamatan, dibentuk oleh Cgmat Sdtas jusul Kepala Kantior Urusan Agama
Kecamatan.

Struktur organisasi BAZ terdiri ‘dari figa bagian, yaitu ; Dewan pertimbangan,

Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.

Kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut :

a.

Membentuk team penyeleksi yang terdiri dari atas unsur Ulama, Cendikia, tenaga
profesional, praktisi pengelola zakat, lembaga swadaya masyarakat terkait, dan
pemerintah.

Menyusun kriteria calon ‘pengurus.

Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat.
Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.
Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.

Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh pengurus BAZ antara lain :

Memiliki sidat amanah, mempunyat visi dan misi, berdedikasi, profesional,

bertntegritas tinggi, mempunyai program, dan tentu saja faham tentang figh zakat.
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Walaupun BAZ dibentuk oleh pemerintah, namun sejak awal proses pembentukannya
sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan
hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari Pejabat Departemen Agama (ex officio).
Dengan demikian masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang
kualifikasinya memenuhi syarat dan lolos seleksi.

Fungsi dari masing-masing struktur di BAZ adalah sebagai berikut :

a. Dewan pertimbangan berfungsi meémberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan
rckomendasi tentang pengembangdn  hukum| dan pemahaman mengenai
pengelolaan zakat.

b. Komisi pengawas memiliki | fungsi /melaksanakan pengawasan internal atas
operasional kegiatan yang dilaksarakan-Badan Pelaksana.

c. Badan pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam
program pengumptilan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

Setelah terbentuk secara “resmiz=BAZ‘\mempunyai kewajiban yang harus
dilaksanakan yaitu :

- Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.

- Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.

- Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan
publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa
sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku

berakhir.
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- Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.

- Merencanakan kegiatan tahunan.

- Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di
daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya,

Jika para pengelola BAZ tidak melaksanakan kewajiban sebagai tersebut di
atas, maka keberadaannya dapat ditinjau nlang. Mekanisme peninjauan ulang ini
dilakukan dengan beberapa tahapan
- Diberikan peringatan tertulis olehypemenintah yang membentuknya sebanyak

maksimal tiga kali.

- Jika peringatan telah diberikan sebdnyak tigakali dan tidak ada perbaikan, maka
pembentukan BAZ tersebut ditinjau ulang, serta pemerintah dapat membentuk
kembali BAZ dengan susunan pefigurus bart, sesudi dengan mekanisme yang
berlaku.

Untuk itu tugas pokek pengurus BAZ-tersebut ddalah : “mengumpulkan,
mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama™. *

Selain Badan Amil Zakat (BAZ) yang resmi dibentuk oleh pemerintah atau
Undang-undang, juga Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ adalah suatu lembaga yang
dikukuhkan oleh pemerintah dan harus memenuhi dan melampirkan persyarakat

sebagai berikut :
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1. Akte Pendirian (berbadan hukum)

2. Data Mucakki dan Mustahiy

3. Daftar Susunan Pengurus

4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
5. Neraca atau laporan posisi keuangan

6. Surat pernyatan bersedia untuk diaudit

Hanya LAZ yang telah dikukthkan/\o6leh ‘\pemerintah, yang diakui bukti
setoran zakatnya secbagai pengurangan ¢penghasilan kena pajak dari muzakki yang
membayarkan dananya. Dalam Undang-undang zakat bentuk badan hukum tersebut
tidak dijelaskan secara ekplisit. Namun menurut hemat penulis, badan hukum yang
cocok untuk LAZ untuk saat ini adalah yayasan! Hal ini dikarenakan LAZ termasuk
kategori organisasi nirlaba, dan Badan Hukumnya yayasan , dalam melakukan
kegiatan nya tidak ber6rientasi untuk menumpuk laba.

Persyaratan data  muzakki~dan—mustahik “Scrta program kerja sebaiknya
berdasarkan hasil survei| dgar mencermipkan KondiSh lapangan. Sedangkan neraca
atau laporan posisi keuangan diperlukan sebagai bukti bahwa LAZ telah mempunyai
sistem pembukuan yang baik. Surat permnyataan untuk bersedia diaudit diperlukan
agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memitiki

karaktenistik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

* Undang-undang Zakat nomor : 38 th. 1999 Bab J1I pasal 8



Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur yang
memperca)fal;énnya kepada lembaga. Para donatur tersebut tidak mengharapkan
keuntungan kembali secara materi dari OPZ.

Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-
jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba.

Kepemilikan OPZ tidak seperti lazimnya para organisasi bisnmis. Biasanya
terdapat pendiri, yaitu orang-Orangsyang bersepakat untuk mendirikan OPZ
tersebut pada awalnya. Pada hakekatiya) OPZ)bukanlah milik sendirt , tetapi
milik wmat. Hal ini dikarenakangsumbér <daya organisasi terutama dari
masyarakat. Termasuk jika OPZ terse¢but dilikuidasi, kekayaan yang ada pada
lembaga itu tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Namun tentunya selain itu organisasi pengelola zakat mempunyai

karakteristik yang membedakannya dengan organisasi ntrbala lainnya, yaitu :

L.

ba

Terikat dengan aturan dan prinSip-primsip Syari’ at'Islam.
Sumber dana utama adalah dana zakat, infak;Sadagah, dan wakaf.
Biasanya memiliki dewan syari’a2h dalam struktur organisasinya.

Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari’at Islam dikarenakan dana-

dana yang menjadi sumber utama OPZ telah ada aturannya dalam Al-Qur’an dan

hadits. Misalnya dalam surat At-Taubah (9) ayat 60 dinyatakan :
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Vel A e by ST, S WA R |
QUELWH!) IR AT 119 1SS A WA KNP T WO PRV

Artinya : “Sesungguhmya -akat-zakat itu, hanyalah uniuk orang-orang fakir, orang-
nrang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang
untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan,
sebugai sesuatu ketetupan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana’.

Sebagai objek dana yang| dikelold elch orpanisasi pengelola zakat (OPZ)
adalah meliputi dana :

1. Dana Zakat.

2. Dana Infag/Sadaqah.

3. Dana Wakaf.

4. Dana Pengelola.

Dari uraian tersebut di atas,.fiaka kohsep pepgorganisasian dalam arti seluas-
luasnya perlu disusun untukymierekayanghakan-mémulai /elaksanaan zakat secara
terkoordinasi dan terarah. Selain struktur dan pembagian tugas antar unit dan fungsi,
juga perlu dipikirkan bentuk pengorganisasian yang mengundang partisipasi segala
lapisan umat Islam sehingga menarik partisipasi di dalam pelaksanaannya secara
terpercaya.

Fungsi-fungsi pengawas, perencana dan pelaksana hendaknya dikemukakan

secara jelas, mekanisme antara pusat, daerah tingkat 1, tingkat 11, dan tingkat yang

lebih rendah lagi. Seperti juga wewenang/tugas masing-masing. Pengorganisasian
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juga memperhatikan upaya-upaya untuk motivasi yang terus menerus,

memasyarakatkan kepada berbagai lapisan masyarakat termasuk sarana pendidikan

dibangku sekolah, dan cakupannya dengan peranan pemerintah di dalamnya.

Organisasi dan ulama juga harus berperan untuk mewujudkan partisipasinya secara

aktif. Bi dalam pengorganisasian, termasuk juga sistem administrasi dan personalia

yang dibutuhkan. Berbagai formulir isian hendaknya dapat dirumuskan sebagai
wadah usaha ini agar berjalan secafa efisien’dan efektif.

Penataan personalia, baik pimpindn, pelaksana inti, maupun staf, harus benar-
benar memiliki keahlian dibidangnya’~Agarsbisa“berjalan lancar pengorganisasian
zakat secara modern sesuai dengan‘perkembangan zaman.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri) Agamia Republik Indonesia Nomor 581
Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat (Bab 1'Pasal I) memiuat tentang ketentuan sebagai berikut :

l. Badan Amil Zakat adalah' ‘organisasi “pengelola zakat yang dibentuk oleh
pemerintah yang terdiriNdari _hnsup masyarakat~dan/pémerintah dengan tugas
mengumpuikan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan
ketentuan agama.

2. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk
atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah,

pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
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Ll

Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil
Zakat (BAZ) disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk
melayani muzakki, yang berada pada desa (kelurahan), instansi-instansi
pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri.

Pada bab 1l pasal! Il dijelaskan tentang susunan organisasi dan tata kerja

Badan Amil Zakat sebagai bertkut :

1. Badan Amil Zakat meliputiy Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat
Propinsi, Badan Amil Zakat| Dacrah Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat
Kecamatan.

2. Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan dijIbu kota negara, Badan Amil
Zakat Propinsi berkedudukan ) di|-Ibukota ) Propinsi, Badan Amil Zakat
Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan Badan Amil
Zakat Kecamatan berkedudukan dikecamatan.

Pada Bab II Pasal HI" Undanp=undang zakat tersebut dijelaskan tentang
susunan dan komposisi Kepengurusan sebagai berikut

1. Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas,
dan Badan Pelaksana.

2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (I) terdiri atas seorang ketua

umum, beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum, beberapa orang

sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi

pendayagunaan, dan divisi pengembangan.
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Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas seorang
ketua, seorang wakil ketua, seorang sckretaris, seorang wakil sekretaris, dan
sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.

Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas seorang ketua,
seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-
banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.

Pada Pasal 4 dijelaskan tepfang-susunan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

tingkat Propinsi sebagai berikut :

1.

2

e

Badan Amil Zakat Daerah (Propimnsi) ferdiri atas dewan pertimbangan, komisi
pengawas, dan badan pelaksana:

Badan pelaksana sebagaimana-dimiaksud( ayat/(1) terdiri atas seorang ketuva ,
beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang sekretaris,
seorang bendahard " bidang” pengumpulan;” bidang pendiStribusian, bidang
pendayagunaan, dan bidang pengémbangan:

Dewan pertimbangan sebagaiména)dimaksud pada afat () terdiri atas seorang
ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan
sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.

Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua,
seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-

banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.
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Pasal 5 bab 11 menjelaskan tentang susunan pengurus Badan Amil Zakat

tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1.

Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas dewan pertimbangan, komisi
pengawas, dan badan pelaksana.

Badab pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdirt atas seorang ketua,
beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris,
seorang bendahara, seksi/ perfiguntpulan, \ seksi pendistribusian, seksi
pendayagunaan, dan seksi pengembargan

Dewan pertimbangan sebagaimanasdimaksud<pada ayat (1) terdiri atas seorang
ketua, seorang wakil ketua, |seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan

sebanyak-banyaknya 5 (lima) 6rang anggota.

4. Komist pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua,

seorang wakil kettfa, seorang seKrétaris, seorang wakil sekrefaris, dan sebanyak-
banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 38 disebutkan bahwa pejabat urusan

Agama Islam Departemen Agama disemua tingkatan karena jabatannya, adalah

sekretarts Badan Amil Zakat. Dan pada Pasal 8 disebutkan bahwa untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Amil Zakat disemua tingkatan

membentuk unit pengumpul zakat.

Pada Pasal 9 Bab I[I Undang-undang Nomor 38 dirnnci ientang tugas,

wewenang dan tanggung jawab pengurus sebagai berikut :
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1). Badan pc]aksa_na Badan Ami! Zakat Nasional bertugas sebagai berikut :
a. menyclenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan
rencana pengelolaan zakat.
c. Menyelenggatakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayapunaan zakat.
d. Menyelenggarakan tugas penclitian (dan pengembangan, komunikasi,
informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.
2). Dewan Pertimbangan Zakat Nasional bettugas memberikan pertimbangan kepada
Badan Pelaksana baik diminta-maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
3). Komisi Pengawas Badan Amil Zakat. Nasional , bertugas melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan,
pendistribusian, pendayagunddn “Zikat serta penelitian dan pengembangan
pengelolaan zakat,
Pada Pasal 10 tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab Badan Amil
Zakat tingkat Propinsi sebagai bertkut :
1). Badan pelaksana Badan Amil Zakat Propinsi bertugas:
a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
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b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan
rencana pengelolaan zakat.

¢. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi,
informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.

2). Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Propinst bertugas memberikan
pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam
pelaksanaan tugas organisasy

3). Komisi pengawas Badan|"Amil Zakat ‘Propinsi bertugas melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksariaan‘@ugas admtinistratif dan teknis pengumpulan,
pendistribusian, pendayagunaan, serfa penelitian dan pengembangan pengelolaan
zakat.

Dalam Pasal 2 Bab Il Undang-undang Nomor 38 tentang.tugas wewenang dan
tanggung jawab BAZ tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1). Badan Pelaksana Badan Amil ZakatKdbupaten/Kota bertugas :

a. menyelenggatakan.__/tugas. “admimsiratif =\ pendistribusian  dan
pendayagunaan zakat.

b. Mengumputkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan
rencana pengelolaan zakat.

c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
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d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
menyusun  rencana dan  program  pelaksanaan  pengumpulan
pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan
pengelolaan zakat.

2). Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah Kabupaten/Kota bertugas
memberikan pertimbangan kepada badan pelaksanan baik diminta maupun tidak
dalam pelaksanaan tugas orgadtsasic

3). Komisi Pengawas |Badapnf Amil Zakat Kabupaten/Kota bertugas

melaksanakan tugas pengawasan  terhadap plaksdan tugas admiistratif dan teknis

pengumpulan, pendistribuian, peémndayagunaan |zakat, serta apenelitian dan
pngembangan pengelolaan zakat.

Pasal 12 menjelaskan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab BAZ
tingkat Kecamatan sebagai berikut;

1). Bada Pelaksana Badan Amil Zakat Keeafiatan bertugas :

a. Menyelenggrakan, | tugas Jadministratif™y dah-\ teknis pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan
rencana pengelolaan zakat.

¢. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pendistribusian dan

pendayagunaan zakat.
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d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
menyusun rencana dan program pelaksanaan, pendistribusian dan
pengembangan pengelolaan zakat.

2). Dewan Pertimbanan Badan Amil Zakat Kecamatan, bertugas memberikan
pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalm
pelaksanaan tugas organisasi.

3). Komisi Pengawas Badan AmillZakat\VKecamatan bertugas melaksanakan
pengawasan  terhadap  |pelaksanaamy (pengumpulan,  pndistribusian,
pendayagunaan dan pengembangan‘gengeloladn zakat.

Pada Pasal 13 disebutkan ‘bahwa masa kepengurusan Badan Amil Zakat

selama 3 (tiga) tahun. Dan pada Pasal (14)) disebutkan bahwa ketua Badan Pelaksana

Badan Amil Zakat disemua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan
atas nama Badan Amil Zakat baik didalam maupun fuar.’

Pada dasamya tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus BAZIS
adalahsama, demikian pula Dewan Pengawas, hanya berbeda pada tingkatannya saja
sesuai dengan luasnya cakupan wikayah kewenangan. Untuk lebih jelasnya struktur,
komposisi kepengurusan BAZ dari tingkat Nasional sampai ke tingkat Kecamatan.

Dan terdapat struktur yang paling bawah yaitu di timgkat desa atau kelurahan,
di tingkat kelurahan atau desa ini disebut Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) yang

mekanisme kerjanya sama dengan BAZIS di tingkat Nasional, Propinsi, dan
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Kabupaten, dengan prinsip masing-masing pekerjaan melakukan koordinasi dan
sinkronisasi dilingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi, memberikan
informasi antar Badan Amil Zakat disenua tingkatan. Begitu pula setiap pimpinan
satuan organisasi dilingkungan Badan Amil Zakat bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing juga memberikan bimbingan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

B. Manajemen Zakat.

Manajemen zakat bertahap, fterarah dafl tefréncana, agar motivasi zakat dan
tyuan zakat tercapai sesuai |dengan |target. Langkah-langkah perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan darievaluasi. Qlehkarena itu, dalam manajemen zakat
ini, penulis kemukakan empat hal penting, yaitu perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan.

1. Pergncanaan.

Dalam perencanaan ini, ialah perumusan dari tujuan, cara, langkah, waktu,
tempat maupun sasaran yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Semua hal di atas
hendaknya ditetapkan lebih dahulu dan secara tertulis. Sebagai contoh, pengurus atu

Badan Pelaksana harus mempunyai program yang jelas, dari mulai pendataan

S Op citt, hal. 33 - 44
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(registrasi). Berapa Muzakki yang diperkirakan tahun ini akan mengeluarkan zakatnya
kepada BAZIS, baik zakat fitrah maupun zakat mal (harta). Demikian pula berapa
jumlah mustahiq yang akan menerima zakat tersebut. Bentuk perencanaan seperti itu,

harus tertuang dalam program yang disusun sebelumnya.

3. Pengorganisasian

Setelah rencana tersusun fmaka-dibuatlah schedulnya, dan di buat struktur,
scksi-sekst yung membidangt program giang sudahdirencanakan tersebut. Misalnya;
berapa diperlukan personal untuk ketuaypberapa fintuk sekretaris, dan berapa yang
diperlukan tenaga (person) untuk~bendahara, berapa pula diperlukan untuk tenaga
seksi-seksi, yang jelas kebutuban tcnaga-tenaga ahli seprti itu, tergantung daripada
banyaknya rencana kerja jtu_sendiri. Dalam_pengorganisasian yang menyangkut
didalamnya penempatan personil barus benar-benar pas dan tepat (menguasai
bidangnya) sesuai kemampuan "dan” skitinya. Karefia jika satu pekerjaan diserahkan

bukan kepada ahlinya, maka‘tunggulah.saat k¢hancurannyas

4. Pelaksanaan
Pelaksanaan ini mengacu pada jadwal yang sudah direncanakan atau
disiapkan, tentunya ini menyangkut waktu, tempat, sasaran, pembiayaan dan lain-

lain. Pelaksanaan motivasi zakat harus selalu berpedoman pada Keputusan bersma
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Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Nomor: 29 / 47 tahun 1991 dan Instruksi
Mentent Agama nomor 5 tahun 1999 serta Undang-undang nomor 38 tahun 1999
tentang pengelolaan zakat. Sebagai Lembaga Agama, dalam evaluasi zakat harus
merujuk kepada norma-norma hukum zakat sebagai hukum yang hidup dan dita’ati
oleh ummat Islam di Indonesia karena diperintahkan oleh al-Qur’an dan Sunnah

Rasul.

5. Pengawasan

Pengawasan motivasi zakat hamus dil@ksanakan oleh para pengurus Zakat
(BAZIS) sedangkan masyarakat| Sebagal |sosial ;contiol, dengan cara masyarakat
senantiasa memantau dan Pengurus) |BAZIS |mémberikan laporan dalam setiap
pengeluaran dan pendapatan dana zakat tersebut. Disamping empat point di atas perlu '
dilakukan evaluasi Yang berarti melakukan penilain atas langkah-langkah yang
dilaksanakan dengan rencana 'yang ‘telal’ dipersidpkan. Evaluasi sangat penting,
karena untuk mengetahui kekurangan dan kekelituaiiyserfa-antuk mengetahui sejauh
mana keberhasilan pengelolaan zakat tersebut. Evaluasi dilakukan secara periodik
atau setidaknya setelah selesai melaksanakan suatu program kerja.

Padﬁ Bab VI pasal 18 Undang-undang nomor 38 disebutkan bahwa yang
dimaksud pengawasan adalah :
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakuikan oleh

unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5).
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(2) Pimptnan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota
(3)  Unsur pengawas berkedudukan disemua tingkatan Badan Amil Zakat

(4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, unsur pengawas dapat meminta
bantuan akuntan publik.®

C. Sistem Motivasi dan Pengawasan Zakat

Untuk memasyarakatkan kesadaran menunaikan zakat, Infaq dan shodaqoh
melalui BAZIS, maka badan pglaksana ;JBAZIS\ disemua tingkatan harus lebih
meningkatkan aktifitasnya, apar Jzakatdlinfaq dan shodaqoh lebih dikenal di
masyarakat sesual dengan fungsi|dan tujuannya. Masyarakat harus diberikan arahan
dan motivasi melalui penyebaran [informasi yang positif mengenai keberadaan Badan
Amil Zakat. Melalui penyebartati-infornasi(| itu+/@iharapkan akan tumbuh subur
kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZIS. Tentunya
lembaga Badan Amil.Zakat ini hdrus'didukung ‘eleh berbdgai ufisur dan element lain ,
yaitu: Unsur Departemen Agama,) Depaftemen/Dinas Sosial, para alim ulama,
Cendikiawan, Masyarakdt, Penierintah, gl

Dalam tugas motifast ini berupa penyuluhan dan penerangan sebagai berikut :
1. Penerangan zakat dan infag/sadagah melalui televisi dalam bentuk program,

sandiwara, iklan, wawancara dil.

2. Penerangan zakat dan infaq/shadaqah terpadu dengan instansi yang terkait dalam

rangka momentum tertentu, melalui hari besar Islam atan penyuluhan ksusus

S Ibid, hal. 11
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tentang BAZIS, yang meliputi pengumpulan, sampai pendayagunaan, agar
masyarakat mengetahui dan menambah kepercayaan para muzakki.

3. Wawancara pelaksana harian BAZIS dengan berbagai macam mass media, secara
priodik, terprogram.

4. Penerbitan brosur-brosur dan spanduk, buku saku dil.

5. Press Release, dan publikasi lainnya dengan menggunakan mass media cetak
maupun elektronik.

Sistern motifasi akan berhasil @anakala didukung oleh sistem pengawasan
vang akurat. Pengawasan adalab!/sebagail alat ratau sarana kontrol yang sangat
diperlukan scbagai bagian aktifitas BAZIS. Pengawasan ini diperlukan untuk
mengevaluasi apakah aktifitas yang dijadikan/BAZIS sudah sesuai dengan tugasnya
atau belum.

Adapun proses pengawasan dapat dilakukan dengan :

1. Mengukur hasil/prestasi yang telah dicapai.

2. Membandingkan hasil yang-telah-dicapai dengan-hasil yang diinginkan.

3. Memperbaiki penyimpéngan-penyimpangan atau kekeliruan-kekeliruan yang
terjadi sebelumnya.

Sebagai alat kontrol, sistem pengawasan pengelolaan zakat, infaq dan
shadagah harus tetap dipertahankan keberadaannya dengan sistem manajemen

terbuka (transparan). Dimana hasil pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan
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shadaqah setiap saat dapat diketahui oleh masyarakat, dan bila perlu disebar luaskan

melalui media cetak , dan lain-lain.

D. Pendayagunaan Dana Zakat

Yang dimaksud pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dalam hal ini

adalah pembagian ZIS yang efektif yang manfaatnya sesuai dengan fungsi dan

tujuannya.

Pendayagunaan zakat yang dimaksud adalah'meliputi:

1.

Bidang sarana ibadah;; membantu”pembangunan seperti; merehabilitasi
masjid, Musholla, membantu perlengkapan kegiatan ibadah wajib lainnya.
Bidang pendidikan: Beasiswa -anak<anak didik yang tiadak mampu,
membantu pembangunan sarana pendidikan; madrasah, pondok pesantren,
Majelis Ta’lim, penelitian Tslam, perpustakaan Islam, TPQ dan lain-lain.
Bidang kesehatan: méndirikan Riimah ‘Sakit Islam, Rumah bersalin dan
lain-lain.

Bidang Ekonomi: membangun bengkel, Lokakarya, pabrik-pabrik untuk
peketjaan menjahit dan membuat pakaian jadi, mendirikan perindustrian
rakyat, mdustri pertanian, memberikan modal usaha kepada fakir miskin,
Proyek nintisan yang bersifat produktif : Memberikan modal
bergulirkepada fakir miskin (modal usaha yang cukup agar mereka dapat

produktif dan mandin).
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Kaitannya dalam hal ini, Nabi Muhammad memberikan shadaqah kepada
scorang fakir sebﬁnyak dua dirham, sambil menganjurkan agar mempergunakan vang
itu satu dirham untuk makan dan satu dirham lagi untuk membeli kapak dan bekerja
dengan kapak itu. Lima belas hari kemudian orang itu datang lagi kepada Nabi
Muhammad dan menyampaikan laporan bahwa ia telah bekerja dan berhasil
mendapat sepuluh dirham. Separuh uangnya dipergunakan untuk membeli makan dan
separuhnya dipergunakan untuk /membelirpakaiah. Zakat diberikan tidak sekedar
sampai kepada fakir, sunnah Nabi menyarankan agar zakat dapat membebaskan si
faqir dan kefaqirannya. Nabipun dicetea oleb’orang yang tidak mendapat zakat dan
dipujt karena sescorang niendapdtkan sesual dengan yang diingininya. Padahal Nabi
menentukan mustahiq atas dasar/tepatmya sasaran, Apabila tidak ada lagt mustahiq,
maka dana zakar dikirimkan kcluar daerah atau disimpan di Baitul Maal, seperti yang
telah dilakukan oleh"'Wiu’adz bin'Jabal Pada jaman Khalifah Umar bin Khaththab ra.

Dalam pemanfaatan dava-7ZIS—ydng \terkdmpul dalam BAZIS hendaknya
membuat perencanaan, pengarahan dan pembinagn=agar mencapai daya guna yang
efektif, yaitu merinci lebih lanjut ashnaf yang sudah disebutkan dalam Al-Qur’an,

seperti yang dimuat dalam buku rekomendasi dan pedoman pelaksanaan zakat DKI
Jakarta sebagai berikut :’
a. Fakir dan Miskin

Golongan ini dibagi dalam dua kategori :
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- Fakir miskin, jompo, cacad sehingga tidak dapat lagi menceri nafkah. Golongan
ini menerima bagian langsung atau diterimakan kepada lembaga-lembaga sosial
yang mengurus mustahiq ini.

- Fakir miskin yang masih mampu untuk mencari nafkah dan dapat dibina untuk
bisa berdin sendiri_ secar terhormat diberi modal dengan langkah-langkah sebagi
berikut :

1) Penelitian atas sifat dan‘bakat| sehingga diharapkan dapat mempergunkan
bagiannya sesuai dengan pengaréhan tersebut.

2) Pembinaan dan pengawisan dalam berusaba setelah zakat diterimanya.

3) Pengarahan agar yang berSangkutan mempunyai rasa wajib membayar zakat,
atau setidak-tidaknya membayar sodagoh Tatawwu’. Berarti mulai saat ity ia
telah meningkat martabatnya dari mustahiq kepada Muzakki,

4)  Uraian-uraiar modal untuk fakir miskindiantardnya talah :

(a) Petanu bahan pokek.dtau.bahan ekspor

(b) Pedagang kaki lima)(PKL) dan|pedagang kecil lainnya.

(¢) Neiayan kecil.

(d)  Penjual jasa; scperti tukang ojek, kuli pasar, tukang semir dan lain-
lain.

(¢}  Anak-anak putus sekolah.

b. ALGharimin dan fi ar-Rigab

"BAZIS DKI Jakarta, 1987, bat. 29
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Termasuk dalam kelompok ini adalah pedagang-pedagang kecil yang
meminjam modal kerja dari pelepas uang dengan rente yang tinggi. Al-Gharimin
semacam ini dapat diberi zakat untuk mengembalikan seluruh hutangnya ditambah
modal kerja untuk selanjutnya, agar ia bebas dari lintah darat dan mempunyai
pekerjaan baru. Pedagang kecil dipasar yang memperdagangkan barang orang,
kemudian terkena musibah kebakaran, atau dagangannya dirampok, dapat dianggap
sebagai gharimin.
¢. Sabilillah

Bagian Sabilillah ini diharapkan dapat-untuk ;

1). Peningkatan da’wah melalui|lémbaga-lembaga da’wah.

2). Peningkatan pengetahuan kader-kader| Islami| dengan mengadakan semacam
penataran.

3). Peningkatan bangunan‘bangunarrfisik “kéapamaan’ seperti masjid, Madrasah,
Pondok Pesantren, Majlis Ta%lim'dan lainlain’

4) Penyediaan nafkah bagiorangforang ‘yang-sibuikydengan tugas agama, misalnya
kiyai, Guru Agama, Mubaligh, dan lain-lain yang belum mendapatkannya dari
lembaga resmi maupun swasta.

5) Penyelenggaraan kursus keterampilan dam kewirasuastaan.

6) Penyediaan biaya untuk lembaga penelitian ilmu keagamaan, untuk
meningkatkan da’wah.

7) Pusat-pusat rehabilitasi.
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d. Mu'allaf

Bagian mu'allaf ini disalurkan melalui lembaga dakwah yang khusus
melakukan pendekatan terhadap kaum non muslim dengan catatan bahwa fase
muallaf ini harus ada batasnya, dan kemudian menjadi mukallaf. Dan sesudah itu
kemudian ia menjadi mujakkt.

Bagian mu’allaf ini juga untuk lembaga da’wah yang mengarahkan sasaran
kepada daerah-daerah yang bé€lums beragama’\ dan suku terasing. Termasuk
perlengkapan dan hadiah-hadiah jwaktufenyiarkan Islam.

e. Al-Amilin

Pada dasarmya di dalamZharta zakat ada bagian untuk amifin. Adapun

perhitungannya dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1) Diberikan sesuai dengan jerih payahnya.

2) Bagiannya tiddak diambilkan dar harta zakat, melainkan diambilkan dari dana
lain.

3)  Lebih utama apabila amiliin'bekerja suka tela tanpa mengharapkan balas
Jasa.

Untuk amilin yang bekerja dalam BAZIS, Gubernur DKI telah menyediakan
sejumlah dana yang bukan berasal dari harta zakat. Dengan demikian harta zakat
tidak akan terkurangi oleh biaya operasional.

f. 1bnu Sabil
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Sekarang ini hubungan lalulintas dan komunikasi telah lancar, maka /bnu
Sabii yang menderita dan perlu ditolong relatif menjadi kecil jumlabnya, atau bisa

dikatakan tidak ada lagi. Oleh karena itu bagian /bnu Sabil dapat dimanfaatkan untuk

1) Mengirimkan Mahasiswa ke luar Negeri

2) Ekspedisi Ilmiyah

3) Pengiriman utusan kekonfrensi

4) Penyediaan rumah indekos

5) Perbaikan jalan umum ataw untuk kelancaran lalulintas dan pendidikan serta
pemeliharaan anak yatim dan lain-lain.

Mengenai pendistribusian’dana zakat kepada golongan yang delapan ini masih
menjadi perbincangan dikalangan ulama. Permasalahan ini timbul karena disatu pihak
zakat bertuyjuan untuX memenuhi kebutuhan bagi golongan yang kekurangan, namun
dipihak lain dana zakat itu harus dibagi-kepada deldpan golongan. Apabila dana zakat
yang terkumpul itu banyak tidak ‘menjadi| masalahy lain-hainya kalau dana yang
terkumpul itu sedikit maka akan terkumpul persoalan. Karena itu para ulama berbeda
pendapat mengenai pendistribusian ini. Imam Imam Malik dan Abu Hanifah serta
Hambal: berpendapat bahwa harta zakat itu tidak harus dibagi delapan, bahkan
penguasa atau Imam dapat menyerahkan harta zakat itu satu atau dua golongan saja,
meskipun golongan lain masih ada. Imam Syafe’] berpendapat bahwa dana zakat

harus diserahkan untuk delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur’an, karena
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memang Al-Quran menyebutkan demikian secara rinci, kecuali jika memang
golongan itu tidak ada sewaktu zakat dibagikan®

Ada lagi satu golongan yang mengatal{an bahwa apabila dana zakat itu banyak
dan adpat dibagi secar merata untuk semua golongan yang ada, harus didistrnibusikan
untuk semua golongan itu. Tetapi bila jumlah dana itu sedikit sehingga kurang bisa
dimanfaatkan jikalau dibagi, makg-pembagiannya diserahkan kepada kebijaksanaan

penguasa atau Imam. Imam ataurpenguasa boleh memberikan hanya kepada satu
golongan saja.’

Mengenai urutan prioritas“golongan yang-berhak menerima zakat juga tidak
disebutkan dengan tegas baik dalag al-Qur’an maupun al-Hadits. Akan tetapi banyak
dikalangan para Ulama menyatakan bahwa urutannya adalah sebagaimana yang
terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. Walaupun kata penghubung yang terdapat
dalam ayat itu bukan untuk “7ertip®={lama’meémahami urutan dalam al-Qur’an
menunjukkan urutan prioritas. Hdl ini| dapat~diniengeri\karena yang disebutkan
dalam ayat itu lebih dahulu golongan yang angat memeriukan dibandingkan dengan
golongan yang disebutkan kemudian, tetapi tidakiah berarti urutan yang lebih dahulu
menutup urutan yang datang kemudian, baik meutupi secara penuh maupun secara

sebagian sebagaimana yang berlaku dalam sistem hijab pada kewarisan. 10

¥ Sayyid Sabiq, jilid [IT, hal. 127
® Ibid, hal. 127
 Amir Syarifuddin, 1988, hal. 23
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Sesuai dengan urutan yang terdapat dalam al-qur’an, urutan pertama yang
lebih berhak menerima zakat adalah fakir miskin. Kenyataan yang ada menunjukan
bahwa kemiskinan dan perhatian. Oleh karena itu agaknya perlu ditekankan, untuk
memberikan prioritas pertama kepada kelompok pakir miskin, sehingga penggunaan
zakat ini sesuai dengan tujuan utama diwajibkannya zakat, yaitu memberikan bantuan
kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
kehidupannya. Kebutuhannya yarg dimaksud/dalam hal ini tidak hanya kebutuhan
makan dan minum saja melainkan segala macdm| kebutuhan fakir miskin seperti
tempat tinggal, pakalan, pendidikan danglam=lain“Untuk mengatasi kebutuhan fakir
miskin seperti itu sulit dilakukarbila tidak ada, priorotas. Memprioritaskan fakir
miskin seperti nin juga dilakukaiolel Umar| bin/ Abdul Aziz. Seorang amil zakat
yang ditugaskan di Afrika_memprioritaskan pembagian zakat untuk fakir miskin.
Setelah kaum fakir “miskin menerima baglan semua ternyata harta zakat masih
banyak. Si petugas lalu mengifim’ surat ‘kepada“¥Khatifah Umar bin Abdul Aziz
meminta petunjuk apa yahg\arus dilakukan Khalifzh méniberi petunjuk agar zakat

yang tersisa itu diberikan kepada kaum ghorimin. Kemudian kalau masih ada sisanya
supaya diberikan kepada hamba sahaya yang mau memerdekakan diri."!

Memang untuk memanfaatkan zakat dengan sebaik-baiknya diperlukan
kebijaksanaan dari pemerintah atau pengelola zakat. Oleh karena itu diperlukan

penelitian yang seksama dan berdasarkan penelitian itu dibuat suatu perencanaan

Y Satrig Elfendi M. Zein, Makalah temu Wicara, 7 — 16 Nopember 1988, Jkarta.
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yang matang, Karena masalah pendayagunaan zakat tidak terbatas pada priorifas
orang yang akan diberi zakat, tetapi jika masalah bentuk harta itu sendiri, haruskah
dana zakat itu diberikan apa adanya untuk digunakan secara konsumtif atau dapat
diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Memang dalam
al-qur'an maupun hadits tidak disebutkan dengan jelas mengenai hal ini, namun ada
hadits yang menyatakan untuk segera menyerahkan zakat setelah lengkap syarat-
syarat yang mewajibkannya yaitu hadits dari;tJgbah bin Al-Harits, ia berkata : Nabi
SAW shalat ashar, lalu ia mempefcepatgkemudian ia masuk rumah lalu ia keluar
(lagt). Kemudian aku bertanya, atau dia'ditanya kemudian Nabi menjawab,”Aku tadi
dirumlah meninggalkan sekeping- emas| dari zakat, padabal aku tidak suka

menyimpannya. Ity lah sebabnya”maka aku(sekarang membagikannya™. (Hadits
riwayat Bukhari) '*

Disamping itu juga ada hadits yang memberi petunjuk untuk mengeluarkan
zakat dari jenis yang sama dengan barang yang diperhitungkan nisabnya sebagaimana
yang terdapat pada hadits \Muadz.bin Jabal.yang! mengatakan sewaktu Nabi
mengutusnya ke Yaman sebagai penguasa atau wali, Nabi berkata : “Pungutiah biji-
bijian dari biji-bijian, kambing dari kambing, unta dari unta dan sapi dari sapi”.
(diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah). Hadits ini mengisyaratkan tidak dapatnya

mengganti zakat dengan barang lain, walaupun dengan harga dari barang itu.

'* As-Syaukani, Jilid IV, tt, hal. 167
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Hadits ini juga dijadikan pegangan oleh scbagian besar Ulama yang
berpendapat bahwa zakat harus diberikan apa adanya untuk digunakan secara
konsumtif. Sedangkan Ulama yang lain termasuk 4bu Hanifah memperbolehkan
mengganti zakat dengan harganya.

Dari kedua hadits diatas nampak bahwa zakat harus diberikan kepada
mustahiq dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif. Cara ini
memang cocok apabila sasaran p¢ndayagufiaannys adalah fakir miskin yang memang
memerlukan makanan dengan segera, Karenaapabila zakat diberikan dalam bentuk
lain yang bersifat produktif ia tidak dapatyémenuhi kebutuhan konsumsinya. Akan
tetapi jika ditihat pendapat mad=hab) Syafi'i Iyang berpendapat bahwa dalam
memenuht kebutuhan fakir miskin, mereka diberi’ harta zakat untuk memenuhinya
sampai batas diperkirakan mereka tidak_akan_terlantar lagi dihari depannya, maka
pemberian zakat secara konsumtif tersebut kurang menjamin masa depan para
mustahiq. Memang pendapat /maiii Syafi i tersébut tergantung kepada jumlah dana
yang terhimpun dan jumlah fakiciniskin yang bethak’mefterima. Cara tersebut hanya
memungkinkan untuk dilaksanakan apabila dalam pembagiannya mengikuti madzhab
yang tidak memastikan dana zakat dibagi sama rata antara gblongan yang berhak,
misalnya madzhab Maliki.

Pendapat /mam Syufi'i di atas memerlukan kebijaksanaan pengelola zakat,
karena untuk menjamin masa depan fakir miskin itu tidak mudah, sebab tidak semua

golongan fakir miskin mempunyai keterampilan, bahkan tidak sedikit golongan fakir
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miskin yang mempunyai sifat malas. Karena itu perlu diadakan penelitian dahulu
tentang keadaan fakir miskin tersebut. Bagi yang mempunyai keterampilan dan
kemauan bekerja, menurut Imam Nawawi dalam bukunya Al-Majmu’. Mereka bisa
diberi dana zakat untuk membeli alat-alat untuk membuka lapangan kerja baru yang
diharapkan dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Besar dana yang
diberikan berbeda-beda scsuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat-sifat
perorangan. Misalnya, penjual parang|kelontong\ diberi dana zakat yang sesuai
dengan modal yang diperlukannyagseogaig petanidiberi tanah yang cukup. Bila fakir
miskin itu tidak mempunyai kcterampilan-apapun, mereka diberi zakat yang dapat

mencukupi biaya hidup selama hidup, bila, tidak maka mereka diberi biaya hidup

untuk setahun, '

Disamping |itd, Ppehlu dicdfat babwd Juhttk™ pfendmbBuhkan etos kerja
dikalangan fakir miskin perly diadakah penyuluhan dan bimbingan dari usaha
mereka. Untuk melaksanakan hal ini tergantung dari jumlah dana zakat yang
terkumpul, jumlah fakir miskifi yang berhak dan yang lebih penting lagi adalah
pengelolaan zakat itu sendiri. Dengan berpedoman pada Al-Qur’an dan Al-Hadits
yang kemudian dijabarkan dalam buku Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan
Zakat serta memperhatikan beberapa pendapat di atas, BAZIS DKI mempunyai

kebijaksanaan tertentu mengenai pendayagunaan Z1S yang terkumpul.

1 Yusuf Qardhawi, jilid 11, 1969, hal. 564 - 566
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Pelaksanaan pendayagunaan ZIS itu ditetapkan dengan SK Gubernur KDKI
Jakarta. Diantara surat dan surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang berkenan
dengan pendayagunaan ZIS adalah sebagai berikut :

a) Keputusan Gubermur DKI Jakarta Nomor : 267 Tahun 1979 tentang Peraturan
Tata Tertib Kerja Tetap (PERTA) pendayagunaan zakat produktif sektor
ashnaf fakir miskin dalam wilayah DKI Jakarta.

b) Keputusan Gubernur DKI JakartaNomer : 812/-1, 857.2 tanggal 4 September
1979 tentang pendayagunaatr hasil’ZIS untuk bantuan fisik dan non fisik.

c) Keputusan Gubermur DKI nomer 3707talun 1980 tanggal 18 Apnl 1980
tentang pokok-pokok landasan umum kebijaksanaan umum pengelolaan zakat
dan infak/shodagqoh.

Di dalam ketiga surat dan Surat Keputusan Gubernur di atas yang paling
pokok adalah Surat Keputusan Guberfitir DK Jakarta Nomor. 370tahun 1980 tentang
pokok-pokok landasan umum. kebyaksanaanmpengelolaan zakat dan infag/shadaqah
oleh Badan Amil Zakat dan Infaq /Shadagah Daerha Khuss\bu Kota Jakarta. Dalam
SK.Nomor. 370 Tahun 1980 itu disebutkan bahwa pendayagunaan zakat, infaq dan
shadaqgah tetap disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam surat At-Taubah ayat
60, hanya saja untuk ar-rigab ditiadakan karena dianggap di Indonesia ashnaf tersebut
tidak ada. Di samping itu pendayagunaan untuk fakir miskin ditujukan kearah
produktif, namun demikian mengingat kondisi masyarakat saat ini, maka dana

konsumtif tetap disediakan. Sedangkan di dalam pelaksanaan teknisnya BAZIS DKI
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Jakarta membuat ketentuan umum yang merupakan kebijaksanaan pendayagunaan

zakat di dalam empat sektor, yaitu :

1)
2)
3)

4)

Sektor Fakir Miskin
Sektor Amil
Sektor Muallaf,al-Gharinin dan Ibnu Sabil

Sektor Sabililiah
Pada saat ini prosentase pembagiarinyd sebagai berikut ; ¢

(1 35 % untuk sektor|fakin,miskin: 25% untuk kepentingan produktif dan
10% untuk kepentingan konsumtif

(2) 10% untuk sektor amil

(3) 10% untuk sktor muallaf, Gharimin dan Ibnu Sabil

(4)  45%|untukescktor sabilillah dengad pembagian sébagai berikut :
25% untuk kepentingan pembangunan fisik keislaman
15% untuk pembinaan BAZIS.

Perlu dicatat bahwa bagian untuk amil sebanyak 10% selama mereka masih

dipikul oleh pemerintah daerah Khusus Tbu Kota Jakarta, bagian dialihkan kepada

sektor fakir miskin dan sektor sabilillah masing-masing 5%.

Meskipun sudah ada ketentuan umum pendayagunaan zakat, namun BAZIS

DKI Jakarta dalam pendayagunaan ZIS setiap tahunnya selalu mempertimbangkan

masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Yang banyak mendapat perhatian
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adalah masalah_ yang menyangkut kepentingan masyarakat bawah dan
pengembangan agama Islam. Dengan demikian sektor yang diperioritaskan dapat
berubah-berubah dari tahun ke tahun, Dilihat dari data yang ada nampaknya sektor
sabilillah tetap mendapat prioritas utama. Sedangkan faktor fakir miskin
memperoleh prioritas kedua dan prioritas terakhir adalah sektor muallaf, Ibnu Sabil.
Adapun realisasi pendayagunaan ZIS bagi masing-masing sektor adalah sebagai
berikut:'®
- Sektor Fakir Miskin

Sebagaimana sudah disebutkan |bahwa dana bagi sektor fakir miskin ini
dibagt dua, yaitu dana konsumtif dan-dand preduktif, Yang dimaksud dana konsumtif
adalah dana (ZIS) yang diberikan kepada mustahiq secara cuma-cuma karena yang
bersangkutan  dianggdp™\Kiirdng / mampu.) uhtik] “méménuti-_hajat hidup dan
kehidupannya. Termasuk dalam kebutuhan pokak disini adalah kebutuhan makan,
sandang, perumahan kesehatan dan pendidikan, Pendayagunaan ZIS yang paling
menonjol dalam sektor fakir miskin dana konsumfif ini adalah dana untuk
pendiciikan. Dalam realisasinya dana konsumtif bisa diberikan dalam bentuk :
a. Santunan wajib belajar bagi anak didik tingkat SD/Ibtidaiyah bagi anak

yatim/piatu non panti dan keadaan orang tuanya/walinya tidak mampu.

b. Santunan bagi karyawan pemda DKI Jakarta golongan I, dialokasikan dari hasil

zakat dan infak/sodaqoh karyawan yang konsisten.

1 SK Gubernur DKI Jakarta, no. 370, 1980 tentang pendayagunaan ZIS.
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c. Santunan bagi pembinaan panti asuhan/jompo.

Sedangkan danma bagi mustahiq produktif diberikan untuk membantu
meningkatkan kesejahteraan hidup fakir miskin dalam bentuk:

a. Bantuan modal usaha kopratif bagi usaha ckonomi lemah atau fakir yang
mempunyai jiwa wiraswasta.

b. Bantuan usaha peningkatan produktifitas kerja pengelola zakat dan
infak/shodaqoh di tingkat wilayah.

¢. Bantuan modal usaha tingkat DKI Jakarta diatahkan pada rintisan pembentukan
“pilot proyek”, bekerja sama dengan organisasi/l.lembaga Dakwah/Sosial.

Dalam SK Gubernur DKI| Jakarta)No. 1361 tahun 1988, bantuan bagi pelajar
yang bertakwa dan berprestasi namud| orang|taajwalinya tidak mampu, dan bagi
mercka yang menempuh program S 3, Program Pasca Sarjana yang berasal dari
Perguruan Tinggi dan bertugas”di "wilayah"DKI Jakarta, dimaSukkan dalam dana
produktif.

-. Sektor Sabilillah, realisasiaya bergpa

a. Bantuan yang berupa fisik, diberikan dalam bentuk:

(1) Bantuan yang menunjang swadaya pembangunan masyarakat dalam bidang
sarana fisik keislaman seperti pembangunan Masjid Mushoila dan lain-lainnya.

(2) Paket proyek monumental tingkat Kota, sekala prioritasnya diberikan kepada

pembangunan sarana tempat pendidikan Sekolah Dasar (Taman Kanak-Kanak).

'3 Lapo}an tahunan BAZIS
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(3) Paket proyek monumental Tingkat DKI Jakarta diberikan dalam bentuk bantuan
pembangunan swadaya masyarakat dibidang sarana pelayanan masyarakat
(rumah bersalin, poliklinik).

b. Bantuan yang bersifat non fisik, diberikan dalam bentuk :

(1) Bantuan pembinaan kegiatan keagamaan melalui organisasi lembaga
‘dakwah,seperti Majelis Taklim kegiatan pendidikan tingkat DKI, tingkat Kota
dan BAPINROH. Bantuan 4nhi diberikan unhtuk memotivisir kegiatan usaha
masyarakat membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa.

(2) Bantuan pembinaan dakwah Karyawan/pejabat Pemda DKI Jakarta. Bantuan ini
diharapkan dapat memotivisirZpara karyawan/pejabat Pemda DKI Jakarta agar
menjadi karyawan /pejabat yang bersih dan berwibawa (bersih dari KKN).

(3) Bantuan pembinaan dan penyuluhan zakat dan infak/shodaqoh dalam rangka
memotivasi pentngkatan hasil pengumpuldn-zakat dan mfak’/shodagoh dengan
meningkatkan kesadaran | anasyarakat--\untuk| melaksanakan zakat dan
infak/sodaqoh serta pemasyarakdtan)Lémbaga AMIL BAZIS DKI Jakarta sebagai
pengelola ZIS resmi/pemerintah di wilayah DKI Jakarta.

- Sektor /bnu Subil, Muallaf dan Ghorim:

a. Bantuan Jbnu Sabil diberikan kepada mereka yang kehabisan bekal dalam
perjalanan (dijalan Allah) termasuk para da’i yang memerlukan biaya perjalanan,

seperti guru mengaji yang tidak mempunyai penghasilan tetap.
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b. Bantuan Muallaf disediakan untuk pembinaan bagi mereka yang baru memeluk
agama Islam dan pembinaan para muallaf ini dikoordinasikan dengan lembaga-
lembaga/instanst yang mempunyai program pembinaan muallaf.

c. Bantuan Ghorimin diberikan kepada mereka yang mempunyai hutang baik untuk
kepentingan pribadinya (bukan perbuatan maksiat) maupun untuk kepentingan
kemaslahatan ummat. Bantuan ghorimin ini dapat pula diberikan untuk santunan
biaya pengobatan pasien kropis yang darurat dan tidak mampu, demikian pula
halnya terhadap mereka yang terlibatkorban rentenir.

d. Santunan bagi marebo: masjid/mushollasyang belum mempunyai penghasilan
tetap dari pengurus masjid/mushollal yang bersangkutan . Perlu dicata bahwa
setiap tahun mengenai pendayagunaan-ini | pada prinsipnya sama hanya kadang-
kadang mustahiq tertentu dipindahkan dari sektor fakir miskin berubah di sektor
Ibnu Sabil. Hal 1ni tergantung pada situasi dan kondisi yang ada misalnya tahun
1986/1987 marebor termasuk—dalam /sektor Mfakir miskin tetapi pada tahun
1987/1988 termasuk dalam sekiar MIG.

Kebijaksanaan BAZIS DKI Jakarta untuk menyalurkan dana produktif
sudah mulaj dilaksanakan sejak tahun 1977. Namun pedoman pengelolaan dana
produktif ini baru diatur dalam keputusan Gubermnur DKI Jakarta No. 267 tahun
1979, yang isinya antara lain sebagai berikut:

a. Pembinaan dana diperuntukkan bagi fakir miskin yang mempun yai jiwa swasta

sebagai modal usaha.
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b. Mustahik yang konsisten, diberikan bantuan dana produktif diharapkan dapat
menginfakkan kembali senilai uang yang diterimanya selama dua tahun dengan
tenggang waktu tiga bulan.

Adapun pelaksanaannya, BAZIS tingkat kelurahan biasanya menqajukan
nama-nama calon penerima. Kemudian nama-nama itu diseleksi oleh badan
penelitian dan pengembangan BAZIS (LITBANG) tingkat pusat (DKI). Dengan
mempertimbangkan dana yang tepsediag; BAZIS menetapkan nama-nama mustahiq
yang menerima dana produktif tersebut. Kurah/Kepala Desa sebagai komponen OPZ
(Organisasi Pengelola Zakat) di tingkat\Desa/Kelurahan bertindak sebagai penjamin
dan penanggung jawab terhadap”penunjukan calon mustahiq dan keberhasilan
pengembangan dana produktif divwilayahnya|Bukti keberhasilan para mustahiql
produktif itu ditunjukkan dengan cara mengembalikan dana (menginfakkan kembali)
dana itu ke BAZIS realisasinya hanya-sedikit * yang mau dan mafipu menginfakkan
kembali dana yang telah mereka terima.

* Menurut Dawam Raharjo, dana |(produktif) BAZI8 DKI itu perfu dikelola
oleh lembaga tersendiri yang menguasai teknik perkreditan dan pengembangan
masyarakat. Lembaga itu bisa berujud Lembaga Pengembangan Swadaya
Masyarakat (LPSM), bisa pula sebuah Bank Khusus yang untuk sementara waktu
disebut Bank Islam atau lembaga perantara Keuangan Islam (Islamic Financial
Intermediary Institution). Dapat pula lembaga ini disebut Bank Sosial A atau B.

Lembaga mi bekerja menurut prinsip koperasi yang beroprasi atas dasar prinsip
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tanpa bunga . Dukungan utama terdiri dari anggota yang melakukan kegiatan
menabung dan kegiatan produksi tertentu. Pada mulanya lembaga ini bisa
memberikan kredit pada golongan miskin secara indifidual atau kelompok. Tetapi
setelah berhasil memanfaatkan dari Bank, orang-orang itu otomatis bisa menjadi
anggota atau nasabah. Bank sosial int dapat pula memberi pinjaman kepada koperasi-
koperasi pondok pesantren scperti yang telah dilakukan BAZ Jawa Barat. Demikian
pula kepada usaha-usaha sosial sepertismendirikan sekolah |, kursus-kursus, klinik,

dan lain-lain. Lembaga-lembaga [sosial ifu harus mampu mencari pendapatan untuk

mengembalikan hutangnya.'®

Prof DrH. Syahrin Harahap, //MA. Dalam bukunya Islam Konsep
Implementasi Pemberdayaan mengemukakan-bahwa : “ Dalam pemberdayaan zakat
secara tepat dan efektif, pterlihat radanya) tafiggung~jawabCSosial  kita secara
keseluruhan. Pertama, memasukkan diri kita masing-masing pada posisi Muzakki.
Hal ini tertu bagi mereka yang memungkinkan untuk menjadi muzakki, harus pula
menempati posisi lainnya "yaknis€bagdi penerifid zaKat ‘atau pengurus zakat. Kedua,
Bagi yang kebetulan dipercaya menjadi pengelola zakat, hendaknya melaksanakan
pengelolaan zakat secara terencana agar dapat mengembangkan mustahiq secara
menyeluruh. Ada beberapa alternatif yang dapat dilaksanakan dalam pendistribusian
zakat tersebut:

1. Pendekatan Parsial

'® Dawam Rahardjo, Op. Cit, hal 48
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Parsial berarti forming only a part, not complete, atau sebagian, tidak
menyeluruh. Pendekatan semacam ini merupakan pertolongan yang dilakukan secara
langsung dan bersifat insidentil. Dengan cara itu pendistribusian zakat lebih
berbentuk konsumstif karitatif dan hanya bersifat temporary relief (peringanan beban
sesaat). Dalam kontek kesejahteraan sosial, pendekatan semacam ini disebut
pendekatan tradisional, cenderung mengadakan perubahan secara tidak terencana.
Dengan pendekatan ini, dampak pendistribusian zakat bagi mustahiq setidaknya ada
dua yakni:

a. Konsumtif Tradisional

Dalam hal ini zakat hanya~dimanfaatkan eleh mustahiq secara langsung dan
hanya cukup memenuhi kebutuhaiy sesaat: Bentuk ini lebih sesuai diberikan kepada
yang benar-benar tidak mampu berusaha mencari rizki disebabkan, misalnya, sudah
sangat tua dan lemahbadannya, atau halangan lain yang dapat diterima akal.

b. Konsumtit Kreatif

Dalam hal ini mustahig_dapat’ mengembangkan/dan memanfaatkan zakat,
misalnya untuk pembelian alat-alat sekolah, bea siswa,dan lain-lain. Pendistribusian
seperti ini lebib relevan dilaksanakan untuk mereka yang kekurangan tetapi
mempunyai potensi untuk mengembangkan diri.

2. Pendekatan Struktural
Pendekatan Struktural atau juga disebut institusional atau produktif, yakni

cara pendistribusian zakat dengan mengutamakan pemberian pertolongan secara
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terus menerus, atau pendekatan yang lebih cenderung kepada usaha pengadaan

perubahan secara berencana. Dengan pendekatan ini pemecahan masalah tidak

insidentil, tetapi justru mengubah dasar yang menjadi sebab kemiskinan,
keterbelakangan, atau kelemahan. Melalui pendekatan ini, maka pendistribusian zakat
dapat berbentuk:

a. Produktif Tradisional, dimana zakat dapat diberikan dalam bentuk barang yang
produkiif seperti kambing, kepbau, tembu, mesin jahit, mesin cetak, alat cukur,
peralatan bengkel, atau pertukangan@daniain-lain. Bentuk seperti ini lebih sesuai
diberikan kepada mereka yang tergelong.mustahiq yang mau, mampu dan kuat
berusaha.

b. Produktif Kreatif, dimana zakat| diwujudkan'dalam bentuk permodalan baik
untuk membangun proyek sosial atau untuk menambah modal bagi para pedagang
kecil.

_Bentuk semacam ini tammpaknya. lebih/sesvai diwujudkan dalam bentuk
kelembagaan yang dapat dirasakan manfaatnya-olelrumat bukan oleh seseorang saja,
seperti melalui koperasi, dan lain-lain. Pendekatan Struktural ini untuk masa sckarang
merupakan usaha tim, yang melibatkan berbagai profesi dan disiplin keilmuan. Sebab

usaha ini lebth memungkinkan untuk melihat secara komprehensif problem

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.'’

17 Syahrin Harahap, 1999, hal. 105
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Berkenaaq dengan pendistnbusian zakat tersebut, tim penelitian dan seminar
zakat DKI Jakarta, memutuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis. Dengan
begitu diharapkan pada akhirnya penerima zakat akan berubah menjadi
pembayar zakat, atau paling tidak, tidak lagi memerlukan zakat.

2. Hasi! pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada para mustahiq,

dapat dimanfaatkan bagi/fembangtinan dengan menyimpannya dalam bank
pemerintah baik dalam beatuk ©epesito, sertifkat atau giro biasa.'®

Dalam hal int Imam Abu-Hamfah dan para pendudkungnya berpendapat
bahwa : Zakat itu tidak boleh dibertkan kepada seldin delapan orang mustahiq, tetapi
boleh memuilih (prioritas) di antara delapan-erangtersebut. Semua ini tergantung pada
kebijaksanaan pemegintalnbérdasarkanpadamastahatyang ada. Dengan kata lain soal
prioritas zakat sangat berkaitan., dengan , pertimbangan maslahat. Sedangkan
kemaslahatan enantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan ummat. Sistim
distribusi dengan metode” pnioritas imi” tampakmnya“merupakan pilihan yang sesuai
dengan perkembangan ummat kontemporer.

Beberapa ckonom Muslim beranggapan bahwa ditribusi zakat secara
konsumtif mempunyai kecenderungan menimbulkan inflasi, sebab zakat pada
hakikatnya adalah pemindahan sebahagian kekayaan kepada kaum miskin, Jadi

merupakan hal yang potensial bagi bertambahnya jumlah permintaan yang
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mengakibatkan inflasi. Selama harga naik, suatu distribusi zakat yang kurang hati-
hati tidak hanya akan mendorong harga yang lebih tinggi, tetapi juga merugikan
kepentingan masyarakat ekonomi lemah.

Agar terpelihara dari kesulitan ini, maka muncullah ide surplus zakat Budget,
yang i)erani jumlah total penerimaan zakat lebig besar jumlahnya daripada jumlah
total distribusi zakat. Artinya tidak semua yang terkumpul dibagikan. Sisanya
menjadi tabungan yang dapat dijadikan sumber'pembiayaan proyek-proyek produktif.
Ini mengingat, distribusio zakat"secar konsumtif sangat potensial menjadikan
golongan miskin semakin malas daniterbenam’dalatn kepapaannya.

Syahrin Harahap lebih lanjut mengatakan: ¥Ekonomy yang mempertahankan
surplus zakat budget selanjutnya, menawarkan ‘penerapan zakat dalam bentuk
sertifikat menurut ide jni, sebagai, pengganti serah terima uang.tunai, Badan Amil
Zakat daoat menginvetasikan dalam industri-industri untuk membuka lapangan kerja
bagi masyarakat golongan lemah (faKit thiskin) agar mereka mempunyai sumber
kahidupan yang tetap. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan ini dapat dibagikan
kepada fakir miskin dalam bentuk dividen tahunan. Pada priode-priode dimana
tingkat harga membumbung tinggi, dividen-dividen itu tidak diberikan dalam bentuk
uang tunai, tetapi sebaliknya sertifikat zakatlah yang duberikan, dan baru dapat

divangkan menurut kehendak Helder (pemilik) setelah, umpamanya lewat masa tiga

¥ BAZIS DKI Jakaria, 1981
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atau enam bulan. Dengan cara ini permintaan dapat diperkecil dalam suatu masa yang
pendek, schingga tidak menimbulkan fluktuasi (turun naik) harga. '’

Dari analisis di atas dapat di rumuskan konsep, pemikiran-pemikiran sebagai
bertkut:

1. Agar kewajiban zakat tidak di anggap sebagai beban hukum yang berat dan para
pemberi zakat harus menyadari bahwa zakat itu adalah sabuk pengaman harta-
hartanya sebab dengan menundikan zakat, harta dan dirinya akan aman, akan
disucikan Allah, dibeni keberkahan, ‘dan vang lebih penting lagi jaminan Allah
tentang pengembangan dan peningkatan kualitasnya, ‘hal itu dapat diketahui
antara lain dari dampak positif ibadal‘zakat ity yakni:

a. Mengikis habis sifat-sifat kekikiran-dalam jiwa seseorang, serta melatihnya,
untuk memiliki sifat kedermawafidi dan méngantamyaantdk mensyukuri nikmat
Allah, sehingga pada akhirnya dapat mensucikan diri dan mengembangkan
kepribadiannya.

b. Menciptakan ketenangan dah keténtcraman bukan hanya kepada penerima tetapi
juga kepada pemberi zakat, infak, dan shodagoh.

c. Menghilangkan kedengkian dan iri hati, karena kedengkian dapat timbul dari
mereka yang terus menerus dalam kemiskinan (kecemburuan sosial).

d. Mendorong mengembangkan harta benda, baik dari segi spiritual, maupun dari

segi ekonomis-psikologis. Tbnu Khaldun bahkan pernah menjelaskan bahwa rizki

* Syahrin Harahap, Op. Cit, hal. 106
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manusia hanyalah apa yang dinikmatinya, dan harta yang dikembangkan untuk
kepentingan rakyat banyak.

Bagi Mustahiq, zakat hendaknya dapat memperbaiki kesehatan tubuh, semangat
kerja, kecerdasan berpikir, rasa persaudaraan, cinta kasih, rasa terima kasih, dan
kesediaan menolong, serta membantu kaum lemah.

Bagi pengurus zakat, pengelolaan zakat hendaknya dipahami sebagai tugas dan
tanggung jawab untuk menunaikafslamanah yang diberikan oleh muzakki dan
syara’ (agar dapat dipercaya),-untukl menjembatani keadilan sosial, dan sebagai

bukti pengabdian (ta ‘ubbud) kepadavAllahs



BAB 1V

KAJIAN TENTANG ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pegertian Ekonomi Islam

Agar menjadi lebih jelas tentang kajian zakat dalam perspektif ekonomi Islam,
maka pada bab IV ini, Penulis|terlebih dahdlu‘akan menguraikan eksistensi zakat
salah satu pilar rukun Islam yang ketiga. |

Seperti Penulis uraikan sebeluninya bahwa zakat mengandung berbagai aspek
manfaat di dalam siklus kehidupan manusia, antara lain memiliki nilai hubungan
vertikal antara manusia dengan penciptanya yang masukkategori ibadah malfiyah.
Disamping itu zakat juga memihki 'muamlah/yang tercermin dar terjadinya suatu
proses untuk membantu, kehidupan-sesama-ummat dalam komunitasnya dengan
menafkahkan sebagian harta bendanya untuk dialokasikan kepada yang berhak
menerimanya (mustahiqquzzakah), yaitu: Fakir, miskin, amil. muallaf, rigob,
ghorimin, sabilillah dan ibnu sabil. Penjabaran rumusan ke delapan golongan tersebut
dilakukan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad dalam berbagai aliran
hukum Islam. Oleh karena itu kadang kala rumusannya berbeda. Di Indonesia tidak
ada rigob dalam pengertian semula, oleh karena itu diisi dengan pengertian baru yaitu
pembebasan manusia dari perbudakan lintah darat: pengijon dan rentenir. Perumusan

tentang penerima zakat yang lain juga disesuaikan dengan keadaan di Indonesia dan

perkembangan masa kini.
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Surat At-Taubah ayat 60, hanya menyebut kelompok-kelompok masyarakat
yang berhak menerima zakat, yaitu di dalam istilah hukum (figih) Islam disebut
asnaf Tsamaniyal atau kelompok delapan. Rumusan dan pengaturan pembagiannya
lebih lanjut diserahkan kepada ijtithad manusia, sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan serta kemaslahatan maSyarakats pJika ‘delapan golongan atau kelompok
tersebut dalam surat At-Taubah ayat 60 it dikefompokkan lagi, akan terdapat tiga
hak dalam zakat. Hak-hak itu adalah (§) - hak fakir miskin (2) hak masyarakat, dan (3)
hak Allah. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

(1) Hak fakir miskin inerupakan/ Hak:yang esensial dalam zakat karena
Tuhan menegaskanbahwa dalamrharta dan pendapatan seseorang ada
hak orang miskin (QS. 70,24,25), baik yang meminta-minta maupun
yang diam*diarm saja

(2) Hak masyarakat juga“terdapat dalam zalkaf, kdrema harta kekayaan
yang diperoleh ; seseorang sesungguhnya dari masyarakat juga,
terutama kekayaan.yang dipereleh\melalui perdagangan dan badan-
badan usaha. Hak masyarakat itu harus dikembalikan kepada
masyarakat terutama melaltisaluran'sabililfab. Dalam harta kekayaan
seseorang terdapat hak masyarakat (QS. 51:19).

(3) Hak Allah, sesungguhnya harta kekayaan seseorang itu adalah hak
milik mutlak Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati,
dimanfaatkan dan diurus sebaik-baiknya. Menyebutkan zakat sebagai
hak Allah adalah mendudukkan zakat sebagai ibadah Khoshshoh
(ibadah khusus) yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dalam rangka

melaksanakan perintah Allah.?

Selain kelompok delapan yang berhak menerima zakat tersebut di atas, maka
ada beberapa kelompok orang yang tidak berhak mencrima zakat yaitu :
1. Keturunan Nabi Muhammad Saw.
2. Kelompok orang haya.
3. Keluarga muzakki bersangkutan dalam garis ke atas dan ke bawah.

*Muhammad Daud Ali, Op. Cit. Hal. 48
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4. Orang yang sibuk beribadah sunnah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi
merupakan kewajibannya mencari nafkah untuk diri dan keluarga dan orang-
orang yang menjadi tanggungannya.

5. Orang yang tidak mengakui adanya tuhan dan menolak ajaran agama , mereka

disebut mulhid atau atheis.'

Dari uraian di atas, maka menjadi jelas bahwa objek pendistribusian zakat itu
hanya diperioritaskan kepada delapan-asraf sesual petunjuk, Al-Qur’an Surat At-
Taubah ayat 60. Nanun apabila salah §atudari enam asnaf tersebut tidak terdapat di
lingkungan kita maka dapat dialitkan kepada saluran sabilillah, yang tujuannya agar
pendayagunaan zakat itu benar-benar memberikan manfaat atau kemaslahatan di
kalangan masyarakat luas. Demikian pula_ zakattidak dibenarkan apabila diberikan
kepada lima kelompok ,orang, tersebut. di-atas.karena, bertentangan dengan ajaran
syariat Islam. Hal ini perlu adanya kajian lebih lanjut agar pendistribusiannya senafas
dengan kehendak Allah Swt.

Kata ekonomi yang ‘sering ‘kita dengar mempunyai-definisi yang sebenarnya
tidak sederhana, dimana kata ekonomi bukanlah dalam makna etimologis, yang

berarti hemat atau kekayaan, tetapi yang dimaksud ekonomi adalah makna
terminologis yaitu kegiatan mengatur urusan harta kekayaan.”? Untuk lebih jelasnya,

secara eimologis, ekonomi berasal dari kata oikonomia yang barasal dari bahasa

Yunani. Qikonomia berasal dari dua kata : Qikos yang bararti Rumah tangga dan

" bid, hal. 49

22Taqiyuddin An-Nabhani, alih bahasa Munawar Isma’il, 1999, Juz I, hal. 47
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nomos Dberaru awuran. venagn gemikian ckonomi memiliki arti mengatur rumah

tangga. Sehingga ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur rumah
tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai economics.?

Sedangkan secara terminologis para ahli banyak sekali memberikan definisi,
diantaranya diungkapkan oleh Gerdrldo P. Sicat dan't1. W. Amdt yang intinya sebagai
berikut : Ilmu ekonomi adalah ilmu yang béskenaan dengan prilaku manusia dalam
memenuhi segala kebutuhannya dengan sumber-daya yang terbatas, baik untuk

sekarang maupun akan datang|¥ang mempengaruhi produksi barang distribusi
imbalan yang terdiri dari produksi tersebut.dan akhirnya konsumsi barang tersbut.?*

Selanjutnya Patl[A | Sdmuélson, érang Amérika peftama.yang meraih hadiah
Nobel dibidang ekonomi tahun 1970; yang dikutip pleh Sadono Sukimo, memberikan

definisi sebagai berikut :

‘limu ekonomi merupakan studi mengenai bagaimana orang-orang dan
nasyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan
nenggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan
Jalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa
mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi, sckarang dan maa yang akan
datang, kepada berbagiai orang dan golongan masyarakat. Ilmu ckonomi
menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan

sumber-sumber dza.ya.25

PMurasa Sarkani Putra, ttp, 1999, hal. 5
M Grarldo P. Sicat dan H.W. Arndt, 1091, Cet I, hal 3-4

2:’Sadono Sukirmo, 1985, hal 3
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Para ahli ekonomi lain mengemukakan tentang arti ekonomi secara
terminologis (istilah) sebagai berikut :

1. Adam Smith, “Ekonomi merupakan sarana-sarana kekayaan bangsa-bangsa

sebab matrial itu dari kemakmuran, seperti hasil industri dan pertanian”.?

2. Abdul Manan, “Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari
prilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang

dimiliki kegunaan-kegunaan altermatif™.?’

3. Lukman Ali, “Ekonomi adalah_dlmumengenal asas-asas produksi, distribusi
dan pemakaian barang-barang sertd kekayaan, seperti: keuangan, peindustrian
dan perdagangan”.

4, Mubiarto, “Ekonomi adalah kajian tentang manusia dalam kehidupan sehari-

hari, ia mempelajari perbuatan-perbuatan-perorangan dan perbuatan sosial
vang paling erat kaitanaya—dengan—pencapaian dan pemanfaatan alat

pemenuhan kebutuhan material untuk kescjahteraanya”.*®

5. Endang Saefuddin dalam bukunya “Wawasan Islam” mengatakan bahwa
“ekonomi jadalah jkegiatan—manusia™ dany~kegiatam~ masyarakat untuk
mempergunakan! unsur‘unsur. ‘prodekst | dengam\ sebaik-batknya untuk

memenuhi berbagai kebutghan” *

6. Ton Gunadi dalam bukunya “Sistém Perckonomian Pancasiladan UUD 1945”
mengatakan bahwa, 3 “Ekonemipsuatu=iligu~yang, mengkaji manusia dalam

usahanya untuk mencapai ketakmuran®>°

Dari beberapa devinisi yang dikemukakan oleh para ahli ekonomt tersebut di
atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang
mengkaji dan mempelajari tingkah laku manusia dalam pemanfaatan sumber daya

yang produktif dan langkah untuk memproduksi barang dan jasa serta

*Abu Ahmadi, 1980, hal. 2

*’ Abdul Manan, 1993, hal. 19

z8Mubia.rto, 1987, hal. 12

29Endang Saerfudin Ansori, 1982, hal. 172
*Ton Gunadi, 1985 hal. 6
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mendistribusikannya untuk konsumsi. Hal tersebut mendeskripsikan kepada kita

bahwa ilmu ekonomi makro mepunyai tiga sub sistem, yaitu produksi, distribusi dan

konsumsi. Demikian pula bahwa seluruh masyarakat meskipun berbeda-beda

kehidupan dan tingkat kemajuannya, namun semuanya akan selalu menghadapi

berbagai persoalan yang dihadapinya-sesuai-dengan hajat kebutuhan manusia normal.

Sebagaimana beragamnyadefinisiimengenal ilmu ekonomi, maka pendefisian

ekonomi Islampun beragam pula, diantaranyaidikemukakan oleh :

1.

M.A. Manan yaitu: “Ilmu Sekonomi islary adalah pengetahuan sosial yang
mempelajari masalah-masalalb ekonomi rakyat yang diilhaiu oleh niali-nilai

Islam™.?

M.M. Metwalli mendefinisikannya dengan “Ilmu yang mempelajari prilaku
muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur’an, As-Sunnah,
[jma dan qiyas™?

Muhammad Abdullah Al-arabi yang dikutip,oleh Ibrahim Lubis, mendefinisikan
ckonomi Islam senbagai “Selumpuldn-dasar<dasar umum ekonomi yang kita
simpulkan dari Al-Qur’an dan Sunnah, dan merupalkan bangunan perekonomian
yang kita dirikan | dizJatas )1&ndasan dasar’dasar t€rsebut sesuai dengan tiap

lingkungan dan masa”.>

Dari ketiga definisi di atas nampaknya memberikan deskripsi yang hampir

senada, dimana seluruhnya merumuskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang

mempelajari perilaku muslim sesuai dengan dasar-dasar ekonomi yang digali dari

sumber utama Islam (bauk al-Qur’an , Sunnah, [jma dan Qiyas).

3y fuhammad Abdul Mannaan, 1992, hal. 19.
304 M. Metwalli, tt, Cet. I, hal. 1

" BIbrahim Lubis, 1994, cet 1, hal. 245
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Sebenarnya definisi ilmu ekonomi (konvensional) dengan ekonomi Islam
tidaklah jauh berbeda, hanya saja dalam ilmu ekonomi Islam dititik beratkan pada
penerapan syari’ah dalam perilaku ekonomi dan dalam pembentukan sistem ekonomi.
Karena mereka berasumsi bahwa kebahagiaan dunia merupakan modal untuk meraih
kebahagiaan yang hakiki yaitu kebahagisan-akherat. Sedangkan sistem ekonomi itu
sendini diartikan sebagai “ilmu<ekonomi yang |dilaksanakan dalam praktek”
sedangkan sistem ekonomi Islam itusendiri dapat didefinisikan sebagat berikut :

“Ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalampraktek sehari-hari bagi individu,
keluarga, kelompok masyarakat/maupunppemerintah atau penguasa dalam
rangka mengorganisasi faktor prodeksi, distribusi dan pemanfaatan barang

jasa yang dihasilkan induk dalam) perundang-undangan atau aturan Islam

(sunnatullah)”, **

B. Sumber-sumber Ekonomti Islam

Sebagaimana yang telah ditraikan dinatas) bahwa pengertian sistem ekonomi
Islam yang menitik beratkan pada adanya aturan_atau undang-undang Islam yang
terkandung dalam seluruh tindakan pelaku ekonomu, batk individu masyarakat atau
pemerintah. Keseluruhan aturan tersebut tercakup dalam hukum Islam yang unik.
Keunikan tersebut terlihat dengan jelas terbukti dengan keluasan dan asas-asasnya
mengenai seluruh masa]_ah umat manusia yang berlaku sepanjang zaman. Berbeda
dari hukum manapun yang mengalami pasang surut. Karena nilai-nilai yang
tercantum dalam peraturan atau undang-undang tersebut digali dan diambil dari

sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an, Al-Hadis, Jjina dan Qiyas.

3
4Dawam Rahardjo, 1999, hal. 7- 8
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1. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah sumber hukum Islam yang pokok, universal, abadi, dan
fundamental serta terjaga keotentikannya disetiap ruang dan waktu. Al-Qur’an sendiri
didefinisikan sebagai benkut :
“Kalam Allah SWT yang diturunkan oleh Nya dengan perantara malaikat Jibril ke
dalam hati Rasululloh Muhammad bin>Abdullah dengan lafad (kata-kata) bahasa
Arab dengan makna yang benar, agar menjadi tujjah bagi Rasul SAW, dalam
pengakuannya sebagai Rasululloh: Juga sebagai) Undang-undang yang dijadikan

pedoman umat manusia dan sebagatamaliibadah bila dibacanya™. »

Sehingga pandangan ummat Islam selaly bertumpu dan berpegang pada

petunjuk Al-Qur’an disegala aspekkehidupan, baik-dalam hal yang berkenaan dengan
akidah, akhlak ataupun Syari’ah,*®

Al-Qur’an dengan segala _aspeknya tersebut, membimbing dan mengarahkan
manusia ke jalan yang lurus (keselamatan). Essensi dari Al-Qur’an sendiri bukanlah
hanya terfokus pada’" hubungan="manusia= “dengan ‘Tuhannya (hubungan
vertikal),melainkan juga hubungan antar sesama manusia (hubungan horisontal) dan

7

manusia dengan alam.>’ Oleh karenanya sistem gradual-lah yang ditempuh dalam

penurﬁnan Al-Qur’an, mulai dari pembenahan moral dan cara berfikir agar berporos

35 Abdul Wahab Khallaf, 1993, cet. ke I1I, hal. 22

*®Faruq an Nabhani, pent. Muhdi Zainuddin, 2000 cet. 1, hal. 22
MA. Mannan, Op. Cit, hal. 31-32
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pada keimanan sesuai kaidah Islam. Baru Al-Qur'an mcnectapkan berbagai dasar
undang-undang yang dibutuhkan demi tata peradaban umat Islam.*®

Kebanyakan apa yang diungkapkan dalam Al-Qucan dalam bentuk yang
global dan memerlukan perincian serta penjelasan. Hal tersebut dapat diinterpretast
dan dirinci oleh hadis dan ijtihad/yangs akan dibahas lebih lanjut sebagai sumber
ekonomi Islam.

Dalam Al-Qur’an banyak sgkali‘ayat Al=Quran, baik secara tersurta maupun
tersirat memberikan penjelasan mengenai aktifitas_ekonomi, mulai dari prodeksi,
distribusi hingga konsumsi. Dan salah|satir yang révolusioner adalah pemberdayaan
zakat bagi mereka yang mampu serta diharamkannya riba (usury).

Seperti Surat An-Nisa ayat 29 berbunyi :

N NCHPEIVRRPRY oo b WY G TRRRS IS
(YA v L._.»J‘.@{zm&\g_.;i

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesama dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimy,
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padanu. (Q.S. An-Nisa 3 : 29 )"
Menurut Muhammad Rasyid Ridlo dalam Tafsir Al-Manar ayat tersebut
memberikan interpretasi yang gamblang mengenai perdagangan yang dilaksanakan

dengan cara suka rela antara kedua belah pihak. Menurutnya dalam ayat tersebut yang

ditekankan bukanlah memakan harta dengan cara batil, melainkan mengambil

38M.Faruq An-Nabhanj, Op.Cit, hal. 32
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keuntungan melalui pergdagangan secara suka rela. Sukarela tersebut dilaksanakan

atas dasar tidak adanya kecurangan, manipulasi ataupun keinginan untuk berbuat
: : : 39
yang menyimpang dari ketentuan agama, termasuk juga masalah harga.

Apabila Al-Qur’an sepenuhnya merupakan wahyu Allah, maka hadis adalah
dari Nabi Muhammad SAW. Keduanyalmérupakan sumber Islam yang asasi. Hdits

sendiri didefinisikan sebagai “Segala sesuatu,yang disandarkan kepada Nabi baik

berupa perkataan, perbuatan, fagrir (fenctapan)'maupun sifat Rasulultoh™.*

Hadits dijadikan sebagai | sumber/hukum1slam kedua setelah Al-Qur’an,
karena seperti yang telah dijelaskan/sebelumnya-akan kegelobalan makna yang
terkandung dalam al-qur an, maka hadits-berperamruntukrmenycderhanakannya dalam
tingkat praktis agar bisa dengan saudah dilaksanakan dan di implementasikan, batk
melalui perbuatan, perkataan, taqrir maupun sifat Nabi Muhammad SAW, di samping

adanya perintah dari Allah yang~tertefadalamrAl-Qur’an untuk mengikuti perilaku

Nabi dan menjadikannya sebagai suri tauladan.*!

Adapun fungsi hadits terhadap Al-Qur’an, para ulama merincinya sebagai
berikut: Pertama, menetapkan, menguatkan atau mengukuhkan hukum yang terdapat

dalam Al-Qur’an. Kedua, sebagai perincian dan interpretasi hal-hal yang telah datang

Muhammad Rasyid Ridha Taehun, 1983, hal, 41-42

“Nasarudin Razak, Tahun, 1989, hal.101

“M.A, Mannan, Opcit, hal.32
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di dalam Al-Qur’an secara global atau membatasi hal-hal yang membatasi apa-apa
yang ada dalam Al-Qur’an secara mutlak ataupun mentakhsis ayat-ayat dalam Al-

Qur'an secara umum. Ketiga, Menetapkan dan membentuk hukum yang tidak

terdapat dalam Al-Qur'an.*

Sebagai ilustrasi akan fungsi'-Hadis Vterhadap Al-Qur’an, adalah dalam
pembahasan mengenai  harga, |Al-Qur'an tidak’ menyebutkan secara spesifik
melainkan hanya tersirat dalam suriit An-Nis@fayar29 sbelumnya, yaitu perdagangan

dengan suka sama suka, kemudiam Rasulullah-lab- yang menjelaskan masalah itu
kepada pengikut-pengikutnya dalam-bentuk-teon praktis.*

Dalam hadis Nabi SAW.\Yangmembicarakan merngénai harga yang dibiarkan

sesuai mekanisme pasar dalam kead@annormal
\ A A .
oS 2 edy 1O 505 Y el 33 el el 1l
(Pl Vi oty ) Sy piallac il
Artinya: “Dari Anas berkata: Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga

untuk kami ! Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allahlah yang mematok harga,
yang menyempltkan dan melapangkan rizki, dan saya sesungguhnya berharap untuk

ﬂAbdul Wahab Khallaf, Op.Cit, hal. 53-56, Pent. Faruq An-Nabhan, Op.Cit, hal.24
43M.A. Mannan, Op.Cit, hal.33
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bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku
dengan ked=aliman kepadaku (H.R. Imam Lima, kecuali An-Nasai).™
2. [jma’

Ijma’ merupakan konsensus ummat Islam baik dalam masyarakat maupun

para ulama setelah wafatnya Nabi SAW. Atas hukum Syar’i mengenai suatu kejadian
atau kasus.

Kehujjahan #ma’sendiri didapati‘dalam Al*Qur’an dan hadis. Dimana dalam

al-qur’an dan hadis, di dalam Al-Qut’an disebutkan.

(vereaa) e g3 2 ST o)

Artinya : “Dan demikian pula Kamitelah menjadikan kamu (tminat Islam), uvmmat
vang adil.......... (Al-Bagarah (2)y d43)

Sedangkan dalam hadis dinyatakan :
(GUaly alely ) WD o gel puisd

Artinya : “"Ummatku  tidak akan bersepakat untuk menyetujui kesalahan’(H.R.
Ahmad dan Thabrani).*

Keberadaan #ma’ sangat membantu terhadap pemecahan problematika yang

dihadapi kaum Muslimin, terutama setelah zaman kehidupan Nabi, belum ditemukan

* As-Sm’ani, Subulussalam juz 111, 1379. Hal 25
“Ibid, hal. 64

46[smail Ibiu Muhammad, Kasyful Khofa, Juz Ii, hal. 470
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suatu nas (dalil) yang tertera dalam sumber utama yaitu Al-Qur’an juga tidak pula
hadis, maka jalan keluarnya adalah menggunakan fjma".

Penerapan #ma' sendiri dibidang ekonomi, (dalam hal ini ekonomi Islam)
adalah mengenai kasus memerangi pembangkang zakat pada masa Khalifah Abu
Bakar, Pada saat itu, tindakan/Abu<Bakar,mendapat dari para sahabat lainnya.

Implementasi perbuatan itu karena disamiping ménegakkan hukum Allah, juga untuk

menstabilkan perekonmian ummat Islamypadawaktu tersebut.’

3. Qiyas

Keberadaan Qiyas dalamv/figih\Islam\ diakui sebagai pengembangan dari
Hukum Islam yang Universal, terutama-dalambidangMu'ameadah. Dimana Hukum
Islam akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan jaman, maka tidak ada jalan
lain bagi penerapan Hukum Islam kecuali berusaha untuk merespon segala bentuk
perubahan tersebut dan salah'satunya-adalalt gives:

Qiyas sendirl merupakan  suatu metode dalam mengambil hukum Islam
dengan cara menghubungakan suatu kejadian yang tidak ada dalam Al-Qur’an dan as-
sunnah denga kejadian yang ada dalam nash Al-Qur’an dan hadis, namun mempunyai

kesamaan datam illat hukumnya.

“Ibrahim Lubis . Op.Cit. hal. 12-15
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Salah satu praktek giyas yang telah dilakukan dalam kehidupan di antaranya

pengharaman bunga Bank, karena di givaskan dengan riba 48

Di samping keempat landasan hukum di atas, terdapat pula metode istinbath
hukum yang sering kali dijadikan landasan dalam menentukan hukum, walaupun
terdapat perbedaan pendapat di dalaminya® Metode tersebut adalah Istihsan, “Urf
(kebiasaan atau adat Istiadat) dan Jstfshabt
C. Asas-Asas dan Filsafat Ekonomi Islam.

Sesuai dengan perkembangan | jaman, —ummat Islam mengaharapkan
munculnya suatu siatem perekonomian yang| bersifat azali, yang memilii nilai-nilai
logika (kebenaran), etika (kebaikan), dan estetikan (keindahan). Asas ekonomi yang
demikian diharapkan™dapat membebaskan mantsia dari‘aksi pefiindasan,penekanan,
kemiskinan, ketidak adilan, “kerakusan,  ‘ketimpangan, dan segala bentuk
keterbelakangan. Karena| dengan’ \asas’ perekonaiftian yang berlandaskan kepada
keimanan dan ketaqwaan itulah, maka pelaku-pelaku ekonopmi yang benar-benar
beriman dan bertagwa akan menghindari hal-hal yang sudah di larang oleh Allah dan
Rasul-Nya.

Ajaran Islam semakin difahami semakin pula dirasakan kebenarannya dan
dapat diterima oleh akal manusia. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang datang dari
Allah dan bersifat mutlak, begitu pula dalam aturan main dalam perekonomian islam

tidak boleh muncul penindasan terhadap kaum lemah, karena Islam mencinta

“Khaeruddin Nasution, Rika dan Poligami, cet. ], tahun 1996, hal.64-66.
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ketenangan dan ketentraman serta kedamaian. Semestinya ekonomi [slam (sistemnya)
harus berasaskan kepada kebenaran yang absolut yang bersumber dari Allah swt,
Ekonomi Islam juga menganut asas kebaikan yang dikaitkan dengan akhlak,
yang bersumber dari aqidah Islam, dan menunjukkan kemakmuran ekonomi yang
dperoleh dengan jalan yang benar-tanpa-mengekploitasi teman dan kawan, juga

ekonomi Islam dilakukan dengan<cara-cara yang-adil, jujur, dan bertujuan untuk
2perluan kebaikan pula.49

Ekonomti Islam merupakan-bagian dati ajaran Islam, sehingga sistem ekonomi
tersebut dengan sendirinya tidaklah dapat dipisahkan dari supra sistemnya yaitu
ajaran Islam. Dalam hal ini pemikiran Islam.didasarkan pada konsep segitiga (triangle
arrngement) yaitu Allah swt. Disudut puncak, manusia dan kekayaan alam masing-
masing disudut bawahnya. Segala aktifitas"dan” tingkah laku ekonomi manusia

merupakan ibadah kepada Allah/swt_sebagal _tujuan | puncak. Kekayaan ekonomi
adalah suatu alat untuk memenuhi hajat dan kepuasan hidupnya.*® Akan tetapi tujuan

mencari kekayaan yang diperintahkan oleh Islam, buknalah semata-mata untuk
menjadi alat pemuas kebutuhan fann, atau sebagai suatu kebanggan, melainkan untuk
menjalankan roda perekonomian secara menyeluruh sesuai dengan perintah dan

larangan Allah swt.

“Fazlur Rahman, Muhammad sebagai seorang Pedagang, 1997, hal. 55
* Ahmad Ghazali, Op.Cit, hal. 72
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Karena itulah, Islam telah menajdikan falsafah ekonominya berpijak pada
upaya untuk menjalankan aktifitas peckonomian dengan berpegang pada perintah dan

larangan Allah yang didasarkan pada kesadaran akan adanya hubungan manusia

dengan Allah, atau dengan kata lain aktifitas ekonominya sesuai dengan yang
diperintahkan oleh syari’at sebagai’suatu ajaram agama.”!

Ahmad Ghazali mengemukakafi, bahwa ada tiga asas pokok filsafat ekonomi
yang Istami, > yaitu :

[. Seluruh alam semesta dan segala-fsinya“~int—adalah milik Allah dan semuanya

tunduk kepada-Nya, Firman Allah :

(Vad) N Ly T Ly oo M 2 Lol 2 Ld
Artinya: Kepunyaan-Nyalah~semua-yang\ acdd'di langit, dun semua yang adu di
bumi, semua yang ada di antara keduanya dan semua yang dibawal
tanah".(Q.S. Thauha (26) 1 6)

Asas ini berimplikasi pada status kepemilikan menurut Islam, yaitu bahwa segala
sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah, sebagai makhluk Allah, manusia

berhak memanfa’atkannya untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dengan

demikian hak manusia atas kekayaan alam itu terbatas pada kepengurusan dan

S'Taqiyuddin an-Nabhani, Membagun sistem Ekonomi alternatif, 1996. Hal.59

*? Ahmad Ghazali, Op.Cit, hal. 72-74
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pemantaatannya saja sesuai dengan kehendak Allah, manusia hanya mempunyai
hak Khilafah, tidak absolut.

2. Allah swt. Adalah pencipta semua makhluk yang ada di dunia ini, dan semuanya
tunduk kepada-Nya, termasuk manusia yang berasal dari substansi yang sama,
sehingga masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai
kholifah Allah dimuka bumi, Manusia diberi Kesempurnaan dibandingkan dngan
makhluk lain agar dapat melaksanakan hak dankewajibannya sebagai khalifah.
Implikasi dari asas ini adalah>bahwa sesama'manusia hendaknya timbul rasa
persamaan dan persaudaraan dalam-kégiatan.ekonomi, saling membantu dan kerja
sama dalam ekonomi.

3. Iman kepada Hali Pengadilan, dapat.mengendalikan tingkah‘laku ekonomi karena
ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggung jawaban kelak di
akhirat, yang juga menyangkut harta kekayaan yang diamanatka oleh Allah swt.
Dan dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia hendaklah mempertimbangkan
akibatnya pada hari kemudian dengan mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan
oleh Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

D. Sistemn Ekonomi yang Islami.

Ekonomi Islam yang merupakan bagian daripada ajaran Islam sangatiah
sesuai dengan fifre/t manusia. Ekonomi Islam sebenarnya berdiri di atas satu konsep,
yaitu menjalankan aktifitas ekonomi berdasrkan hukum-hukum syara’ yang

termaktub dalam Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber Hukum Islam (Syari’at) dan
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diterapkan oelh setiap orang dengan dorongan ketaqwaan kepada Allah swt.” Untuk

itulah Al-Qur’an dan hadis telah memberikan dasar-dasar dan pedoman secara umum

bagi sistem ekonomi Islam.
Syekh Hasan Al-Banna, seperti yang dikutip oleh Kaharudin Yunus,

menyimpulkan dasar-dasar pokok-bagk sisten, ekonomi Islam atau garis-garis dari
sistem ekonomi Islam sebagai berikut:*

1. Harus menganggap harta Benda yangsah sebagi tiang hidup dan harus dijaga,

dikendalikan dan dimanfaatkan dengan'baik,’sgsuai dengan firman Allah swi..

3 [
(0 ehsesd), Lob3 S oo, Syl sleaZdl 555,
Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sepurna akalnya, harta (mierekalyang dela dulam kekuasaannya) yang dijadikan
Alluh sebagai pokok kehidupan . (Q.5. An-Nisa (4) : 5)
Ayat tersebut menunjukkan bahwa harta benda adalah modal kerja, dan Allah

SWT melarang untuk menyia-nyiakan harta benda dengan tidak pada jalan-

Nya, seperti firman-Nya :

SRR TETIIR () BN MRS PUIT P S WS U P SV

53Taqiyuddin an-Nabhani, Op.Cit, hal. 61

54K aharuddin Yunus, Sistem Ekonot islam, 1956, hal. 136-138
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Artinya: “....Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boras,
sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaithan... (Q.S.
Al-Isro(17) : 26-27}

Menurut Imam Al-Maraghi.® Maksud ayat ini adalah, bahwa sesungguhnya

orang-orang yang menghamburkan hartanya untuk kemaksiatan atau
membelanjakan hartanya bukan pada-jalan' Allah, maka mereka dalah saudara
syaitan, sedangkan syaitan adalah musuhyyang |nayata. Dan mengenai harta ini,
penting bagi pemiliknya untukimenjadasdan tmemanfaatkannya, sampai kerana
begitu pentingnya menjaga harta yang diamanafKan oleh Allah tersebut, schingga

Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan oleh/Ibnu Umar:

() RPN g T A P A N

Artinya: "Barang siapa yang @erbunuh dalam mempertahankan harta bendunya,
maka matinya adalah mati syahid® \((H.R{Brkahrij.

1. Harus mengadakan lapangan kerja danrusaha-uséha dari sctiap orang yang
sanggup bekerja, dalam Islam banyak sekali anjuran untuk bekerja dan
berusaha karena keduanya adalah kewajiban bagi setiap orang yang dan

keduanya juga merupakan unsur ibadah. Sebagaimana firman Allah :
Al
sl 2y I B3 Ay sapbly Ay ny 3o Shes Bl b Lhas Jo

(Yeo:a ) d,l...&'r'_{\xrﬁ_w

Artinya: "Dan katakanlah: Bekerjalalt kamu, maka Allah dun Rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu,dan kamu acan dikembalikan

%’ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, 1988, jilid 15, hal, 68
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kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu

diberitakannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan".(Q.S. At-Taubah (9) :
105).

Rasululloh SAW, juga bersabda :

(ol *—;Hj»ﬁgaﬂg\o;bﬁsﬁb\,}a »\'ﬁb

Artinya :  * Tidaklah seseorang makan-makanan sesuap saja yang lebih baik,

selain ia makan dari hasil kerja-tangannya sendiri * (H.R. B ukhgri)ﬁ

2. Mempergunakan kekudtan dan 'kemampuan (ilmu) untu memeriksa dan
memanfaatkan sumber-sumbér’ kekayaan alam yang telah dipersiapkan

oleh Allah bagi manusia untuk memakmurkan bumi ini.

Firman Allah :
. . . 18 . .y e - .
sﬂj’w—’f\gz\’c“\Juojy‘u’L’J‘:‘\J—“‘n@k‘{‘g)"‘“‘”tdn.))‘}\

(Y'.: UL‘;—‘) ‘\.Ja\:_)

Artinya : * Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan

untuk  (kepentinganmu) apa yang dilangit dan apa yang dibumi dan
menyempurnakan untukmu nikmat -Nya lahir batin ... .. (Q.S. Lugman : 20)
3. Mengharamkan sumber-sumber pendapatan yang keji yaitu pendapatan
yang diperoleh dengan tidak bekerja seperti riba, judi, lotre dan
sebagainya. Atau didapat dari ajaran yang tidak hak seperti merampok,

mencuri, menipu dan sebagainya, atau didapat dari sesuatu yang

*8[bid, hal. 121



122

membahayakan, seperti menjual minuman keras, menjual babi dan
sebagainya. Semua sumber-sumber pendapatan tersebut tidak dibolehkan
dan tidak diakui oleh Islam.

4. Memperkecil perbedaan yang besar antara bermacam golongan
masyarakat sehingga tidaktapi-ditemui-orang kaya yang makin rakus, dan
yang miskin makin |mienderita, Hal 4ersebut dapat dilakukan dengan
adanya jaminan sosial bagi tiap=tiapipenduduk, mengadakan kemanan bagi
hidupnya dan jaminan -bekerja untuk Kesenangan dan kebahagiaannya,
menganjurkan supaya membelanjakan hartanya dijalan Allah (kebaikan),
tolong menolong dalam kebaikan sesuai dengan keridhoan Allah dan
untuk mengharapkan nikmat.serta‘Rahaiat Allah:

Firman Allah ;

NP T g SIS K PSP LT T

CEEY )

Artinya : "... Dan tolong menolonglah kamu dalum (mengerjakan) kebaikan dan
tagwa, dan janganiah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...
"( Q.S. Al-Maidah : 2 )

5. Menetapkan dan menghormati hak milik perseorangan selama tidak
bertentangan dengan kepentingan umum. Tiap-tiap muslim harus menjaga
kehormatan dan harta benda sesamanya dengan prinsip tidak berbahaya

dan membahayakan.
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Ketika membicarakan tentang sistem ekonomi Islam, maka pokok pembicaraan
pada masalah ini berkisar antara konsep kepemilikan, pengelolaan kekayaan
yang mengutamakan keseimbangan didasarkan kepada nilai-nilai Islam dan
keadilan terutama dalam hal distribusi harta kekayaan.

Kepemilikan pada hakekatnya adalah milik Allah SWT. Semata, demikian pula
kekayaan, tetapi Allah telah menyerahkan Kekayaan tersebut kepada manusia
untuk dipelihara dan diolah sertaldibagikan sesutai dengan ketentuan Allah. Oleh
karena itu sebenarnya manusia telah diberikan hak untuk memiliki harta benda,

tetapi kepemilikan tersebut sifatniya  isrikhlaf yaitu wewenang atau untuk
menguasai, memanfaatkan dan mengaturnya, dan bukan kepemilikan mutlak.”’

Islam mengakui“adanay kebebasan atas“kepemilikan ‘yang dijadikan sebagai
landasan pembangunan ekenomi. /Islam “mendorong stiap orang untuk
memperoleh harta berida pribadi asalkan-dapat-membawa kebaikan untuk orang
banyak, masyarakat secara keseluruhan. Sehingga pemilik harta benda itu tidak
hannya untuk kepentingan pribadi, walaupun ada hak untuk mendayagunakan

hartanya itu, tetapi ia dituntut untuk melindungi dan memanfaatkan harta itu
untuk kepentingan antara sesamanya.”® Oleh karena itu Islam mewajibkan

kepada setiap pemilik harta dan kekayaan tersebut guna melaksanakn perintah-

perintah Allah, yang pengaturannya ada dalam syri‘ar Istam. Seperti kewajiban

*"Tagiyuddin An-nabhani, Op.Cit. hal, 62
* Abdul Mannan, Op.Cit, hal. 338
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zakat, memberi nafakah pada kaum kerabat, menolong orang yang mendapatkan

musibah, berpartisipasi menanggulangi berbagai persoalan masyarakat sehingga
ada rasa sepenanggungan antara sesama masyarakat.*

Dalam Islam selain adanya istilah kepemilikan pribadi, juga ada istilah
kepemilikan bersama. Kepemilikan, pribadi, tidak diperkenankan terhadap
sumber-sumber yang menyangkut _kepentingan umum dan menjadi hajat hidup
orang banyak, seperti bahan makanan, barang tambang, dan lain-lain.

Rasulullah bersabda :

(ololy)) 5 LAy 98Tl A 37 sl s o6 2l
Artinya: “Semuaorang, berserikat gatunr~tigahal: Ralamhal air, rumput dan
dalam hal api’"(H.R Ahmad)

Ketiga hal ini merupakan sumber-sumber kekayaan alam yang sangat dibutuhkan
oleh seluruh manusia “sehifigpa” kepemilikdnnya /tidak boleh terpusat pada
kepemilikan pribadi.

Mengenai pengelolaan kekayaan, Islam tidak memperbolehkan memiliki
kekayaan yang tidak digunakan, karena itu merupakan seuatu yangmubazir,
merugikan pemilik dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam satu riwayat

dinyatakan bahwa Umar bin Khaththab berkata: “Bagi orang yang membiarkan

*yusuf Qardlawi, Op.Cit, hal. 115
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tanahnya, maka tidak ada hak baginya selama dibiarkan selama tiga tahun™.®

Perkataan telah menjadi J/ima’ sahabat dan menunjukkan bahwa Islam
memerintahkan untuk memanfaatkan kekayaan (lahan kosong) untuk
kepentingan bersama.

Keseimbangan tersebut merupakam manifestasi daripada prinsip keadilan yang
amat diutamakan dalam Islam. Keddilan dalam Islam merupakan prinsip yang
primer dimana semua kegiatan yangdilakukan hendaknya didasari oleh prinsip
tersebut. Demikian pula dengan kegiatan perekonomian, karena kebebasan
kegiatan ekonomi seseorang/ dibatasi-olel/ prinsip keadilan yang memuliakan
fithroh serta harkat manusia.

Keadilan yang “ditunjukkan dalam’Islam™adalah dilarangniya kezaliman, dan

kecaman yang keras terhadap-pasa-pelaku’kedzaliman, serta ancaman terhadap
mereka dengan siksaan yang.amat.keras'baik.didunia dand: akhirat.®!

E. Tujuan Ekonomi Islam

Jika dilihat dari sudut tujuan, terlihat tidak ada perbedaan antara sistem
ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain, karena semua sistem ekonomi termasuk

sistem ekonomi Islam. Bekerja dengan tujuan pemuasan berbagai keperluan atau

%Taqiyuddin An-Nabhani, Op.Cit. hal. 75
“'Yusuf Qardlawi, Op.Cit, hal. 385
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hajat hidup manusia baik keperluan personil maupun kolektif ditengah-tengah

kehidupan sosial.

-Untuk mencapai sebuah cita-cita memang tidak mudah, dan harus melalui

proses serta tantangan yang tidak ringan. Selain itu tujuan ekonomi Islam yang

hendak dicapai oleh ummat manusia adalah meratakan kemakmuran masyarakat, dan

menjamin tegaknya keseimbangdn danfmenciptakan kedamaian diantara sesama

saling membantu. Tujuan ekonomilslamantara lain:

1.

Meratakan kemakmuran masyarakat, menjamifi tegaknya keseimbangan terhadap

sesama, juga menjamin kedamaian, karenasaling membantu.

Mencari pemuasan berbagai hajat manusia, baik keperluan hidup pribadi maupun

keperluan masyarakat secara’komprehicnsif.

Memakmurkan bumi dan menyiapkap~kebutulian hidup manusia sebagi bukti

ketundukan kepada syas’at Islam, karena-diujung kebidupan manusia pasti untuk

mempertanggung jawabkan segala aktifitas dimuka bumi inisebagi konsekwensi

makhluk ciptaan Allah.
Adapun mengenai orientasi ekonomi Islam, Yusuf Qardlawi menyatakan, bahwa:

Ekonomi llahiyah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridlo
Allah dan cara-carnya tiadk bertentangan dengan syari’at-Nya. Seluruh kegiatan
ekonomi disatukan pada prinsip Ilahiyah dan pada tujuan Ilahi.

Ekonomi akhlak, bahwa antar ekonomi dan akhlak merupakan satu kesatuan,
seperti tidak terpisahnya antara ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak, antar
perang dan akhlak, akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan islami, karena
risalah Islam adalah risalah akhlak.

Ekonomi kemanusiaan, karena dalam sistem ekonomi manusia adalah sasaran
sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang
telah diajarkan dan kemampuan yang telah dianugerahkan Allah swt. Sehingga
nilai-nilai kemanusiaan haruslah dihargai dan dihormati. Tujuan dan sasaran
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utama [slam adalah merealisasikan kehiupan yang baik bagi manusia dengan
segala unsur dan pilarya. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk memungkinkan
manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pola kehidupan yang Rabbani
dan sekaligus manusiawi.

4. Ekonomi pertengahan, yaitu bahwa sistem ekonomi Islam tidak menganiaya
masyarakat, terutama masyarakat lemah seperti yang dilakukan oleh sitem
kapitalis yang mengkultuskan peranan individu dan kebebasannya demi
kepentingan pribadi, tidak juga menganiaya hak-hak dan kebebasan individu,
seperti yang dilakukan oleh sitem ekonomi komunis terutama Marxisme dimana
segala kegiatan ekonomi dikyasail oleli'negara {penguasa). Akan tetapi ekonomi
Islam adalah ekonmi pertengahan diantara keduanya, Islam tidak menyia-nyiakan
hak-hak individu, dan tidak pula berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, dan
tidak pula merugikan.

Ekonomi Islam merupakan penjabaran agidah4slam bidang ekonomi sehingga ia
merupakan pelayan bagi aqidah tersebut. Keimanan dan akhlak merupakan
pengikat bagi setiap muslim |dalam melakukan | aktifitas ekonominya sehingga
tidaklah bebas mengerjakan -apa—$dja “yang—diinginkannya atau apa yang
menguntungkannya. Juga Islam) |tidak || mengijinkan untuk mendahuiukan
kepentingan ekonomi di atas peémeliharaan nilai-nilai dan keutamaan yang

diajarkan oleh Islam.%

Selain ekonomi Tslam dengan segala'aspeknya, pada‘saatifiiterdapat dua sistem
ckonomi yang menguasai jdunia, yaity,sistem ,ekonomi kapitalis dan sistem
ekonomi sosialis yang dianutJoleh négara‘negara Islam, sebagai akibat dari
dominasi Barat terhadap Islam, baik dominasi dibidang politik, ekonomi maupun
sosial kultur. Kedua sistém i1 meémilikiskonsep yang betbda. Sosialisme memiliki
konsep ekonomi kolektif, “Sedangkan kapitaliSme” memiliki konsep liberal
(kebebasan) individu.

Konsep kapitalis misalnya, tentang individu menjadi pemilik satu-satunya bagi
apa yang dihasilkannya, satu hal yang pasti terjadi dalam sitem ekonomi kapitalis
ialah lahimya kecenderungan yang keras dikalangan masyarakat untuk
mengumpulkan kekayaan dan tidak menyesuaikannya kecuali jika mendatangkan
keuntungan besar bagi dirinya, kaum kapitalis juga tidak melarang bahkan sering
melakukan ekploitasi, penumpukan dan penimbunan barang yang bertujuan ingin
mendapatkan keuntungan berlipat ganda dan merupakan hak azasi setiap
pengusaha untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam aktifitas jual beli.
Ekonomi dalam pandangan mereka (kapitalis) adalah apa yang membahas tentang
needs (kebutuhan) menusia beserta alat-alat (goods equipment) pemuasnya,
sesungguhnya hannya membahas masalah yang menyangkut aspek-aspek yang
menyangkut materi dari kehidupan manusia. Yang menjadi landasan dan teori

’Ibid, hal. 25-26
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atau sistem ekonomi kapitalisme adalah bahwa individu menjadi pemilik satu-
satunya bagi apa yang dapat dihasilkannya, sedangkan orang lain tidak
mempunyai apa-apa atasnya. Baginya berhak memoopoli semua alat produksi
yang dapat dicapai melalui usahanya, ia berhak untuk tidak mengeluarkan kecuali
pada jalan yang memberi keuntungan kepadanya. Jiwa peraturan kapitalisme
terlihat jelas pada egoisme, bebas menumpuk harta kekayaan,
mengembangkannya dan bebas membelanjakannya. Pemikiran yang berorientasi
pada sifat individualisme sama sekali tidak memperhatikan kepentingan orang
lain kecuali bila ada menfaatnya-yang—dapatdipetik, mereka tidak memikirkan
kepentingan kemaslahatan orang lain-jika' itu bertentangan dengan kepentingan
pribadinya. Oleh karenanya mereka memiliki’slogan “Bersaing dengan lawan”
dan bertekad akan mengalahkannya. Sistem ekoomi seperti ini bias dikenal
dengan istem ekonomi komunisme.

Visi inilah yang melahirkan pnilaidfiibaliwa s€suatu itu berguna (memiliki utility
tertentu) dari kacamata ekonomi, sekalipun persepsi umum menganggap tidak
bermanfaat bahkan dianggap berbahaye, Khamer dan candu misalnya, adalah
yang memiliki kegunaan tertenty’dalam; pndangan ekonomi sebab itu masih
diinginkan oleh sebagian orang/)Dari/ kerangka inilah, para ahli ekoomi
berpendapat bahwa alat-alat pemuas kebutuhan tersebut yaitu dengan melihatnya
sebagai barang-barang dan jasa-jasa yang dapat memenuhi kebutuhan saja, tanpa
memperhatikan aspek-aspek\ain.

Ekoomi kapitalis juga merupakan poros perputaran ekonomi, individu adalah
penggerak dan sekaligus tujdan akhir aktifitas gkonomi. Negara tidak berhak
mengatur individu, bahkan ‘négara=~harus memberikan kebebasan seluas-luasnya
kepada individu. Individu bebas melakukan-aktifitas ekonomi dan berbuat sesuka
hati, baik itu yang mendatangkan’laba afau sebaliknya. Mereka tidak peduli
apakah tindakan mereka ini menimbulkan dampak positif ataupun dampak negatif

bagi masyarakat®

F. Perbedaan antara Pajak dan Zakat.

Sebagaimana uraian terdahuku, bahwa devinisi zakat yang dirumuskan oleh
para ahli dalam kitab-kitab hukum (fiqih) Islam, bahwa zakat adalah bagian tertentu
yang ada pada harta seseorang, yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah untuk

kepentingan orang lain, menurut kadar yang ditentukan-Nya. Pengeluaran itu sebagai

By Chuzaemah, tahun 1995, hal. 92
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tanda syukur atas nikmat dan karunia Allah, mendekatkan diri kepada-Nya, juga

sebagai pembersih harta itu sndiri dan pribadi yang menzakatkan (muzakki).

Kemudian mengenai pajak, para ahli mengemukakan devinisi pajak atau

pengertian pajak:

1.

Muhammad Daud Ali: Pajak _adalah kewajiban material seorang warga pada
negaranya untuk dibayar menurut-Aikuran \yang telah ditentukan mengenai
kekayaan dan pribadi seseorang,, dan Zdipergunakan untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran Negara. %'

M.A. Ali Hasan: Kewajiban; yang,ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus
disetorkan kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali
dari negara, dan hasilnya| antuk membiayai| pengeluaran-pengeluaran umum
disatu pihak dan untuk merealisi-berbagaitujuan konomi, sosial politikdan tujuan-

tujuan lain yang dicapai oelh negard pada sisi 1din.®°

Rachmat soemitri: Pajak ialah iuran rakyat kepad kas negara (peralihan kekayaan
dari sektor partikelinke sektor pemerifitahaf) berdasarkandndang-undang (dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa~timbal'(tégen prestatie) yang langsung
dapat ditunjuk dan dignakan untuk membiayai pengeluaran umum (publeke
uitgaven), dan yang digunaKan sebagai, alat/pencegah atau pendorong untuk
mencapai tujuan bidang yang ada diluar keuangan.

M. Dawam RahardjosMeéngemukakan bahwa.pajak\adalah: “Kewajiban pada
negara dan tidak mengandung nildi tbadah-mahidhoh! Pajak adalah penarikan oleh
negara terhadap warga negara tapi penerimaan pajak itu dipakai untuk
kepentingan warga negara seluruhnya. Berbagai pajak malahan memberikan

manfaat langsung kepada pembayarnya.66

Yusuf Qardlawi: mengmukakan, “Pajak ialah luran wajib yang harus diserahkan
oleh orang vyang wajib membayarnya kepada negara, dengan menuntut
kemampuannya untuk menyerahkan, dengan tanpa memperhatikan jasa imbalan
(tegen prestatie) dard pelayanan-pelayanan yang telah dilaksanakan oleh
kekuasaan publik, hasilnya dari satu sisi, digunakan untuk menutup belanja-

**Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wagaf, 1998, hal. 50

65M. Ali Hasan, Zakai, Pajak, Asuransi dan lembaga Kenangan, 1997, hal. 29
“Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi Islam, 1999, hal.490
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belanja umum dan dari sisi lain untuk mencapai dari sebagian tujuan-tujuan lain

yang ingin dicapai oleh negaram

6. Abdul ‘Aziz ‘Ali an-Na’im: memberikan ta’rif, bahwa pajak adalah sejumlah
harta yang diwajibkan kepad orang-orag untuk menyerahkannya, digunakan untuk
menutup belanja umum bagi negara, dan untuk mencapai campur tangan negara
untuk kehidupan politik, ekonomi dan sosial, tanpa ada imbalan manfaat tertentu

bagi tiap-tiap orang yang menyerahkannya secara pribadi.%®
Ta'arif dari Yusuf Al-Qardawi ,dan Abdul Aziz al-Ali an-Naim lebih

sempurna dari pada ta'arif dari yang lainnya, dati|segi penonjolan “fungsi budgeter
dan fungsi mengatur”, Akan tetapi'sebaliknya, kurang memberi kesan terhadap unsur
perundang-undangan, yang dengan jelas/ditonjolkan oleh Rahmat Sumitro dan lain-
lain, dengan kalimat : “berdasarkan( iorma-fiéorma hukum, “kalimat” berdasarkan
undang-undang” dan sebagainya.

Untuk lebih“jélasnya’ penulis~kemukakan “tentang perbedaan dan persamaan
antara Zakat dan Pajak: Zakat «dan [pajak~sama-sdma menggunakan beban kepada
seseorang dengan menyerahkan sebdgian Kekayaan untuk Kemaslahatan masyarakat.

1. Persamaan
a. Ada unsur paksaan dan kewajiban untuk mendapatkan dan demikian juga
halnya mengenai zakat. Bila seseorang muslim terlambat membayar zakat,
karena iman dan Islamnya belum kuat, pemerintah (Islam) dapat

memaksanya bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat.

67
Yusuf Qardlawt, op. Cit. hal, 997
% yusuf Qardawi Op.Cit, hal 997



- b. Pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara) dipusat atau
didaerah. Demikian juga halnya dengan zakat. Sebab pada dasarnya zakat
itu harus diserahkan kepada pemerintah (4mif zakat).

c. Para wajib pajak tidak mendapat imbalan dari pemerintah begitu juga
zakat, tidak mendapatdmbalan,

d. Pajak pada zaman modern® ini meémpunyai tujuan kemasyarakatan,
ekonomi, politik dan|$¢bagainya. Demikian pula dengan zakat mempunyai
tujuan yang sama,|di samping ada nilai tambahnya untuk kehidupan
pribadi dan masyarakat:

Sedangkan perbedaan antara zakat dan pajak adalah ;

a. Zakat ‘mengandung’ arti= suct) “tambah /dan “berkah. Orang yang
mengeluarkan zakaty, jiwanyabersihh darisifat kikir, tamak, hartanya tidak
kotor lagi, karen hak orang lain tlah disahkan'dan diberikan kepada yang

berhak menerimanya. Harta yang dizakati itu juga membawa berkah dan
tambah berkembang, berkurang dalam pandangan manusia, tetapi
bertambah dalam pandangan Allah. Sedangkan pajak, identik dengan
hutang, seperti pajak tanah, upeti dan sebagainya, yang wajib di bayar,
sehingga kesan kesan pajak adalah beban berat yang dipaksakan walaupun
haisl pajak itu juga dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan
negara, berbeda dengan zakat, ada dorongan yang membuat orang tidak

berkeberatan mengeluarkan zakat itu, seperti firman Allah;
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Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menganjurkan zakat” (Q.S. Al-
Bagarah (2) : 276}

. Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepad ummat sebagai tanda
bersyukur kepad Allah-dan-mendekatkan diri kepada-Nya. Sedanghkan
pajak adalah kewajiban atasqwatga “negara, baik muslim maupun non
mushim, yang tidak ada kaitanya’dengan ibadah, berbeda dengan zakat,
zakat harus diniatkafc mengeluarkan |zakat itu, sdangkan zakat tidak
memerlukan niat, apalagi kaitannya défgan non muslim.

. Zakat ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, dalam penentuan nishab dan

ketentuan bagivpenerimattya, “berbéda dengan.-pajak; ketentuannya sangat
bergantung kepada|penguasa (penguasa). Orang yang dikenakan pajak
belum tentw pdiay pharus-membayar-zakaty karena zakat ada ketentuan
nishabnya (sudah baku). Sedangkan pajak ketentuannya ditetapkan oleh
pemerintah, pada suatu saat pajak bisa dimunculkan dan pada waktu yang
lain mungkin dihapuskan,

. Zakat adalah kewajiban yang bersifat pemanen, terus menerus selama

hidup di atas bumi ini. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak dapat
dihapuskan oleh siapapun, berbeda dengan pajak, bisa ditambah,
dikurangi, bahkan dihapuskan sesuai dengan kepentingan negara.

. Pos-pos mengenai zakat, sudah dijelaskan dalan Al-Qur’an dan kemudian

diikuti oleh amal perbuatan Rasulullah dan para sahabat. Pos-pos
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pengeluaranya lebih terbatas, bila dibandinghkan dengan pajak yang
cakupannya lebih luas.

f. Maksud dan tujuan zakat mengandung pembinaan spiritual dan moral
yang lebih dibanding dengan tujuan pajak.®’

Yusuf Qardlawi mengatakan tentang segi*segi persamaan antara zakat dan

pajak:

1.

Pajak dan zakat sama-sama |merupakan furan wajib, atau penyerahan sebagian
kekayaan kepad negara, zakat>harus diserahkan kepada negara, apabila negara
telah mengelolanya. Sebelumy’dikelolal oleh_negara, zakat diberikan langsung
kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahiq).

Pajak dan zakat sama-sama dipungtit'eleh negara. Zakat adalah hak milik orang-
orang fakir miskin dan fihak-fijak yang berhak menerimanya, yang berada pada
harta benda orang-orang kaya, orang kaya wajib menyerahkan hak itu, pemerintah
sebagi penyelengpgara administtasinya wajibrmelaksanakan pungutan zakat itu dan
mndayagunakannya pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Syara’, sebagai pihak
yang berhak menerimanya.

Unsur memaksa atau sanksip-zakat dafipajak 'sama-sama mengunung unsur
memaksa yang mempunyai arti bila hutang zakat dan pajak tersebut tidak dibayar,
maka hutang dapat | ditagth derigan meénggunakan kekerasan seperti dengan surat
paksa atau sita, terhadap yang tidak membayar zakat dan pajak, dapat dijatuhi
sanksi tertentu. Bahkan kewajiban pemerintah dalam mensukseskan zakat lebih
penting daripada pajak, karena disamping sebagai sumber pembiayaan
pembangunan, zakat merupakan salah satu sendi Islam yang harus ditegakkan.
Oleh karena itulah sahabat Abu Bakar ketika menjadi Khalifah, memerangi
orang-orang yang membangkang untuk tidak membayar zakat.

Dalam pembayaran zakat sama-sama tidak ditunjukkan adanya kontra prestasi
idividual oleh pemerintah. Wajib pajak menyerahkan pajak atas nama anggota
masyarakat, dapat mengambil manfaat dari fasilitas umum yang diadakan oleh
pemerintah, dalam bidang keamanan, kesejahteraan dan pembangunan pada
umumnya. Dmikian juga zakat, wajib zakat menyerahkan zakatnya atas nama
angpgota masyarakat muslim, ia dapat pula menikmati fasilitas umum yang
disclenggarakan oleh pemerintah. la wajib berperan serta dalam menolong
anggota masyarakat lain, melaksanakan kewajiban dalam menegakkan

%M. Ali Hasan,Op.Cit, hal, 30-31
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kemaslahatan umum yang kebajikannya kembali kepada masyarakat tanpa
memandang manfaat-manfaat Jain, khususnya yang kembali kepadanya dari hasil
memberikan zakat,

5. Menurut para ahli keuangan modern, bahwa pajak disamping mempuyai fungsi
sebagi sumber keuangan negara (budgetair), juga mempunyai funsi yang lebih
luas, yaitu fungsi mengatur (regulered), dalam arti, bahwa pajak itu dapat
diupayakan ebagi alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam
lapangan politik, ekonomi dan sosial. Manakala pajak berfungsi demikian, maka
zakat mempunyai fungsi yang sama pula, tetapi lebih luas cakupannya.

Menurut DR. Wahbah Al-Zuhayly dalam bukunya “Zakat Kajian berbagai
Madzhab”, mengemukakan:

“Zakat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan atas seorang muslim sebagai
ungkapan rasa syukurnya kepada Allah, dan sebagai salah satu upaya
mendckatkan diri kepada-Nya Sedangkan pajak merupakan kewajiban
material murni yang terlepas/dari muatafr dan makna ibadah. Oleh karena itu,
dalam zakat dipersyaratkan niat, sedangkan dalam pajak tidak dipersyaratkan
niat. Di samping itu zakat merupakan salah satu hak dalam agama, bebeda
dengan pajak,) pajak meoipakan bentukkepatubian ‘kepad penguasa. Di dalam
zakat ftrkandung ‘tujuan-tujuan  ohani, mordl, soidl” dan kemanusiaan,

sedangkan dalam pajak /tidak terdapatsatipun tujuan di atas.™
2. Perbedaan
Melihat perbedaan dafi pefsamaan Zakat ddn pajak ini, M. Daud Alt
mengemukakan lebih lanjut: “Persamaannya terlihat natara lain pada pembebanan
kewajiban itu atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dan pada pribadi
orang yang bersangkutan, sedangkan perbedaannya nyata antara lain:
a. Zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah. Sedangkan
pajak adalah kewajiban warga negara yang ditentukan oleh pemerintah.
b. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang Islam, sedangkan yang
wajib membayar pajak tidak hannya orang-orang Islam saja, tetapi semua

warga negara dan semua orang asing tanpa memandang agama yang
dipeluknya.

"yusuf Qardlawi, Op. Cit, hal., 997-998
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Dari uraian di atas, jelaslah nampak perbedaan antara zakat dan pajak, karena
itu dalam Islam, tidaklah mungkin menggantikan kedudukan zakat dengan pajak.
Yang mungkin adalah memadukannya, antara lain dengan memotong jumlah pajak
dengan jumlah zakat yang telah dibayar oleh seseorang. Untuk mereka yang wajib
menunaikan zakat dan sekaligus/ menjadi” wajib pajak, cara ini mungkin akan dapat
diterima karena menurut keyakinan miereka tkewajiban agama telah mereka penuhi
bersamaan dengan pemenuhan kewajibannya terhadap negara.

Cara ini hanya mungkin /dapat dilaksandkan, apabila orang jujur membayar
pajaknya. Artinya orang tidak menyembunyikanjimlah harta kekayaannya dengan
berbagai upaya, supaya tidak dikenakan.pajak. Harta yang.wajib dijakati tidak
mungkin disembunyikan karena orang yakin bahwa perhitungannya diketahui Tuhan.
Jumlah zakat yang dihitung secara benar itu, dikhawatirkan akan dipergunakan oleh
petugas pajak scbagai alat untuk’ menelusurikekayaan/-erang yang sesungguhnya.
Oleh karena itu, masalah zakat dan pajak ini, masih memerlukan pemecahan,
terutama jika dihubungkan dengan kehidupan bernegara dijaman sekarang ini.
Namun demikian, perlu dicatat bahwa sejak 15 Agustus 1976, pengeluaran-
pengeluaran wajib pajak kepada badan-badan yang mengurus zakat, infaq dan
shadaqah, seperti Bazis DKI Jaya misalnya, dibebaskan dari pemungutan pajak
pendapatan dan pajak perseroan. Sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada
Badan Amil Zakat itu dapat dimasukkan sebagai komponen biaya, tetapi jumlahnya

hanya tiga persen saja (3%) saja (Berita pajak, 27 Agustus 1979).
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G. Pemberdayaan Ekonomi Ummat dalam perspektif Ekonomi Islam.

Yang dimaksud pemberdayaan ekonomi ummat adalah suatu upaya
pembangunan (membangun) ekonomi ummat (Islam) yang memiliki potensi besar
pola dasar dan sistem ekonomi menurut versi Islam, sesual dengan nash al-qur’an dan
al-hadis Nabi SAW.Yang memiliki  kontribusi besar dalam mewujudkan
kesejahteraan, keadilan, pemerataan dan kébahagidan melalui pendistribusian zakat.

Sebagaimana telah diuraikan terdahtifubahwa yang dimaksud ekonomi Islam
adalah pengetahuan dan penerapan-penerapan ‘pemerintah dan tata cara yang
ditetapkan oleh syari’at, dengan tujuan/mencegahketidak adilan, dalam penggalian
dan penggunaan sumber daya matrial, guna memenuhi kebutuhan manusia, yang
mungkin mereka melaksanakan kéwajiban kepada’Allah darrmasyarakat.

Pemberdayaan Ekonomi Ummat mengandung tiga misi.

Pertama, misi pgmbangunan-ekonditii_dan_bisni$, yang berpedoman pada
ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, besar-besaran
produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, expor impor, dan kelangsungan
usaha.

Kedua, Pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari’ah yang harus menjadi
ciri kegiatan ekonomi ummat Islam. Ketiga, Membangun kekuatan ekonomi ummat

Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung da’wah Islam yang dapat ditarik
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melalui zakat, infaq shadaqah, waqaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian
Indonesia,”!

Dalam mencapai misi pertama, sebuah proyek bisnis ummat Islam harus
mampu menjawab pertanyaan Who, What, How, dan For Whom ? Tampaknya mudah
untuk menjawab pertanyaan Whp?, karena jawabannya tentu saja adalah ummat Islam
sebagai pelaku ekonomi dan bisnis. €Persoalan-akan timbul, ketika harus menjawab
siapa yang dimaksudkan sebdgai umat/Islamy disini, apakah ummat Islam pada
umumnya ataukah Iebih spesifik-lagi, apayang disebut dengan golongan antri. Kedua
pengertian itu bisa dipakai untuk keperluan yang berbeda.

Pertanyaan wfat, yakni apa=yangsharus dihasilkan @leh ummat Islam tentu
saja tergantung pada permintaan pasar, namun nilai-nilai budaya kaum muslimin bisa
mempengarhui jenis komoditi, baik barang maupun jasa yang dianggap memenuhi
kriteria  Halalan Toyyiban' yakni“barang ‘yang halal enurut syari’at Islam yang
memenuhi kwalitas tertentu secara minimal maupun maksimal.

Bagaimana (How) barang-barang itu diproduksi, diperdagangkan dan
dikonsumsikan tergantung pad dua faktor utama, yakni mutu Sumber Daya Manusia
(SDM) dan tingkat perkembangan teknologi dan manajemen. Lebih jauh faktor ini
tergantung pada tingkat perkembangan pendidikan dan IPTEK ummat Islam yang

tidak bisa dilepaskan dari kondisi Indonesia secara keeluruthan.

' Dawam Rahrjo, Op.Cit, hal, 389
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Pertanyaan for whom menyangkut paling tidak dua aspek; Pertama,
bagaimana kerangka prioritas barang dan jasa yang harus diproduksi. Kedua, siapa
yang harus menerima manfaat pembangunan. Aspek pertama menyangkut distribust
kekayaan dan pendapat berbagai golongan. Aspek kedua, etika dan syari’ah
merupakan cir khas persoalan gkonpmi dan—bisnis dalam pandangan Islam, kaum
muslimin harus berbisnis berdasarkan etika bisnis dalam Islam, misalnya tidak boleh
menimbun (boarding) ketika| cmasyarakat kelangkaan barang untuk mencari
keuntungan, menyuap pejabat|untuk mendapatkan order atau menipu konsumen
dengan kwalitas barang yang tidak sesuai dengan yang diadpertensikan. Jika dewasa
ini belum ada etika bisnis, maka sudah menjadi kewajiban bagi para ahli untuk
merumuskan sebuah etika bisnis/imodern.

Dalam bidang etika ini, Ummat Islam,bisa menyumbangkan saran-saran yang
berdasarkan hukum yahgsterdapat”dalam fiqih, tentu sajd\dengan pengertian, bahwa
tidak semua aturan-aturan Islam dapat diterima oleh pemeluk agama lain, misalnya
larangan makanan yang berasal dari babi atu disembelih tidak melalui cara Islami,
tapt di Thailand yang ummat Islamnya minoritas, terhadap peraturan bahwa semua
hewan disembelih secara Islami, karena cara itu dapat diterima oleh semua pemeluk
agama, dan sebaliknya cara agama lin belum tentu bisa diterima oleh kaum muslim.

Misi ketiga, adalah menjadikan ummat sebagi kekuatam ekonomi dalam arti
positif, Dewasa ini kekuatan ummat Islam beru dalam arti politis, sedangkan kekutan
eckonomi masih berada ditangan non muslim. Kaum Muslim masih lebih

berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Sudah barang tentu sebagai
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konsumen adalah scbuah kekuatan tersendiri, tetapi kekuatan itu lebih banyak
dimanfaatkan oleh kalangan non muslim.

Usaha jasa menimbulkan perspektif baru dalam perkembangan konsep zakat,
diberbagai kegiatan jasa, seseorang atau perusahaan dapat menghasilkan laba,
surplus, gaji atau penerimaan yang-besar.—Misalnya seorang dokter (apalagi dokter
spesialis), perencana konstruksi| &konsultén, pegawai negeri, akuntan, notaris dan
semacamnya, dalam hal ini, Dr oM. ‘AminfRais pernah menyarankan zakat sebesar
20% mengingat besamnya atad “kemudahannya/seseorang atau suatu perusahaan
memperoleh penghasilan dari usaha macam itw, Apapun pendapat orang yang muncul
akhir-akhir ini, etidak-tidaknya kita membutuhkan patokan baru dalam menghitung
zakat. Ini tentu saja‘membutuhkan usaha penelitian yang mrendalam.

Perubahan-perubahan dibidang ekoofni,itd\berpengrauh juga terhadap struktur
sosial, disatu pihak kita elihatsenvakinbanyaknya mizakki. Pada masa lalu jumlah
orang yang mampu membayar zakat terbatas, sekarang jumlah itu semakin banyak
dengan terbukanya kesempatan usaha. Tapi yang lebih penting untuk diperhatikan
adalah makin besarnya golongan menengah. Pada masa lalu, zakat lebih banyak
diasosiasikan dengan orang kaya, pemilik harta (agniya) sekarang potensi total dari
sumber zakat itu melebar dan lebih besar. Ini menimbulkan dampak dalam
pengelolaan, khususnya dalam aspek mobilisasinya.

Menurut ajaran Islam, golongan-golongan masyarakat yangberpuﬁya, yang
berlebihan dan berkecukupan wajib mengulurkan tangan dan menyisihkan sebagian

rizki yang diberikan oleh Allah swt. kepadanya untuk diberikan kepada golongan
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masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang ditimpa kesulitan hidup dan yang
miskin.

Agama Islam menganjurkan agar kemiskinan dan kebodohan diberantas
sampai akar-akarnya, sebab Islam memandang bahwa kemiskinan adalah musuh yang
harus dilenyapkan. Kemiskinan _-adalah—sumber kejahatan dan dekat dengan
kekufuran, oleh karena itu harus ditanggulangi, Orang-orang yang mengalamij
tekanan sosial ekonomi akan mudahisekaligiterdorong untuk melakukan kejahatan.
Dengan memberantas kemiskinarberarti |juga melenyapkan kebodohan, dan pada
gilirannya dapat pula diciptakan ~Ketentraman _dan keharmonisan masyarakat.
Sebaliknya untuk membawa manusia kejalan Tuhan, juga dengan memberantas
kemiskinan, karena kemiskinap/ stmber<penyakit magyarakdtydan dekat dengan

kekufuran, itulah sebabnya Nabi Muhammad mengungkan sabdanya:

\J_'_—‘{dzéll)i —a | L6~

Artinya: "Kefagiran (kemiskinan) mendekatkan kepada kekufuran”

Untuk mengatasi semua persoalan kehidupan sosial kemasyarakatan,
diperlukan solusi yang tepat, baik berupa pemikiran, tenaga, dana dan faktor-faktor
penunjang lainnya.

Solusi pertama, adalah melaksanakan pembangunan yang merata disegala
bidang, dengan pembangunan yang demikian diharapkan kesejahteraan masyarakat

meningkat, pendapatan meningkat, pendidikan lebih merata dan kesempatan kerja

Iebih baik.
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Sofusi kedua, mengamalkan secara konsekuen dan sungguh-sungguh terhadap
pelaksanaan kewajiban zakat dan infaq yang merupakan salah satu tiang pokok dalam
[slam, baik zakat mal maupun zakat fithrah atau sadaqah yang bersifat anjuran untuk
kemaslahatan ummat, yang tidak bergantung dengan jumlah dan waktu.

Solusi  ketiga, harus konsekuen terhidap ajaran Islam, yakni dengan
meningkatkan Iman dan taqwa kepada Allah swt, Bersyukur atas nikmat dan rizqi
yang Allah [impahkan.

Seperti telah kita ketahui bersama, [slamm melarang kepada pemeluknya
melakukan praktek-praktek yang bertentangan déngan syri’at agama Islam, seperti:

1. Pejudian.
[slam melarang perjudian déngan-segala ‘bentuknya seeara-tegas, bahkan Islam
menganggap harta yang dipergleh dari/hasil begudi, sebagi harta yang bukan hak

milik, Firman Allah QIS, Al-Vaidah (5),490-91¢

a1 w55 ez Y5 WbVl ey e SIS, W

S »u;.__.sbz,\.\._s\(i-__:é,:;joh_‘m\.\m W Mu(iu,_w_,.\,
(33=4+ 5Lty Wf\ww\uﬁjin\)ﬁucrfwjr..dbydl

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamer,
berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
perbuatan  keji termasuk perbuatan syaithan, maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu, agar kamu mendapatkan keberunmtungan. Sesungguhnya
syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian
diantara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi
kamu dari  mengingat Allah dan shalat, moeka berhentilah kamu  (dari

mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. Al-Maidah (5) : 90-91).
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2. Riba

Riba merupakan perbuatan eksploitasi, Islam melarangnya dengan tegas,
berapapun jumlah baik sedikit maupun banyak. Harta hasil riba jelas haram dan
tidak seorangpun boleh memilikinya, serta harta itu mestinya dikembalikan
kepada pemiliknya, jika mereka-telah—diketahui, dalam hal ini Allah telah

berfirman (Q.S. Al-Baqarah (2): 275;

O e a2t L5 S0 S gy Y g 05 T
UJM_’JG"LJ-U.&’ \.?',:‘J\f:\""v@‘“:md—"b \_y}J\‘}LG_J\L_ﬂ_,JDN_:\J
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Artinya: "Orang-orang " 'yang “mtakan" “(mergambil “Fiba) tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan lantaran tekanan
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka
berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sam dengan riba, padahal
Allah teluh menghalalkan jual beli mengharambkan riba. Orung-orang yang telah
sampai kepadanya larangan daru Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil
riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebefum datang
larangan). Dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka kekal
didalamnya”. (Q.S. Al-Bagarah :275).

3. Penipuan (4/-Gabn)
Penipuan adalah salah satu bentuk pelanggaran norma syari’at islam, karena hal

jta menimbulkan kerusakan, kerugian bahkan mencelakakan orang lain. Imam
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Ad-Daruqutni telah meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, yang
mengatakan bahwa Nabi SAW, Telah bersabda: yang artinya:
“Apabila engkau menjual, maka katakanlah: Tidak ada penipuan, kemudian
dalam setiap menjual, engkau harus memberikan pilthan hingga tiga malam.
Apabila engkau ridlo, ambillah. Apabila engkau marah, (tidak ridlo) maka
kembalikanlah kepada pemiliknya”.

4. Penimbunan
Penimbunan secara mutlak dilarang;idan hukumnya haram. Nabi mengatakan:
“Tiduk akan melakukan penimbunan selain orang yang salah”. Kemudian dalam
riwayat dan Hadis lain juga Rasulullah mendyatakan: “Raswlullah telah melarang
penimbunan makanan”.

5. Pematokan harga
Allah swt. Telah memberikanyhak tiap.omnguntuk membeli dengan harga yang
disenangi, Nabi SAWNMénegaskan dalamhadisnya ydng diriwayatkan oleh Ibnu
Majjah, yang artinya:
“Sesungguhnya jual beli itu (sah karena) sama-sania suka”.
Yang dimaksud dengan pematokan harga ini, ialah: bahwa seorang penguasa, atau
wakilnya, atau siap saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan
suatu putusan kepada kum muslimin. Yang menjadi pelaku transaksi, agar mercka
menjual barang-barang dengan harga yang dipatok terscbut, dimana mereka
dlarang untuk untuk menaikkan harganya dar harga patokan tersebut, sehingga

mereka tidak bisa meningkatkan atau menurunkan harga yang telah dipatok

tersebut.
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Dari bentuk-bentuk atau cara-cara tersebut di atas jelaslah merupakan
pelanggaran terhadap syari’at Islam, bertentangan dengan nash Al-Quran mupun
Hadis Nabi. Sebab akibat dari penyimpangan-penyimpangan itu, adalah
merugikan, bahkan merusak tatanan kehidupan ummat manusia, Islam
menghendaki semua aktifitas manusia—yang-menyangkut ekonomi (Igtisodiyaly)
selalu berpedoman kepada | asas-asas, ckongmi Islam, agar setiap langkah
membawa manfaat .demi kemaslahatng’ummat, menciptakan kesejahteraan,
keadilan, pemerataan, sekaligus menghilangkan kemiskinan, kebodohan dan

keterbelakangan yang sampai seat int menjadi musuh manusia dan musuh negara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian yang penulis—kemukakan—di atas, maka sampailah kepada
kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam adalah agama universalrlengkap(Kemprehensip) semua aspek kehidupan
manusia terakomodir di dalamnya, temmasukVzakat, Infaq dan shodaqoh. Infaq,
zakat dan shadaqoh adalah;“sebagai kewajiban dalam agama Islam bagi
pemeluknya, sesuai dengan ketentuan, syarat dan rukunnya. Zakat juga tidak
sekedar berdimensi rbadab/ mahdhoh\ tetapt juga™berdimiensi sosial, juga
meningkatkan kesejahteraan gkenomi iasyarakat. Oleh karena itu zakat harus
dikelola sccara profgsional™dambegtdnggang jdwab, yang dilakukan oleh
masyarakat bersama pemerintah atau lembaga masyarakat lainnya, sesuai dengan
Undang-undang nomor 38 tahun 1999. Negara melalui [embaga Badan Amil
Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah, lebih berhak dan berkewajiban
mengelola “zakat demi tercapainya hasil maksimal, dengan melalui tahapan-
tahapan scbagai berikut:

a. Perencanaan, yaitu perumusan, tujuan, cara, langkah, waktu, tempat maupun
sasaran yang ingin dicapai dalam waktu tertentu.
b. Pengorganisasian, yaitu pembuatan schedul, struktur organisasi dan tenaga

profesional yang dibuthkan,
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c. Pelaksanaan, yaitu meliputi waktu, tempat, sasaran, pembiayaan, danjuga
motivasi zakat yang harus berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Agama nomor 29/47 tahun 1991 dan Instruksi Menteri
Agama nomor 5 tahun 1999 serta Undang-undang nomor 38 tahun 1999.

d. Pengawasan, dan motivasi, |yaitn kontral yang dilakukan oleh pengurus
BAZIZ dan masyarakat|gerta_dilakukan—evaluasi tentang keberhasilan dan
hambatan-hambatan yang ditemukan datam kurun waktu tertentu.

2. Ekonomi adalah salah satuZilmu | Sosial yang diajarkan oleh Islam untuk
memberikan otoritas (kebebasan)(kepaddfindividu lainnya, Kegiatan ekonomi
dalam Islam telah dipraktekkan oleh Rasululiah saw. dalam berdagang. Di mana
dalam mencari~keseimbarigan=antara® Twencart profit dam kepentingan dapat
terpelihara. Tidak melakukan?praktek=praktek kecurangan, kezaliman, ketidak
adilan, seperti mengurangi Jtdkatarndan=takaran dan, bentuk-bentuk penipuan
lainnya yang bertentangan dengan syari’at Islam, yang merugikan perekonomian
ummat. Negara Indonesia bukan dari salah satu penganut sistem ekonomi Islam,
namun demikian sebagai muslim henadaknya menjauhkan diri dari segala praktek
yang dilarang oleh agama. Karena menurut ajaran Islam ekonomi dan sosial
merupakan dua rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, harus berjalan sama-sama,
keduanya menuju sistem ekonomi yang sehat dan teratur, bukan seperti faham

ekonomi kapitalis yang hanya diukur dengan materi semata. Untuk itu ekonomi
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Islam tidak terlepas dari sosialistis, karena ckonomi Islam berlandaskan pada
kemanusiaan, untuk membantu ekonomi lemah, juga karcna mengalami kerugian.

3. Zakat , Infaq dan sadaqah adalah merupakan kontribusi ummat Islam dalam
upaya menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi ummat Islam, menghilangkan
kesenjangan sosial, kemiskinan, kebédohan serta mampu memberikan solusi
dalam mengatasi berbagai masalahfkehisupan ummat Islam, sekalipun sebagai
upaya-upaya untuk pemberdayaantprospek ekonomi wmmt di masa depan yang
lebth solid dan eksis sesuai keténtuan syari’at islam.

4. Untuk melakukan pengumpulag-dan’ pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah
mesti ada suatu badan atau lembaga yang tersusun rapi, terprogram, terorganisir
dengan baik, diKelola oleh tefidga-tenagd profesional, Beriwa amanah dan
bertanggung jawab, serta ! sistem-pélaksanaannya mengacu kepada Undang-
undang nomor 38 talun 1999 tentang peugelolagmzakat.

5. Dalam kehidupan berekonomi, Islam memberikan kebebasan kepada individu
untuk berusaha. Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan individu
Iainnya. Schingga dalam bertindak hendaknya scsuai dengan garis-garis yang
diajarkan oleh agama karena pemerintah sebagai penyeimbang dan pengawas
kegiatan yang dilakukan oleh individu.

6. Negara Indonesjia bukanlah salah satu dari penganut ekonomt lslam, Namun
demikian sebagai muslim hendaknya menjauhkan diri dari praktek yang dilarang

oleh agama. Karena individulah yang dapat membentengi diri dengan keimanan,
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manakala pemerintah tidak berhak untuk turut campur dalam kegiata ckonomi,
seperti  kejujuran dalam perdagangan baik dalam timbangan maupun takaran

ataupun penipuan serta tindakan lainnya yang merugikan orang lain.

7. Zakat, infaq dan shadagah adalah merupakan konstribusi umat [slam dalam upaya

menciptakan dan menscjahterakan—sostal-ekonomi ummat Islamy, menghilangkan
kesenjangan sosial, kemiskinan, kebedohan serta mampu memberikan solusi
dalam mengatasi berbagai problemukehdiipan ummat Islam, sekaligus sebagai

upaya-upaya prospek ekonomi tmmat dirmasa depan.

B. Saran-saran

1.

Hendaklah pemerintah khususnya Badan Pengelola Zakat (Badan Pengelola
Zakat) baik ditingkat pusat mduptn ditifigkat*bawah, Harys [cbih mengel’ekti&an
wadah BAZIS ini secara optimal, karefa, hauya| wadah inilah yangresmi dan
diakui oleh pemerintah, dengan disentai jU=Nemor. 38 Tahun 1999, agar ZIS
benar-benar berhasil guna, berdaya guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan,

ekonomi dan tarap kehidupan masyarakat.

2. Karena zakat pendayagunaannya merupakan sendir kehidupan lapisan

masyarakat dhu’afa, maka masyarakat dan kaum agniya dihimbau dan diketuk
hatinya untuk segera menyisihkan sebagian kekayaannya/hartanya kepada
Lembaga Amil Zakat (BAZIS), agar pranata kekayaan kepada semua masyarakat

dapat terwujud dengan baik sesuai dengan kemaslahatan ummat, dan semua
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ummat Islam wajib dengan tulus hati membantu pemerintal atau lembaga resmi
ZI8 yang diberi tugas mengelola zakat.

Bagi pencrima/pengguna penyakuran dana dari BAZIS tidak dalam bentuk zakat
produktil’ ataupun konsumlif, para pencrima bantian bea siswa hendaknya lebih
mengefisienkan dana pemberian; cagar, sclurgh mustahiq terbagi rata dan
terjangkau di seluruh lapisan) masyarakat yapg membutuhkan, dan jangan terus
mehgandalkan dari yang satu dengan.yaug lainnya.

Bagi para alim ulama dan tokch masyatakat, hendaknya terus membantu badan
yang ditunjuk pemerintah dalam-fmemberikanpenerangan kepada jama’ahnya
dengan mengingatkan pentingnya amil scbagai pengelola dana Zakat, Infaq dan
Shodaqoh.

Untuk keberhasilan  konsepwBAZIS™ini,/ maka hendaknya semua pihak
lembaga/instansi, masyarakat selalu berpedemankepada acuan yang ada, yaitu al-
Qur’an, Hadis Nabi dan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi
manipulasi, kolusi, korupsi serta bentuk-bentuk penyclewengan lainnya.
Disamping itu harus adanya tenaga-tenaga pengelola ZIS yang betul-betul
profesional, terampil, berjiwa amanah serta bertanggung jawab.

Penerangan dan penyebaran informasi tentang adanya wadah ZIS yang didukung

oleh Undang-undang Zakat nomor 38 tahun 1999 serta program-programnya.
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7. BAZIS harus mengadakan kerja sama dengan Lembaga Pengembangan Swadaya
Masyarakat atau lembaga sejenisnya untuk membina para fakir miskin penerima

dana produktif.
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LAMPIRAN 1:

A. BAZIS Tingkat Nasional
I. Dewan Pertimbangan

FORMAT

STRUKTUR KEPENGURUSAN
BADAN AMIL ZAKAT (BAZIS)

Ketua
Wakil Ketua

. Sekretaris

I1, Komisis Pengawas

1.

Wakil Sekretaris
Anggota

Ketua

Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Anggota

Badan Pelaksana
Ketua Umum
Wakil Ketua

NS Wk W

N s WL -

— AT Y
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V.

Wakil Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris Umum
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara

Divisi-Divisi :
A. Divist Pengumpulan

MO LR —

B. Divisi Pendistribusian

S N

C. Divisi Pendayagunaan

NV AW

D. Divisi Penggembangan

N ke W~
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B. BAZIS Propinsi

I. Dewan Pertimbangan

I1.

IIL

Ketua

Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Anggota

Komisis Pengawas
Ketua

Wakil Ketua
Sekretaris

Wakil Sekretatis
Anggota

Badan Pelaksana
Ketua Umum
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris Umum

- Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris
Bendahara

IV. Bidang-bidang

A. Bidang Pengumpulan

2

SNOIERD D —

NS Bl o
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N

B. Bidang Pendistribusian

ARl N

C. Bidang Pendayagunaan

A Gl

D. Biadng Pengembangan

C. BAZIS Kabupaten/kota :
. Dewan Pertimbangan
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris :
Anggota : (Terdiri dari 5 (lima) orang Anggola)

I1. Komisis Pengawas
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
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Whakil Sekretaris :
‘ Anggota : (Terdiri dari 5 (lima) Orang Anggota)
II1. Badan Pelaksana :

Ketua Umum

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris Unium

Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris

Bendahara

1V. Seksi-seksi :
A. Seksi Pengumpulan

B. Seksi Pendistribusian

C. Seksi Pendayagunaan

D. Seksi Pengembangan

el

D. BAZIS Kecamatan :
[. Dewan Pertimbangan
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
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Anggota

Sr|EL =

II. Komisis Pengawas
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Anggota
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